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1.  Barangsiapa dengan sengaja m. anggar dan tanpa hak melakukan
perbuatan sebagaimana dimaksuc dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49
Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana d. 1gan pidana penjara masing-masing
paling singkat 1 (satu) bulandan/ai u denda paling sedikit Rp1.000.000,00
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2.  Barangsiapa dengan sengaja men, arkan, memamerkan, mengedarkan,
atau menjual kepada umum suatu  iptaan atau barang hasil pelanggaran
hak cipta atau hak terkait sebagai d; 1aksud pada ayat (1), dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lim« tahun dan/atau denda paling banyak

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta 1piah).
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pertimbangan bagi kajian ke de) an.
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BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

ernikahan adalah sebuah efek dari hukum alam.

Pernikahan terwujud sebagai rangkaian terjadinya

cosmos  (keseimbangan) kehidupan. Pernikahan
adalah fitrah makhluk. Karena itu, pernikahan adalah sebuah
institusionalisasi fitrah alam menjadi fitrah kemanusiaan,
yang bagi al-Qur'an, sebagai makhluk yang paling mulia.
Menikah karena itu berimplikasi pada dua hal, yaitu sebagai
upaya keseimbangan cosmos dan sebagai upaya menciptakan
kualitas kemanusiaan. Dengan pernikahan terbentuk suatu
komunitas terkecil pembentuk struktur masyarakat secara
umum. Sidi Gazalba menyebut komunitas tersebut sebagai
keluarga tingkat pertama dengan komposisi suami, istri dan
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anak.! Posisi komunitas kecil : rsebut sangat menentukan. Ia
menjadi pondasi atas keseimb: 1gan bumi. Khairiyah Husain
Thaha menyebut keseimbangar. tersebut sebagai kemakmuran
bumi secara sempurna.?

Perkawinan memiliki beber:. >a implikasi, diantaranya adalah
implikasi biologis, implikasi te: logis, implikasi sosiologis dan
implikasi yuridis. Implikasi bir .ogis memberi efek keturunan
yang berhak atas aspek materia yang dimiliki seperti hak anak
untuk mendapatkan warisan or .ng tua dan lain-lain. Implikasi
teologis berakibat pada perta: ggungjawaban orang tua atas
anak yang dimiliki kepada Tu an serta pertanggungjawaban
suami atas istri dan lain-lain. edangkan implikasi sosiologis
menuntut komunikasi keluarga :lalam relasi-relasi sosial sebagai
pembentuk struktur kehidupan sosial serta terikat oleh norma-
norma sosial. Adapun implika: hukum berkaitan dengan hak
dan kewajiban suami-istri akit it peran masing-masing dalam
struktur keluarga. Rafik mem: ih implikasi-implikasi tersebut
menjadi dua yaitu relasi inter 1al dan relasi eksternal. Relasi
internal berhubungan dengan ak dan kewajiban antara suami
isteri, dan antara orang tua du  anak-anak. Sedangkan secara
eksternal pernikahan berimplik. 5 pada aspek sosial dan hukum.?

' Sidi Gazalba, Musyarakat I: m Pengantar Sosiologi dan Sosiografi
(Jakarta: Bulan Bintang, 1989), 154. . 1at juga, R. Soetojo Prawirohamidjojo,
Pluralisme Dalam Perundang-Undan; n Perkawinan di Indonseia (Surabaya:
Airlangga University Press, 2006), 7.

2 Khairiyah Husain Thaha, £ nsep Ibu Teladan Kajian Pendidikan
Islam (Surabaya: Risalah Gusti, 1996 43.

*  Ahmad Rofik, Hukum Islar di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2006), 181.
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Tujuan pernikahan sebagaimana tersurat pada Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa.* Dua kata kunci tampak dalam
Undang-Undang ini yaitu “bahagia” dan “kekal”. Bahagia
maksudnya bahwa pernikahan menghendaki kebahagian lahir
dan batin pelakunya yang diakibatkan adanya penyaluran
hasrat seksual yang aman dan dibolehkan.® Kekal maksudnya
bahwa pernikahan diorientasikan untuk sepanjang hidup dan
menghindari perceraian. Agama bahkan menjelaskan bahwa
“perkara halal yang paling dibenci untuk dilakukan adalah
perceraian”. Walau dibenci, perceraian adalah solusi yang
diberikan agama. Ia adalah alternatif terakhir dari prahara
keluarga.

Perceraian menimbulkan efek yang beragam. Tidak saja
bagi pelakunya, tetapi juga buat anak. Banyak kasus anak putus
sekolah, asosial dan tindakan patologis lain disebabkan perceraian
oang tua. Karena itu, perceraian menuntut alasan-alasan yang
kuat. Alasan kuat tersebut disimpulkan dalam satu motivasi, yaitu
hilangnya kasih sayang sebagai motivasi pembentuk pernikahan.
Berbagai alasan yang memungkinkan seseorang untuk menuntut
perceraian adalah: pertama, zina; kedua, meninggalkan tempat
tinggal; ketiga, penghukuman dengan hukuman penjara lima
tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang

% Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

5 Aman maksudnya terhindar dari penyakit-penyakit yang ditimbulkan
serta akibat sosial lain seperti perselingkuhan. Sedangkan dibolehkan artinya
tidak ada larangan baik secara agama maupun sosial dalam melakukan
aktifitas seksual tersebut.
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diucapkan setelah perkawinar keempat, melukai berat atau
menganiaya, dilakukan oleh su. mi atau istri terhadap istri atau
suaminya, yang dapat membahay ikan jiwa pihak yang dilukai atau
dianiaya, atau mengakibatkan I ka-luka yang membahayakan.®

Masalah nafkah anak, akit at perceraian, adalah masalah
penting dalam kasus ini. Pertam: 1, sering terjadi bahwa masalah
nafkah anak menjadi perdebata:1 saat perceraian. Kasus Farhat
Abbas dengan Nia Daniati mis.lnya. Nia menuntut sejumlah
nominal sementara Farhat m« nolaknya. Dalam masyarakat
umum, seseorang kadingkala m: nuntut pembagian nafkah yang
sama antara bapak dengan ibu.1' lain pihak, bapak, akibat sudah
menikah lagi, tidak memberi n. tkah kepada anaknya sehingga
secara mandiri, seorang ibu mer afkahi anaknya. Kedua, nafkah
anak berakibat pada pembentt. :an generasi yang berkualitas.
Artinya, perceraian boleh dilaku- an tetapi perceraian tidak boleh
mengganggu hak anak untuk me yjadi pribadi berkualitas. Anak
harus terjaga secara material ya: g memungkinkannya menjadi
anak berkualitas melalui pendidi .an. Biaya atas pendidikan anak
tidak terhenti hanya karena kas . s perceraian orang tua. Ketiga,
belum adanya mekanisme kont: |l yang memadai dan kuat bagi
pihak-pihak yang telah diputus: an oleh pengadilan dalam hal
nafkah anak pasca perceraian | aik secara hukum positif dan
hukum agama.

¢ R. Subekti & R. Tjitrosudibio, + tab Undang-Undang Hukum Perdata
Burgelijk dengan tambahan Undang-! idang Pokok Agraria dan Undang-
Undang Perkawinan (Jakarta: Pradnya iramita, 2004), 51.
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Dalam titik penting inilah perlunya menilik pemikiran Abu
Zahra tentang nafkah pasca perceraian.” Pemikiran Abu Zahra
menarik karena beberapa hal. Pertama, Abu Zahra menawarkan
sebuah perspektif terbuka dalam hal nafkah anak pasca perceraian
yaitu memberi kewajiban kepada kerabat orang tua untuk
menafkahi anak. Ini artinya, bila bapak misalnya melupakan
tanggung-jawabnya, anak bisa menuntut kepada paman (adik
bapak) dan lain-lain. Keluarga dekat bisa menggantikan dalam
hal memberi nafkah, namun tetap sesuai kemampuan yang
dimiliki.® Kedua, tawaran Abu Zahra memberi efek psikologi
keluarga dalam kasus perceraian. Artinya, jika pernikahan adalah
upaya tidak saja menyatukan dua orang yang saling mengasihi,
tetapi juga menyatukan dua keluarga, maka perceraian harusnya
berimplikasi pada mereka juga. Efek psikologis ini memungkinkan
anak untuk terjaga emosinya sehingga psychological shock pada

7

Muhammad Abu Zahra bernama lengkap Muhammad ibn Ah-
mad ibn Mushthafa Abu Zahra. Beliau dilahirkan pada tanggla 29 Maret
1898 di Mahalla al-Kubra Mesir. Ia dibesarkan dalam sebuah keluarga yang
memelihara moralitas agama dan nilai-nilai Islam. Muhammad Abu Zahra
meninggal dunia pada hari Jumat petang 12 April 1974 di kediamannya
distrik Zaitun Kaherah saat usianya 76 tahun. Beliau meninggat dunia ketika
memegang sebuah pena untuk menulis tafsir al-Quran dalam surah al-
Naml, ayat 19: “ Maka tersenyurnlah Nabi Sulaiman mendengar kata-kata
semut itu, dan berdoa dengan berkata:” Wahai Tuhanku, ithamkanlah daku
supaya tetap bersyukur akan nikmatMu yang Engkau kurniakan kepadaku
dan kepada ibu bapaku, dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang
Engkau ridai; dan masukkanlah daku dengan limpah rahmatMu dalam
kumpulan hamba-hambaMu yang soleh”. (al-Naml, ayat 19). Lihat. http://
www.mindamadani.my/content/view/230/2, Abu Zahra,

8 Muhammad Abu Zahra, Al-Ahwal al-Shakhsiyyah (Beirut: Dar Fikri
al-Arabi, 1957), 485.
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anak tidak terjadi. psychologica. shock, seperti kita tahu, adalah
penyebab paling serius dari kenal 1lan remaja dan patologi sosial.
Ketiga, perspektif Abu Zahra bis: melengkapi bagi hukum positif

di Indonesia. Hukum positif di |
menjelaskan bahwa kewajiban
dan belum menyentuh kerabat.
pemikir figh Islam dengan kecen:
nafkah ini misalnya ia berada di-

Imam Malik yang menjelaskan

orang tua biologis saja dan liber:
memberi batasan pada setiap o
waris dengan anak. Liberalisme
potensi untuk mengaku saling ler
ini bisa menjadi contoh bagi ha
untuk menjadikan hukum Islam -
hukum progressif, yaitu sebual
keluar dari bunyi tekstual atur:
umum (kemaslahatan anak). Hu
tahu, sangat lemah di Indonesia.

9

berdasarkan kepentingan anak, bila
penguasaan anak-anak, pengadilan m.
bertanggung jawab atas semua biaya

diperlukan anak itu, bilamana bapak dal
kewajiban tersebut, pengadilan dapat n
biaya tersebut; (3) Pengadilan dapat me-.

memberikan biaya penghidupan dan
bagi bekas istri. Lihat R. Subekti & R.
549-555.

6 _ Udin Safala

Dalam peraturan dijelaskan b.
berkewajiban memelihara dan men

idonesia masih secara tersurat
1afkah hanya bapak atau ibu
Keempat, Abu Zahra adalah
:rungan moderat. Dalam kasus
ngah-tengah antara kekakuan
ahwa hak nafkah hanya pada
isme Ahmad Ibn Hanbal yang
ing yang memiliki hubungan
Ahmad Ibn Hanbal memberi
par tanggungjawab. moderasi
im-hakim pengadilan agama
:kaligus hukum positif sebagai
putusan hukum yang berani
1 selama untuk kepentingan
um progressif ini, seperti kita
’ara hakim masih mengamini

wa: (1) Baik ibu atau bapak tetap
idik anak-anaknya, semata-mata
1ana ada perselisthan mengenai
nberi putusannya; (2) Bapak yang
emeliharaan dan pendidikan yang
m kenyataan tidak dapat memenuhi
nentukan bahwa ibu ikut memikul
yjibkan kepada mantan suami untuk
au menentukan sesuatu kewajiban
itrosudibio, Kitab Undang-Undang,



model hukum belanda Rechtaat daripada rule of the law.
Yang pertama menganggap hakim ibarat mesin yang hanya
menjalankan aturan, sementara yang kedua menganggap hakim
sebagai manusia yang bisa menimbang putusan hukum sesuai
dengan situasi dan kondisi obyek hukum. Kelima, pandangan
Abu Zahra sesuai dengan “pembelaan” atas perempuan yang
menjadi konsentrasi semangat gender akhir-akhir ini. Pihak
perempuan dalam kasus perceraian lebih banyak menjadi korban.
Perempuan mengasuh anak, perempuan mencari biaya untuk
pendidikan, perempuan rela untuk tidak menikah lagi demi
kebahagiaan anak, perempuan disalahkan ketika anaknya tidak
berhasil dan lain sebagainya.

B. Tujuan Ditulisnya Buku

Secara teoritis buku ini diharapkan dapat memberi
seperangkat teori tentang natkah anak pasca perceraian keluarga.
Banyak teori telah ada, tetapi teori tersebut dianggap belum
sepenuhnya menguntungkan pihak perempuan. Teori tersebut
juga masih memberi kesan, bahwa kewajiban memberi nafkah
hanya pada pihak laki-laki saja dan bukan pada pihak keluarga
laki-laki juga. Teori hukum Islam seperti ini dibutuhkan untuk
negara Indonesia yang plural, sebuah negara yang memungkinkan
berbagai teori hukum diterima selama bermanfaat untuk
kemaslahatan bersama. Umat Islam di Indonesia adalah
yang terbanyak, oleh karena itu kebutuhan akan sebuah teori
diperlukan karena pelaku perceraian, bisa diprediksi, banyak
berasal dari umat Istam.

Secara praktis, karya kecil ini dapat digunakan sebagai
pertimbangan bagi sebuah keputusan hukum Islam oleh hakim.
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Keputusan hukum seperti ini o :ndorong untuk mewujudkan
hukum progressif di Indonesia. & ‘ama ini, banyak hakim, masih
melihat kasus hukum secara hit.m putih dan sangat normatif
walaupun implikasi hukum ters: >ut bersifat tidak berimbang.
Keadilan dilihat dari sisi aturan da: bukan dari substansi masalah.

Terakhir, karya kecil ini bertujuan untuk pertama
mediskripsikan pandangan Abu Z. 1ra tentang nafkah anak pasca
perceraian; kedua menguraikan in plikasi pandangan Abu Zahra
tentang nafkah anak pasca percer: ian bagi pelaksanaan hukum
Islam di Indonesia.

C. Kerangka Teori

Nikah dalam ranah jurispru: ensi Islam (figh) memiliki
banyak hukum diantaranya adalah - ahwa ia —-menurut mayoritas
ulama (jumhur) merupakan hal yan; sunnah, sedangkan menurut
kelompok ‘tekstualis’ (ahl al-dahi- nikah merupakan sebuah
kewajiban agama.'® Nikah adalahib rat pintu masuk, sedangkan
perceraian adalah pintu keluar. Oleh :arena itu, Islam tidak hanya
mengatur bagaimana orang bisa ma- 1k tetapi juga ketika mereka
hendak keluar. Di antara yang diatu: tersebut adalah bagaimana
nafkah anak saat ditinggalkan. Pembahasan perceraian dalam
Islam disebut dengan dua istilah yaitu talag dan khulu’. Perbedaan
tersebut diakibatkan perbedaan asal atau motif dari perceraian
yang dilakukan. Istilah talag dimak udkan sebagai perceraian
dilakukan atau diinisiatifi seorang su. mi. Sedangkan yang kedua
berasal dari tuntutan atau permintaa 1 istri kepada suami untuk
bercerai. Kata talaq secara bahasa ber rti melepaskan ikatan atau

1 Ibn Rushd, Bidayat al-Mujtahid, Juz ~ (Bairut: Da.r al-Fikr, tt), 3
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membuang,'! seorang suami melepaskan ikatan yang pernah
dibuatnya. Sedangkan khulu’ secara bahasa adalah mencabut
diri. Artinya seorang istri mencabutkan diri dari ikatan yang
pernah dibuat oleh suami. Baik talag maupun khulu‘sama-sama
mengakibatkan hubungan suami istri menjadi hilang.

Ibn Rushd menjelaskan perceraian dalam Bidayat al-
Mujtahid menjadi dua kategori yaitu perceraian bisa kembali
(talaq raj’i) dan perceraian tidak bisa kembali (talaq ba’in).
Kategorisasi tersebut merupakan hasil dari sebuah kesepakatan
ulama figh. Kategori yang pertama (talaq raj’i) yaitu perceraian
yang dilakukan seorang suami terhadap isterinya yang masih
dapat ruju’ (kembali). Talaq semacam ini didasarkan pada teks
al-Qur’an khususnya surat al-Talaq:1 dan al-Baqarah :229" serta
sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Ibn ‘Umar sebagaimana
dicuplik oleh Ibn Rushd.” Sedangkan yang kedua (talaq ba’in)
yaitu perceraian yang dilakukan kepada isterinya untuk yang
ketiga kalinya dan dilakukan secara terpisah' tidak dapat
kembali bersatu dalam pernikahan kecuali isteri sudah menikah

' “‘Aly Muhammad al-Jarjani, Kitab al-Ta'ifat (Beirut: Dar al-Kutub
al-‘Ilmiyah, 1988), 141

12 Ibn Rushd, Bidayat, Juz 11, 49

'3 Ibid.

* Bagi Ibn Rushd, pembahasan ini masih menyisakan banyak hal
termasuk perdebatan apakah khulu‘ merupakan bagian dari talaq ataukah
nikah yang fasakh. Pembahasan lain berkaitan dengan perbedaan apakah t
alaq yang dilakukan tiga kali hanya dalam bentuk ucapan, bukan perbuatan,
serta sedikit permasalahan lain yang secara langsung belum terkait dengar
tema tesis ini. Ibid.
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lagi dengan orang lain serta tel: 1 melakukan hubungan suami-
isteri, dan harus dilakukan sesu i aturan figh."”

Perceraian, walau ikatan - 1ami istri telah hilang, masih
menyisakan tanggungjawab ya: u diantaranya nafkah terhadap
anak.’® Kata nafagah diderifasi ari kata al-infaq yang memiliki
arti mengeluarkan sesuatu, dar: hanya digunakan untuk tujuan
kebaikan. Jamak kata nafagah yang dalam bahasa Indonesia
diterjemahkan dengan nafkal ini adalah nafagat. Dari sisi
bahasa diartikan sebagai harta v ng dikeluarkan seseorang untuk
kebutuhan keluarganya, “ma . infiquhu al-insan ala‘iyalihi”"’
Dari ranah istilah shara‘ nafk: 1 didefinisikan sebagai sebuah
kebutuhan ekonomi standar (+ fayah) yang diberikan seorang
suami kepada keluarganya bai: isteri, anak, atau lainnya yang
berupa bahan pokok dasar, pak. an, dan tempat tinggal.'® Berikut
adalah berbagai pendapat tenta g nafkah anak pasca perceraian.

15 Jarjani, Kitab, 141

16 Nafkah secara umum diurai e¢h Wahbah Zuhayli dalam al-Figh al-
Islami wa adillatuh, menjadi empat | tegori, nafkah yang diberikan kepada
isteri, nafkah yang diberikan kepada nak dan cucu, nafkah yang diberikan
pada ibu, bapak, kekek dan seterus ra, serta nafkah yang diberikan pada
kerabat. Lihat. Wahbah al-Zuhayli, [-Figh al-Islami wa Adillatuh Vol. X
(Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), 7346

17 Ibid., 7347

' Wahbah menjelaskan agak letail yang dimaksud dengan bahan
pokok dasar (makanan), pakaian, dar: .empat tinggal (al-sukna): (1) makanan
meliputi roti (beras, gandum, jagun. sagu, dll), lauk-pauk, dan minuman;
(2) pakaian meliputi semua pakaian ang dapat digunakan untuk menutupi
aurat -atau pakaian standar negeri : rtentu yang mungkin berbeda antara
yang satu dengan lainnya-; (3) sedany:kan tempat tinggal (al-sukna) meliputi
rumah, perabot standar yang dibuti:ikan dalam sebuah rumabh, air. listrik,
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Pertama, Imam Malik menjelaskan makna keluarga secara
sempit. Menurutnya kewajiban memberi nafkah (al-nafaqah al-
wajibah) hanya sirkular pada kedua orang tua biologisnya dan
anak-anak biologisnya (al-abawaini wa al-‘auladu al-salbiyaini)
tanpa mempertimbangkan kakek-nenek ataupun para cucu."
Pendapat imam Malik ini tidak saja didasarkan pada firman Allah
“...wa bi al-walidaini thsana..” dan “...wa ala al-mauludi lahu
rizquhunna wa kiswatuhunna bi al-ma'ruf..” tetapi juga sebuah
hadith Nabi saw. “...anta wa maluka li abika..”Ketiga teks nass
di atas, bagi Imam Malik menunjukkan bahwa kewajiban nafkah
ditujukan pada dua kelompok keluarga yaitu orang tua biologis
(bapak dan ibu kandung) dan anak-anak kandung dari orang
tua biologis.

Kedua, pendapat Imam Shafi’i. Menurutnya kewajiban
memberi nafkah didasarkan pada aspek melahirkan dan
dilahirkan dengan tanpa dibatasi oleh ikatan tertentu seperti
positioning (posisi) dalam keluarga (qarabat al-walad).
Keterangan imam Shafi’i ini hampir sama dengan penjelasan
yang diberikan oleh Imam Malik.

Ketiga, menurut imam Abu Hanifah dan ulama lain yang
sependapat dengannya. Menurutnya alasan yang paling kuat
untuk seseorang menafkahi adalah alasan kekeluarganaan yang
tidak dibolehkan untuk menikah dengannya (al-qarabah al-muh

minyak (gas), peralatah kebersihan atau mungkin mesin cuci, dan ‘pembantu’
sesuai standar negeri tertentu. Lihat. Ibid., 7348. Bandingkan. Wahbah al-
Zuahvyli, Figh Islam wa Adillatuhu: Hak-hak Anak - Wasiat - Wakaf - Warisan.
Vol. X. terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2001), 94

¥ Muhammad Abu Zahra, ‘Al-’Ahwal al-Shakhsiyyah (Bairut: Dar al-
Fikr al-‘Arabi, 1957), 480 Selanjutnya disebut Abu Zahra.
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arramiyah). Artinya siapapun ang haram nikah dengan anak
tersebut adalah memiliki kew jiban untuk memberi nafkah.
Argumentasi yang dibangun in im Abu Hanifah adalah karena
Tuhan, Allah swt. melalui Nal | saw. memerintah untuk silat
al-rahim, dan silat al-rahim m« nbutuhkan nafkah. Imam Abu
Hanifah menegaskan bahwa -muharramiyah, keharaman
menikah adalah karena ia jad dasar bagi diperbolehkannya
akad nikah dengan orang lain -ang tidak memiliki hubungan
rahim (darah). Keharaman ur uk menikah dengan individu
yang memiliki hubungan darah ersebut menjadi pertimbangan
keharusan untuk tetap menjadi k- luarga yang dapat dihubungkan
dengan beban berupa pemberi« 1 nafkah.?

Keempat, pendapat imam hmad Ibn Hanbal. Hubungan
keluarga yang menjadi sebab I gi adanya kewajiban memberi
nafkah adalah keluarga yang p.ling dekat berdasarkan urutan
waris saat seseorang meninggal. Artinya orang-orang yang
masih mendapatkan warisan .aat seorang anak meninggal
misalnya memiliki kewajiban uiatuk memberi nafkah padanya
ketika ia masih kecil. Imam Al mad ibn Hanbal mendasarkan
pendapatnya dari sebuah teks 1-Qurian “
mithlu dhalika” Ayatinibagiim m Ahmad memberi pengertian
adanya hubungan spesial ber: pa persaudaraan yang saling
mewarisi. Hubungan kekeluarg..an ini yang memberi implikasi
untuk memberi nafkah saat kelu irga yang lain membutuhkan.?

..wa ala al-warithi

® Pembahasan singkat tema in dengan bahasa yang mungkin agak
rumit, lihat. Ibid..

2 Dengan menyitir al-Mughni \ | IX, Abu Zahra menjelaskan bahwa
apabila tidak ada hubungan waris ~w laupun sebuah keluarga- pemberian
nafkah menjadi tidak wajib. Ibid., 486
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Ahmad ingin memberi pengertian bahwa seseorang tidak hanya
menerima warisan dari saudaranya tetapi juga memberi nafkah
kepada keluarganya yang lain. Dari sini muncul keseimbangan,
antara menerima dan memberi. Keseimbangan ini menjadikan
hubungan keluarga semakin erat.

D. Cara Buku Ini ditulis

Karya ini ditulis melalui beragam data, utamanya diambil
dari karya dan tulisan yang mengupas tentang nafkah anak
menurut Abu Zahra seperti buku "Al-Ahwal al-Shakhsiyah,”
kitab tersebut adalah karya Abu Zahra. Kitab tersebut menjadi
sumber primer karya ini. Sedangkan tulisan-tulisan lain yang
mendiskripsikan atau menganalisa tentang Abu Zahra terutama
masalah terkait nafkah anak pasca perceraian atau yang memiliki
kaitan logis dengan tema tersebut, akan dijadikan sebagai sumber
sekunder. Data sekunder tersebut berguna untuk memberi
tambahan informasi dari karya ini. Data sekunder diambil dari
berbagai sumber yang berhubungan baik langsung maupun tidak
langsung dengan kajian seperti berbagai buku referensi ataupun
artikel di media massa dan internet.

Karya ini disusun menggunakan metode diskriptif-analisis-
kritis. Yaitu sebuah metode yang akan mendeskripsikan berbagai
informasi tentang nafkah anak pasca perceraian perspektif Abu
Zahra. Deskripsi niscaya dilakukan agar setiap gagasan atau
sistem pikiran yang melandasi setiap argumen bisa dibaca secara
sistematis sekaligus memudahkan dalam proses elaborasi. Untuk

22 Muhammad Abu Zahra, ‘Al-Ahwal al-Shakhgsiyah (Bairut: Dar al-
Fikr al-‘Arabi, 1957)
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mengurangi “subjektifisme” be: ebihan dalam proses elaborasi,
maka proses kritis yang dilaku <can menggunakan pendekatan
tertentu. Berbagai ide dan gagas. n dalam karya-karya Abu Zahra
tersebut akan dibaca dengan me« 1ggunakan pendekatan tertentu
sehingga dapat ditemukan her: :eneutic turn yang menjadi inti
atau aspek dibalik sesuatu yarn ; tampak dan tertulis. Analisa
kritis diperlukan agar ide atau l¢ »ih umumnya sebuah karya bisa
diposisikan sebagai pergulatar pengarangnya dengan realitas
historis serta sikapnya atas ¢ ilog pra pemahaman dengan
realitas faktual yang dihadapi.

Karena karya inj lebih n' '‘nekankan model figh, maka
pendekatannya adalah pendek: an figh. Figh adalah ilmu yang
membicarakan hukum-hukun: syara’ yang berkaitan dengan
amaliah yang digali dari dali -dalil yang terperinci.?’ Figh
disusun berdasarkan epistemol 3i tertentu oleh para intelektual
untuk menjawab berbagai masa:.th yang muncul tentang urusan
personal (ibadat), hubungan emanusiaan baik yang privat
maupun urusan ekonomi, poli ik dan lain-lain.** Pendekatan
figh karena itu akan mendeka i berbagai problem manusia,
nafkah anak, dalam pemikiran seseorang. Pemikiran tersebut
adalah hasil ijtihad yang diga dari sumber-sumber hukum
Islam terutama al-Qur’an dan | adis. Sebagai hasil ijtihad, figh
kadangkala bersifat kaku dan ka:langkala bersifat lentur. Dalam
tradisi figh dikenal ahl al-hadis dan ahl al-ra’yi. Yang pertama

 Muhammad Shata al-Dimyat:. Ianatu al-Talibin, Juz 1 (Singapura:
Sulaiman Mar’i, tt), 14.

24

Husein Muhammad, “Mer bongkar Konsepsi Figih tentang
Perempuan” dalam Syafiq Hasyim, K¢ emimpinan Perempuan dalam Islam
(Jakarta: JPPR, 1999), 35.
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dikenal sebagai sosok pemikir dengan berpedoman kepada
hadis dan kurang memerhatikan kebutuhan sosiologis tempat
hukum diterapkan. Tokoh yang pertama ini seperti Malik bin
Anas, Sufyan al-Tsauri dan Ahmad bin Hanbal. Sedangkan yang
kedua dikenal sebagai pemikir liberal dijamannya. Pendapatnya
‘melompat pagar’ dengan proses penyesuaian dalil-dalil agama
dengan kebutuhan masyarakat lokal. Tokoh aliran ini adalah
Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan, Abu Yusuf bin Ibrahim
dan lain-lain.” Namun ditengah-tengah kontradiksi tersebut
terdapat pula aliran yang berusaha memodifikasi sehingga
membentuk aliran baru yaitu aliran moderat. Aliran ini di satu
sisi meresepsi hadis tetapi di sisi lain tidak melupakan rasio.
Termasuk kelompok ini adalah Imam Shafi’i.

Sesuai ciri khasnya, pendekatan figh akan melihat
pemikiran seseorang, Abu Zahra, dalam perspektif normatif
sekaligus meneliti problem sosiologis yang dihadapinya untuk
dilarikan pada kondisi sosial sekarang. Upaya ini karena itu
adalah melakukan tiga langkah sekaligus yaitu melihat basis
normatif yang digunakan oleh Abu Zahra dalam membangun
argumennya tentang nafkah anak pasca perceraian, setelah itu
melihat problem historis yang dihadapi oleh Abu Zahra. Bidang
ini ditelusuri dari basis epistemologis yang digunakannya
dalam berbagai karya terutama tentang nafkah anak. Setelah
itu memanfaatkan gagasan Abu Zahra tersebut dalam kondisi

» M. Imdadun Rahmat (ed.), Kritik Nalar Figh NU: Transformasi
Paradigma Bahtsul Masa’il (Jakarta: Lakspesdam NU, 2002), 90; Muhammad
Khudhari Bik, Tarikh Tashri’ al-Islami (Mesr: Matba’ah Saadah, 1954), 141-
146; N.J. Coulson, A.History of Islamic Law (Edinburg: University Press,
1964, 36-52.
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kekinian dan kedisinian. Kekin: in dan kedisinian inilah karakter
figh mulai awal terbentuknya b ngga sekarang. Dengan langkah
terakhir ini, karya ini diharap an tidak hanya bicara idealitas
tetapi juga mempridiksi bagi k- mungkinanannya di Indonesia.

Elaborasi kajian juga dils cukan dengan mengikuti cara
yang disarankan oleh Miles dan Huberman yaitu : Reduksi data,
display data, mengambil kesimp lan dan verifikasi.?® Reduksi data
adalah merangkum, memilih ha -hal yang penting, menfokuskan
hal penting tersebut dan mem! iat katagori. Display data yaitu
menyajikan data ke dalam pol yang dilakukan dalam bentuk
uraian, bagan, grafik dan peiietaan. Setelah itu dilakukan
penarikan kesimpulan dan veri kasi.”

E. Sajian Buku

Karya ini akan dieksplo isi dalam formasi lima bab.
Perincian masing-masing bab a .alah sebagai berikut:

Bab pertama sebagai bab pe: dahuluan yang terdiri dari latar
belakang masalah, tujuan dituli nya buku, kerangka teori, cara
buku ini ditulis dan sajian buk:

Bab kedua adalah kerangk« teoritik yang membahas tidak
saja tentang biografi Abu Zah: 1 baik secara umum maupun
akademik tetapi juga membinc. ng nafkah secara umum yang
berkaitan dengan nafkah anak d.in kerabat yang secara spesifik
mengkaji syarat keharusan pem -erian nafkah, urutan individu

2% Matthew B. Miles dan A.M :hael Huberman, Qualitative Data
Analysis (London: Sage Publications, 1 34), 21.

¥ Matthew B. Miles & AS. Micha Huberman, Analisa Data Kualitatif,
terj. Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: U Press, 1992), 16.
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yang harus memberi nafkah, ketentuan besaran nafkah sampai
pada bandingan nafkah isteri dengan kerabat.

Bab ketiga membahas tentang nafkah anak dalam aturan
perundang-undangan di Indonesia, konsep ini diawali dengan
membincang perkawinan dan akibat hukum yang berlaku dalam
perundang-undangan di Indonesia, perkawinan dan akibat
hukum yang berlaku ini akan dieksplorasi melalui berbagai
redaksi aturan perundang-undangan yang ada baik Undang-
Undang Perkawinan Nasional Nomor 1 Tahun 1974 melalui
bab-bab serta pasal-pasal sampai pada ayat-ayat yang muncul
dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Dilanjutkan
dengan membincang nafkah anak karena nafkah ini merupakan
amanat undang-undang yang menyatu dengan peristiwa hukum
berupa perkawinan ini. Setelah itu dilanjutkan dengan kajian
yang terkait dengan putusnya perkawinan dan akibat hukum
yang ditimbulkannya.

Bab keempat membahas pandangan Abu Zahra tentang
nafkah anak secara umum baik sebelum maupun sesudah
perceraian, nafkah anak dalam Undang-Undang Perkawinan
Nomor 1 Tahun 1974, dan implikasi pandangan Abu Zahra
dalam pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia.

Bab kelima adalah bab terakhir yaitu; penutup
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BAB II

MENIMBANG KEMBALI KONSEP
NAFKAH MENURUT ABU ZAHRA

A. Biografi Abu Zahra

embincang sebuah pemikiran tokoh, apapun tema

yang didiskusikan, akan membawa pada beberapa

kajian yang terkait dengan tokoh yang sedang dikaji
tersebut tidak saja biografi secara umum tetapi juga pada
wilayah akademik tokoh yang mungkin meliputi banyak aspek
kehidupan intelektualnya. Pada bab ini akan diurai hal-hal yang
terkait dengan kedua ranah tersebut, sebelum kemudian akan
diurai pemikiran Abu Zahra terkait kewajiban memberi natkah
pada anak setelah suami-isteri secara resmi bercerai serta
nafkah kerabat yang menjadi tema sentral kajian buku ini.

Muhammad Abu Zahra,” yang hidup antara tahun 1898
sampai dengan tahun 1974 ini, merupakan seorang intelektual

% Informasi lain menyatakan bahwa nama lengkapnya adalah

Muhammad Ahmad Mustafa Abu Zahra, selanjutnya disebut Abu Zahra.
Lihat Arab News dalam http://mindamadani.., diunduh tanggal 18 Juli 2014.
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Mesir, memiliki kesarjanaan dit dang hukum Islam serta seorang
penulis yang sangat produktif d..lam beragam kesarjanaan Islam.
Ia juga mengabdikan dirinya s bagai anggota peneliti Islam di
Akademi al-Azhar.?® Abu Zahra ahir pada tanggal 29 Maret1898
di El-Mabhalla El-Kubra,® kota terbesar kedua di sekitar Delta
Sungai Nil. Dalam tahun 19 3 Abu Zahra menyelesaikan
sekolah menengah —setingkat S 1A diIndonesia dan diterima
di Akademi (Kolose) al-Ahma. i di Tanta. Dalam tahun 1916,
ia meraih nilai tertinggi dalan: tes penerimaan untuk institut
kehakiman (the judiciary institu. ) di Gharbia Governorate, selain
hal tersebut ia juga menjadi mah - siswa yang lebih muda beberapa
tahun serta kurang berpengalar an di antara para sahabatnya.?
Ia dididik dalam nuansa pen lidikan aliran al-Azhar yang
tradisional, dan belum pernah n 2ngenyam pendidikan di Eropa
ataupun sekolah-sekolah barat 1 ing berada di Mesir, karenanya
Abu Zahra dikritik oleh para « ‘ientalis sebagai pemikir yang
memiliki pemahaman yang da igkal tentang metode-metode
keilmuan Barat.*

» Ralph H. Salmi, at all, Islam 1d Conflick Resolution: Theories and
Practices (Lanham: University Press ot .merica, 1998), 90

% El-Mahalla El-Kubra sering ¢ :ingkat dengan nama El-Mahalla
saat ini merupakan sebuah kota ind: tri dan pertanian yang cukup besar
di Mesir yang terletak di tengah Delta 1ngai Nil pada sisi barat anak sungai
Damietta, el-Mahalla dikenal karena ; dustri tekstilnya. Lihat Wikipedian
On Line Library ‘El-Mahalla El-Kubra' iunduh tanggal 8 Juli 2014.

3 Lihat Arab News, Scholar of r« 1own: Muhammad Abu Zahra. Ed.
Adil Salahi, 14 November 2001. Diund: 1 tanggal 18 Juli 2014.

32 Jacques Waardenburg Ed. “Mu im Perceptions of Other Religions: A
Historical Survey (Oxford: Oxford Univesity Press, 1999), 244
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Abu Zahra mengajar di fakultas Usul al-Din (theologi)
di al-Azhar dan kemudian menjadi Guru Besar (Professor)
dalam hukum Islam di universitas Kairo.*> Antara tahun 1933
sampai 1942, ia mengajar rangkaian mata kuliah sejarah Agama,
Kelompok dan Sekte Agama di universitas al-Azhar, selama
mengajar perbandingan agama dan kekristenan (Christianity)
dua mata kuliah terahir belum diterbitkan sampai pada tahun
1965.%

Kecemerlangan karier intelektual Abu Zahra tidak terlepas
dari banyak pengaruh, tidak saja lingkungan pendidikan
keluarga tetapi juga para guru yang turut serta mengasah
sisi-sisi intelektualnya. Karier intelektual sebagaimana ranah
kepribadiannya juga diawali dari pengaruh keluarganya, Ia
dididik dalam sebuah keluarga yang taat agama dan nilai-nilai
Islam. Sejak usia sembilan (9) tahun Abu Zahra telah menghafal
al-Qurian dari sejumlah guru yang mengajarnya al-Qur’an;
nama-nama yang muncul di antara guru-guru pendidikan al-
Qur’annya adalah Shaikh Muhammad Jamal seorang imam
Masjid Dahaniyah, Shaikh Muhammad Hika yang menjadi imam
Masjid Hanafi dan Shaikh Mursi al-Misry seorang imam Masjid
Abu Rabah.

Abu Zahra sendiri menegaskan bahwa ia memulai kehidupan
intelektualnya dari mengkaji dan menghafal al-Quran. Sekolah
dasar (pendidikan tingkat rendah) di tempuhnya di sekolah dasar
Ragqiyyah, di sini selain mempelajari ilmu agama dan bahasa

3 John Louis Esposito, The Oxford Dictionary of Islam (Oxford: Oxford
University Press, 2003),

* Waardenburg Ed. “Muslim Perceptions ..., 244.
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Arab, ia juga mempelajari ilm.. umum seperti matematika dan
ilmu-ilmu lain.*® Ketika mengenyam pendidikan tidak saja
ketika ia studi di Akademi (kolose) tetapi juga ketika ia studi
di tempat lain inilah Abu Zah-a bertemu dan bersinggungan
dengan sejumlah dosen yang m mbuka cakrawala akademisnya.
Nama-nama seperti Muhamnr ad Atif Barakah (1872-1924),
Muhammad Faraj Sanhuri (18 1-1977), Abdul Wahhab Azam
(1894-1959), Ahmad Ibrahim | k, Muhammad Khudri al- Afifi,
Abdul Wahhab Khallaf, Abdul J: il Isa sampai Mustafa Ana’i. Abu
Zahra penah mengajar di beb. -apa tempat di antara lembaga
pendidikan tempat ia mengaj - adalah Dar al-Ulum, namun
ia mengajar di lembaga ini h.nya setahun melalui kontrak;
sebuah lembaga pendidikan m« 1engah di Kairo dan Suhaj dari
tahun 1930 sampai 1932, serta .embaga lain yang telah diurai
sebelumnya. la meninggal duni: pada hari Jum'at petang tanggal
12 April 1974 di rumah kediam nnya di distrik’ Zaitun (Kairo)
pada usia 76 tahun.*

Selain kesibukan mengaja Abu Zahra, sebagai seorang
pemikir Islam, juga menulis seju nlah atau bahkan banyak sekali
karya akademis yang terkait den. an pemikiran keislaman. Selain
menulis karya-karya biografi d:: 1 pemikiran para tokoh imam
mazhab, ia juga memiliki tulis n yang terkait dengan status

% Dari sekolah ini ia kemudiar melanjutkan pendidikan menengah
dan ke akademi (kolose) al-Ahmadi i Tanta seperti uraian sebelumnya.
Kajian agak detail tema ini, Adil Salahi ! d. Arab News.com: Muhammad Abu
Zahra, 14 November 2001. Diunduh t:a ggal 18 Juli 2014

* Informasi menyatakan bahwa >u Zahra meninggal saat memegang
pena tatkala menulis tafsir al-Quran 1rat al-Naml ayat 19. Lihat www://
mindamadani diunduh tanggal 18 Juli )14
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individu (personal status), wakaf (pious endowments), harta milik
atau kepemilikian (property), kejahatan dan hukuman dalam
hukum Islam.*

Di salah satu karya Abu Zahra yang cukup penting untuk
kajian buku kecil ini, yakni al-Akhwal al-Shakhshiyyah khususnya
di lembaran akhir buku (kitab) terdapat sejumlah daftar karya
yang telah diselesaikannya. Paling tidak terdapat dua puluhan
yang beberapa diantaranya terbagi menjadi dua sampai tiga
jilid. Delapan (8) karya dari dua puluhan daftar karya tersebut
merupakan karya yang berbentuk biografi sejumlah imam maz
hab; karya-karya tersebut meliputi biografi Abu Hanifah, Malik,
al-Shafi’i, Ahmad Ibn al-Hanbal, al-Imam Zayd, Ibn Taymiyah,
Ibn Hazm, dan al-Imam al-Sadiq. Selain biografi para Imam maz
hab Abu Zahra juga menulis karya-karya lain seperti sejarah, figh
Islam dan lain sebagainya.

Karya sejarah atau lainnya yang telah diselesaikannya adalah
sejarah madhhab dalam Islam (Tarikh al-madhahib al-Islamiyah)
yang terdiri dari dua (2) jilid, Hukuman dalam figh Islam (al-
‘Uqubah fi Figh al-Islamy) Kejahatan dalam figh Islam (al-Jarimah
fi Figh al-Islamy). Sebelum menulis tafsir yang dinamainya Zahrat
al-Tafasir, yang tidak sempat dirampungkannya karena meninggal
dunia, ia menulis semacam ‘pengantar’ untuk tafsir tersebut yaitu
al-Mu izat al-Kubra : al-Quran, Hukum harta peninggalan dan
warisan (Ahkam al-Tirakat wa al-Mawarith), Pengantar figh
(‘Ilm ‘Usul al-Figh), al-Wilayat al-Nafs, Perbandingan agama
(Mugaranat al-Adyan), Muhadarat fi al-Nasraniyah, Tandim

* Esposito, John L, The Oxford dictionary of Islam (Oxford: Oxford
University Press, 2003),
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al-Islam li al-Mujtama’, Masyar kat Islam (Fi al-Mujtama® al-
Islamy), Masyarakat dalam naung n Islam (al-Mujtama‘al-Insany
fi Dill al-Islam), dan kompilasi F gh Islam (Mausu at al-Figh al-
Islamy), Penutup Para Nabi (Kh: tam al-Naby) yang terdiri dari
tiga jilid, serta al-Da'wah ila al-1. am).*®

B. Nafkah Anak dan Kerab:t

Sebelum mengurai kewajit in memberikan nafkah tidak
saja bagi anak tetapi juga bagi | :rabat, di sini akan dijelaskan
secara singkat hal yang terkait tig kewajiban lainnya yaitu karena
adanya hubungan nasab (kekelu :gaan), karena penyusuan, dan
karena pengasuhan atau perawa in anak.

Hak-hak anak sejatinya erkait erat dengan adanya
pernikahan (thamrat al-zawaj. ** Hak anak muncul pertama
kali saat kelahiran seorang anak dari hasil sebuah pernikahan.
Hak anak tersebut dapat berbent 1k sejumlah kewajiban seorang
bapak secara mandiri, sedangkan sebagian beban kewajiban yang
lain dapat dibebankan kepada bu-bapaknya.*® Hak pertama
yang dibebankan kepada seorar 3 bapak adalah hak penetapan
nasab; hal ini berarti seorang bay ik sejak awal kelahiran seorang
anak, mestinya sudah dibebani rengurusan sertifikat atau akta
kelahiran anaknya sehingga seja < awal terpenuhi hak-hak yang
melekat bagi anak dengan bu :ti penerbitan akte kelahiran
tersebut. Setelah hak pertama a ak terpenuhi, hak kedua anak

% Abu Zahra, Muhammad, al-A- wal al-Shakhshiyyah (Kairo: Dar al-
Fikr al-‘Araby, tt), 598

¥ Ibid., 451

# Kajian singkat tema ini, Ibid..
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adalah hak pendidikan (haqq li al-tarbiyah) yang dibebankan
kepada bapak dan ibu.*!

Selain ketiga kewajiban orang tua terhadap anaknya di atas
(terkait nasab, penyususan, dan perawatan atau pengasuhan),
hal yang cukup penting dalam kaitannya dengan kajian serta
karya ini adalah pembebanan kewajiban memberi nafkah tidak
saja kepada anak tetapi juga kepada kerabat. Uraian terkait
pembebanan kewajiban nafkah ini tidak akan dapat dipahami
dengan gamblang kecuali dengan menguraikan kewajiban
memberi nafkah antara kerabat yang satu dengan kerabat lainnya.

Sebagian kerabat, sejatinya, dibebani kewajiban untuk
memberikan nafkah kepada kerabat mereka, pembebanan
kewajiban ini ditujukan kepada mereka yang memiliki ‘kehidupan
yang cukup’ atau yang masih mampu bekerja dengan layak.
Walaupun kewajiban pemberian dilekatkan kepada sebagian
kerabat, namun para juris Islam (fugaha’) berbeda pendapat
tatkala membatasi (mereka) kerabat yang diharuskan memberi
nafkah, sebagian juris Islam ‘memperkecil’ ruang lingkup
kekerabatan-, sebagian yang lain memperluas cakupannya,
sementara kelompok juris Islam yang lain membuat cakupan
tersebut menjadi sedang.

Pertama, Imam Malik memperkecil atau mempersempit
ruang lingkup kewajiban pemberian nafkah orang tua dan anak
kandung (al-awlad al-salbayni), nafkah wajib, baginya, tidak

* Pembenanan kewajiban kepada seorang ibu kepada anaknya dikaitkan
dengan hak anak untuk mendapatkan ASI (al-rada‘ah) dan pengasuhan atau
perawatan saat anak masih sangat membutuhkan ibunya. Kajian agak detail
tema ini, Ibid., 451-484
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dibebankan kepada kakek-nene! atau lainnya selain ibu-bapak
ataupun cucu-cincit selain anal kandung (duna bagiyyat al-
‘usul wa al-furu.‘). Uraian Iman: Malik ini bukan tanpa dasar
karena gagasan-gagasan yang di -angunnya merujuk pada ayat
al-Qur’an dan Hadith Nabi sa.%> Teks-teks yang dijadikan
referensi oleh Imam Malik ini, bayi Abu Zahra, mengindikasikan
bahwa pembebanan kewajiban n: mberi natkah ditujukan hanya
kepada kedua orang tua dan ana < kandung. Teks tersebut juga
menunjukkan bahwa selain orar: ; tua dan anak kandung tidak
memiliki kekerabatan yang cukuy <uat untuk dibebani kewajiban
nafkah kepada kerabat lainnya sa npai ada pembenaran melalui
model giyas.**

Kedua, Imam Shafi'i meneg. :kan bahwa kekerabatan yang
dibebani kewajiban memberi n. fkah kepada kerabat lainnya
adalah kekerabatan dari sisi anax (qarabat al-walad). Karena
gagasan ini, maka yang dibebar kewajiban memberi nafkah
hanya anak-cucu kepada bapak serta kakek mereka (nafaqat
al-furu‘ ‘ala 'usulihim), serta bu rak dan kakek kepada anak-

42 Ayat-ayat seperti..” Wa bi al-wa, Iymi ihsana’.., ..“wa ala al-mauludi
rizquhunna wa kiswatuhunna bi al-ma 3f'.., dan redaksi hadith Nabi saw.
..”Anta wa maluka li abika”..merupakai rujukan yang dipakai Imam Malik.
Abu Zahra, dalam hal ini walaupun ia tel -h hafal al-Qur’an sejak usia 9 tahun,
tidak memberikan referensi surat ataupu ayat pada karyanya ini (baca: al-ah
wal al-shahsiyah). Karenanya peneliti »» 1sih mendapatkan kesulitan untuk
tujuan-tujuan referensi karena hal ini jika dilakukan, harus didampingi
paling tidak al-Mu‘jam al-mufahras | al-faz al-Quran seperti Fatha al-
Rahman atau lainnya serta al-Mu'jam a:-Mufahras li Alfaz al-Hadith karya
A]. Wensink at all, atau lainnya. Abu Z:: hra, al-Ahwal al-Shahsiyah (Kairo:
Dar al-Fikr al-‘Araby, tt), 485

“ Ibid..
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cucu mereka (nafaqat al-'usul ‘ala furu‘ihim) tanpa ada batasan
tingkatan karena yang dimaksud dengan ‘usul adalah bapak,
kakek dan seterusnya ("Aba’) sedangkan yang dimaksud dengan
al-furu’ adalah anak-cucu dan seterusnya (awlad).*

Ketiga, Abu Hanifah -dan sejumlah kolega akademisnya-
menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kewajiban pemberian
nafkah kepada kerabat adalah kerabat yang haram dinikahi
(garabat al-muharramiyah), walaupun bukan merupakan
kerabat dari sisi anak (awlad). Hal ini karena Tuhan (baca:
Allah swt.) memerintah untuk menyambung kekerabatan (s
ilat al-rahmi) melalui lisan Nabi saw., bagian dari silat al-rah
mi tersebut berbentuk pemberian nafkah saat dibutuhkan. Hal
yang juga cukup krusial untuk diurai mengapa Abu Hanifah
mempersyaratkan muharramiyah adalah karena keharaman
menikah berdasar atas hal yang dapat membawa pada akad
serta —kadang- dapat memutus hubungan kekerabatan dalam
pengertian rahm. Dan karena menjaganya termasuk hal yang
dilarang, maka larangan -tersebut- dapat digiyaskan pada
kekerabatan (rahm) yang harus dikaitkan dengan pemberian
nafkah, dan kekerabatan (rahm) yang tidak diharuskan memberi
nafkah.*

Keempat, di sisi yang lain, imam Ahmad ibn Hanbal
menegaskan bahwa kekerabatan yang menjadi faktor penyebab

* Penjelasan ini juga dapat merujuk pada keumuman nass teks seperti
yang dipakai Imam Malik, sekali lagi di sini Abu Zahra tidak mengurai lebih
detail melalui sistem anotasi ataupun referensi yang cukup memadai bagi
kajian standar ilmiah. Ibid..

* Ibid..

Menimbang Kembali Konsep Nafkah Menurut Abu Zahra _ 27



pemberian nafkah adalah keker. >atan yang cukup dekat terkait
(muwassir al-musir) warisan b gi kerabat yang membutuhkan
jika kerabat -lain- tertebut mer nggalkan harta benda. Hal ini
dikaitkan tidak saja d:ngan firt an Allah swt. tentang nafkah
anak “wa ala al-warithi mith « dhalik” tetapi juga karena
antara individu yang saling n ewarisi memiliki hubungan
kekerabatan yang berimplikasi p da orang yang mewarisi lebih
berhak mendapatkan harta -wai san- milik orang mewariskan
daripada orang lain. Karena alasa tersebut maka yang mewarisi
secara spesifik harus cihubungl \n dengan adanya kewajiban
memberi nafkah, Jika ic tidak ber ak mewarisi, karena ‘jauh’'nya
kekerabatan yang mengharusk. inya mendapatkan warisan,
maka nafkah tidak wajib baginya ©

Menurut Ahmad, karenakon =p waris mernyaratkan adanya
kekerabatan yang mengharuskan >emberian nafkah, maka hal
tersebut juga mengharuskan ada' ya kesamaan agama -antara
yang mewarisi dan yang mewarisk n harta- dan hal ini berlanjut
sampai pada pembebanan nafka kekerabatan dari sisi anak
(qarabat al-awlad).”

Satu sampai empat poin atas mengurai sejumlah
argumentasi para juris Islam te: ait pembebanan kawajiban
pemberian nafkah kareni adanya 1sur kekerabatan serta faktor
penyebab keharusan pemberian n. kah tersebut. Secara singkat
dapat diurai bahwa Malik memiliki jagasan yang mempersempit
(memperkecil) konsep kekerabata:  Shafi’i, walaupun memiliki
kedekatan konsep, agak memp: -luas konsep kekerabatan

% Ibid.,485-486
7 Kajian singkat topik iri, lihat. Ibid 486
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tersebut; sementara pengikut Hanbali (Hanabilah) memiliki
konsep yang paling luas diantara gagasan-gagasan tersebut;
sedangkan Hanafiyah membuat konsep tersebut menjadi sedang
(tawassut).*®

1. Syarat Keharusan Pemberian Nafkah

Keharusan pemberian natkah seorang kerabat pada kerabat
lainnya , bagi Abu Zahra, memiliki beberapa persyaratan,
sejumlah persyaratan tersebut meliputi: pertama, konsep
muharramiyah, konsep ini menjelaskan bahwa kekerabatan
yang memungkinkan adanya keharusan memberi nafkah
adalah kekerabatan yang diharamkan menikah antara yang satu
dengan lainnya. Hal ini dapat diilustrasikan dengan seorang
laki-laki di satu pihak dengan seorang perempuan di pihak
lain dan keduanya masih memiliki hubungan kerabat dimana
laki-laki tersebut dilarang (diharamkan) menikahi perempuan
yang masih kerabat tersebut, sebagaimana ditunjukkan oleh
pernyataan Hanafiyah. Namun Hanabilah tidak menyaratkan
konsep muharramiyah ini.** Kedua, adanya kebutuhan seorang
kerabat untuk diberi nafkah kerabat lain. Karena alasan ini,
maka seandainya seorang kerabat tidak membutuhkan nafkah
dimaksud maka ia (kerabat tersebut) tidak berhak mendapatkan

#  Abu Zahra mengurai bahwa ‘yang dapat dijalankan’ (al-ma‘mul
bih) adalah pendapat Hanafiyah, namun seandainya boleh memilih, kata
Zahra, maka ia akan memilih gagasan Hanabilah tanpa ‘melibatkan’ konsep
pembebanan nafkah bapak dan kakek kepada anak dan cucunya (nafagat
al-‘usul ala furu‘ihim) serta pembebanan anak dan cucu pada bapak dan
kakek (nafaqat al-furu‘ ala ‘usulihim). Kajian detail tema ini termasuk alasan
singkat uraian Zahra, Ibid..

* Lihat, Ibid..

Menimbang Kembali Konsep Nafkah Menurut Abu Zahra _29



nafkah. Parameter membutuhka: nafkah atau tidak dari kerabat
lain ini didasarkan pada ‘tercuk pinya’ kebutuhan primer (al-
nafaqat al-daruriyah), karena nakah terkait kebutuhan primer
ini dijalankan untuk menjaga ag.r kerabat yang mendapatkan
nafkah tidak ‘terbengkalai’ kehidupannya (/i daf ‘i al-halak ani al-
qarib).*Melalui uraian di atas, apaila terdapat seorang anak kecil
memiliki harta maka ia tidak dil-aruskan menafkahi siapapun
termasuk bapaknya, sebalikny  terdapat keharusan untuk
menafkahinya dengan hartanya Karena keharusan ini maka
seandainya bapaknya memberi afkah anak kecil ini dengan
hartanya sendiri (harta anak), apak tidak mengembalikan
harta tersebut kepadanya kecual: jika terdapat putusan hakim
di peradilan atau bapak sudah b 'rsaksi (berkehendak) untuk
mengembalikan harta anak ter ebut. Hal ini karena sudah
menjadi hal yang umum dan bi: :a seorang bapak menafkahi
anaknya walaupun anak memilik harta sendiri, nafkah model
seperti ini berjalan sesuai kondisi masyarakat.

Ketiga, Pembebanan pem erian nafkah disyaratkan
‘lemah’nya (‘ajz) kondisi yang me: .inta bantuan nafkah, kecuali
dalam kaitannya dengan nafkah v.ajib (al-nafaqah al-wajibah)
yang berlaku bagi ‘usul terhadap ‘uru‘ mereka. Dalam kondisi
seperti ini, lemahnya ‘usul karena tidak mampu bekerja bukan
menjadi syarat untuk meminta na kah. Karena alasan ini maka

*  Jika kebutuhan primer kerabat telah tercukupi, maka berarti ia
masih mampu mencukupi kebutuhannya -endiri dan tidak perlu nafkah dari
kerabat yang mampu. Abu Zahra juga men.;ilustrasikan parameter kebutuhan
seorang kerabat untuk mendapatkan naf} 1h atau tidak dari kerabat lain ini
melalui dua contoh yang berbeda, untuk . istrasi singkat yang dikemukakan
Zahra lihat catatan kaki, Ibid.. 488
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seorang bapak berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya
selama anak tersebut membutuhkan nafkah, dan ia juga masih
mampu bekerja; hal ini berlaku juga untuk kakek dan genealogi
ke atas tidak saja dari sisi bapak tetapi juga dari pihak ibu.
Alasan diberlakukannya uraian di atas karena Allah melarang
merendahkan bapak.”!

Selain mereka yang tersebut di atas, lemahnya —kondisi- yang
meminta nafkah harus dikaitkan dengan haknya, karena apabila
dia masih mampu bekerja, ia berarti termasuk mampu secara
finansial dan bukan masuk kondisi darurat walaupun kerabatnya
tidak memberinya nafkah.

Lemahnya kondisi yang menerima nafkah tidak
saja disebabkan karena ia masih kecil tetapi juga karena
keperempuannannya, karena itu anak kecil dan perempuan
dianggap lemah secara finansial; Selain hal tersebut, kerabat yang
sakit menahun dan tidak mampu bekerja juga dimasukkan dalam
kategori ini; kerabat yang buta yang memiliki keterbatasan dalam
bekerja, orang-orang ‘terlantar), kerabat yang masih menuntut
ilmu -yang belum memiliki kesempatan untuk bekerja-, namun
dalam hal ini disyaratkan bagi penuntut ilmu, pelajar ataupun
mahasiswa yang lulus atau berhasil dalam studinya.”

' Tuhan menjadikan harta anak -menjadi- milik bapaknya

sebagaimana sabda Nabi saw. “Anta wa maluka li abika”, dan karena anak
dikaitkan dengan pekerjaan bapaknya, maka pekerjaan anak diperuntukkan
bagi dirinya sendiri. Ibid., 487

2 Kajian singkat topik ini termasuk penjelasan agak detail terkait

pembebanan kerabat bagi kerabat lain yang menuntut ilmu muncul dalam
catatan kaki, lihat. Abu Zahra, Ahwal ..., 488-489
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Keempat, Kesejahteraan p¢mberi nafkah menjadi syarat -
yang harus dipertimbangkan- sclain pembebanan salah seorang
dari kedua orang tua yang menatkahi anak laki-lakinya serta anak
(walad) yang menafkahi orang t 1anya (bapaknya). Pembebanan
nafkah ini memiliki aturan-a uran tertentu yang berkaitan
dengan kesejahteraan atau k. :idak-sejahteraan. Sementara
pada selain hal tersebut di atas Kesejahteraan menjadi syarat
pemberian nafkah walaupun <esejahteraan secara difinitif
masih menjadi perdebatan di <elompok madhhab Hanafi:*
(1) Abu Yusuf menegaskan b. hwa definisi sejahtera adalah
jika individu memiliki harta set ra satu nisab zakat yang setara
dengan duapuluh mithgal em s,* hal ini karena menafkahi
zi al-rahm yang diharamkan 1enikahinya merupakan cara
untuk menyambung kekerabat: 1 dan cara-cara menyambung
kekerabatan melalui harta dap t disamakan dengan sadaqah
yang hanya diwajibkan bagi ora: g-orang kaya. (2) Muhammad

5% Paling tidak terdapat tiga syar t individu yang dianggap ‘sejahtera
(al-yasar), yaitu pertama syarat bahwa :orang individu memiliki harta yang
membuat individu tersebut wajib me: geluarkan zakat (shart nisab) yang
melampaui kebutuhan dasarnya yakni kitar duapuluh mithqal emas; kedua
sart al-nisab yang tidak dapat menjac¢ <an seorang individu masuk dalam
penerima zakat yakni sekitar duapulul: nithgal emas dan tidak lebih; ketiga
Seorang individu yang memiliki pekerj:: .n tetap yang dapat digunakan untuk
menafkahi dirinya dan keluarganya : rta masih dapat digunakan untuk
memberi nafkah pada kerabat muhr: 1nya (al-qarib zi al-rahmi al-muh
arram)... Ibid., 489

*# Satu mithqal -menurut Islan- - Mint Nusantara - setara dengan
1/7 troy ounce atau sekitar 4,44 gra 1, sedangkan World Islamic Mint
menetapkannya seberat 4,25 gram seb. zaimana pendapat Yusuf Qardlawi.
Wikipedia Bahasa Indonesia, Dinar Em:s, diunduh 19 Juli 2014.
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menyatakan bahwa seorang individu, dianggap sejahtera, jika
memiliki pekerjaan tetap serta mencukupi kebutuhannya dan
terdapat sisa harta, dan ia mestinya memberikan nafkah harta sisa
tersebut kepada zi al-rahm yang diharamkan menikahinya. Bagi
Muhammad, hal ini merupakan cara menyambung kekerabatan,
bukan merupakan zakat ataupun sedekah. Karenanya persyaratan
kewajiban pemberian nafkah ini berbeda dengan persyaratan
sedekah karena nafkah merupakan hak seorang individu terhadap
individu lainnya, sedangkan zakat merupakan hak Allah swt.

Abu Zahra mengurai lebih jauh bahwa pernyataan
Muhammad ini, untuk masa sekarang, lebih memiliki unsur
humanis sebagaimana sejumlah pendapat juris Islam (fugaha)
termasuk al-Sarkhasi.

Keterangan di atas merupakan persyaratan bagi individu
yang sejahtera dalam kaitannya dengan kewajiban memberi
nafkah pada kerabat secara umum. Di sisi yang lain terdapat
kewajiban memberi nafkah salah satu orang tua (bapak atau ibu)
kepada putranya (ala al-ibn), atau kewajiban memberi nafkah
bagi anak (al-walad) kepada bapaknya. Dalam kasus tersebut,
para juris Islam (fugaha) sepakat bahwa kesejahteraan bukan
merupakan persyaratan bagi pembebanan kewajiban memberi
nafkah, karena persyaratannya hanya satu yaitu kemampuan
(al-qudrah) walaupun orang tua atau anak yang dibebani tidak
memiliki finansial yang memadai (mu sir). Dalam kondisi seperti
ini kewajiban memberi nafkah tidak gugur kecuali jika orang
tua (al-ab) atau putranya (al-ibn) tidak memiliki kemampuan
(‘ajiz) karena ia jadi beban tanggungan nafkah yang lain tidak

%5 Abu Zahra, al-Ahwal al-Shakhsiyah, 489-490

Menimbang Kembali Konsep Nafkah Menurut Abu Zahra 33



saja dari genealogi ke :tas tetapi
Dalam kondisi ini beban kewaji
gugur dan dianggap tidak ada.®
Pemberian nafkah seorang
dibebankan kepada yang lain tet
secara mandiri walaupun ia tidak
karena anak tersebut d:kaitkan d
dan karena itu beban membe:
layaknya mempertahar kan anak
benar-benar tidak memiliki ker
memiliki pekerjaan. Beban nafkal:

uga dari genealogi ke bawah.
an bapak atau anak menjadi

rapak kepada anaknya tidak
oi kepada diri bapak tersebut
1emiliki kemampuan (musir)
ngannya, bagian dari dirinya
nafkah tidak gugur seperti
ya itu tetap hidup kecuali ia
ampuan (al-ajz), dan tidak
lapat ‘dipindahkan’ pada yang

memiliki kemampuan, r amun beb.in rafkah ke vang lain tersebut

menjadi hutang (dain) bagi bapak dan beban rersebut kembali

ke bapak jika ia telah memiliki k
yasar); jika yang dibebani nafkal:
memberi nafkah dan ia mengem!
bapak saat bapak sudal memilik:
atau sejahtera; apabila y:ang dibeb
kakeklah yang memberi nafkah da
nafkah tersebut ke bapak jika s
dibebani nafkah adalah saudara |
tersebut dikaitkan dengan kontek
bagi bapak dan dikembalikan kep

¢ Ibid., 490
*7 Pada kasus pembebanan nafkah

mampuan dan sejahtera (al-
idalah ibu maka ibulah yang
ilikan beban tersebut kepada
kemampuan secara finansial
ni nafkah adalah kakek maka
kakek mengembalikan beban
dah sejahtera; apabila yang
<i-laki (al-akh) maka nafkah

qiyas figh -berupa- hutang
danya saat sejahtera.”

pada saudara laki-laki, ia sejatinya

dibebani dua kewajiban nafkah sekaligi. ; pertama yaitu memberi nafkah

kepada pabaknya karena mnienafkahi(n
disyaratkan bapak dalam k:adaan @z
adanya masa sulit atau kesulitan (i'sar);
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Di sisi yang lain selain pembebanan kewajiban nafkah
kedua orang tua kepada anak (al-walad), terdapat pembebanan
kewajiban nafkah seorang anak (al-ibn) kepada kedua orang
tuanya. Pembebanan nafkah kepada kedua orang tua ini
diwajibkan atas anak baik ia dalam kondisi sulit, saat memiliki
pekerjaan atau tidak dan harta yang dimilikinya hanya
mencukupi untuk dirinya dan anak-anaknya (awladihi). Dalam
kondisi seperti ini maka anak tersebut wajib mengumpulkan
kedua orang tuanya beserta anak-anaknya (awladuhu) karena
harta yang mencukupi dirinya dan anak-anaknya sejatinya juga
mencukupi mereka semua (termasuk kedua orang tuanya).®®
Namun apabila anak tidak memiliki keluarga dan hidup sendiri,

laki sebagai natkah wajibah yang sejatinya dibebankan kepada bapak, dan
beban ini dikembalikan kepada bapak saat sejahtera. Paling tidak kedua hal
tersebut merupakan konteks takhrij yang dinyatakan para juris Istam, di sini
terdapat dua hal yang harus dipertimbangkan; (1) Bapak secara mandiri
dan tidak dibantu siapapun menafkahi anak-anaknya (awladihi) yang
masih kecil, bahkan anak-anaknya yang sudah besar namun tidak memiliki
kemampuan secara memadai -untuk bekerja-, dan al-Khassaf membagi
nafkah anak dalam kasus tersebut menjadi dua pembebanan yaitu kepada
bapak 2/3 bagian nafkah dan kepada ibu 1/3 bagian nafkah jika ibu memiliki
kemampuan finansial; (2) Abu Yusuf menegaskan bahwa anak kecil yang
memiliki orang tua -bapak- (walid) yang dibutuhkan, namun kewajiban
nafkahnya gugur, maka beban kewajiban nafkah kepada anak yang masih
kecil tersebut tidak ‘diserahkan’ kepada kerabat al-maharim dari pihak ibu
tapi dibebankan kepada individu yang wajib menafkahi bapaknya...dst, kajian
detail tema ini muncul dalam catatan kaki. Abu Zahra, al-Akhwal..., 490-491
% Seorang hakim, dalam kondisi anak seperti uraian di atas, tidak dapat
mewajibkan seorang anak untuk menafkahi kedua orang tuanya, namun
putusan seandainya harus melalui putusan hakim- harus berupa perintah
menyatukan atau mengumpulkan kedua orang tua untuk hidup bersamanya.
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dan bapaknya meminta hidup jrersama anaknya, apakah anak
wajib menafkahi bapaknya? I alam permasalah ini terdapat
sebagian ulama yang berpenda: at bahwa anak (al-ibn) dipaksa
(yujbaru) untuk ‘mengzajak’ sala satu dari kedua orang tua yang
tidak memiliki kemampuan ek »nomi secara memadai (fakir)
hidup dengannya dengan alasar :idak saja bahwa makanan bagi
satu orang sebenarnya sudah daj it mencukupi untuk ~dimakan-
dua orang tetapi juga anak terseb 1t berkewajiban menjaga bapak
dan ibunya agar tidak kelapa an, walaupun hanya dengan
memberikan sebagian atau sete1 3ah dari makanan pokok yang
dimilikinya kepada mereka.*®

Namun, dalam kasus sep: -ti di atas, mayoritas ulama
menyatakan bahwa anak tidal dapat dipaksa untuk hidup
bersama orang tuanyi yang n' mtutuhkannya selama anak
tersebut tidak memilik keluarga endiri, tidak dapat dipisahkan
dari kebutuhan primernya karenr. hidup bersama orang tuanya
-mungkin- justru membawa pad ketidakmampuan anak untuk
bekerja secara layak, dan ini be: .rti kebutuhan pokok berupa
makanan tidak dapat mencukupinva dan akhirnya ia tidak
memiliki kemampuan secara memadai untuk bekerja.

Perbedaan pendapatdiatasm. ih memerluka penjelasan yang
menepis ambiguitas yaitu bahwa ondisi tersebut menyaratkan
bahwa bapak (al-ab) yang tidak erlu hidup bersama anaknya
tadi masih mampu -urnituk beke: a-, bukan merupakan orang
yang sudak tidak produktif lagi. Jamun apabila orang tuanya
(bapak) ini sudah masik usia y: 1g tidak produktif, maka ia
disatukan dengan anaknva melalt pemberian nafkah walaupun

% Ibid., 491
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anak makan sendiri tidak saja karena bapak termasuk bagian dari
dirinya, tetapi juga karena pekerjaan anak termasuk pekerjaan
bagi —-pemenuhan nafkah- bapaknya, dan ibu secara definitif,
dalam hal ini, dapat disamakan dengan seorang bapak yang
sudah tidak produktif lagi karena aspek gendernya.

Kelima, Persyaratan seagama (ittihad al-din) apabila kerabat
yang diwajibkan memberi nafkah bukan merupakan kekerabatan
dari aspek genealogi anak (qarabat al-waladah), kekerabatan
dari sisi anak merupakan asas genealogi (nasab), dan karena hal
tersebut tidak dipersyaratkan adanya kesamaan agama dalam
pemberian nafkah seorang bapak, kakek, dan seterusnya kepada
anak, cucu, dan seterusnya (fi nafaqat al-usul al-wajibah ala
furu‘ihim) serta pemberian nafkah seorang anak, cucu, dan
seterusnya kepada bapak, kakek, dan seterusnya (fi nafaqat al-
furu® al-wajibah ‘ala usulihim) karena model kekerabatan ini
menjadi faktor penyebab bagi kewajiban pemberian nafkah dari
sisi juz’iyah yang mengaitkan antara yang wajib menerima nafkah
dan yang wajib memberi nafkah, karena alasan tersebut pula
‘ketentuan’ pemberian nafkah ini dapat dijalankan baik individu
tersebut ditetapkan sebagai individu yang masuk dalam ranah
waris atau bukan.®

Contoh kasus yang barangkali dapat mengurai konsep di
atas agak lebih detail adalah sebagai berikut; seandainya seorang
laki-laki memiliki dua putra (waladani), yang satu beragama
Istam sedangkan yang lain beragama Kristen (masihy) maka
nafkah harus diberikan kepada kedua putra tersebut, walaupun
salah satu dari kedua putra tersebut tidak terkait dengan adanya

0 Ibid., 492
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warisan, seandainya bapaknya eragama Kristen maka anak yang
beragama Islam tidak mendap« kan warisan darinya, seandainya
bapaknya beragama Islam mak. putranya yang beragama Kristen
tidak mendapatkan warisan da-inya, namun nafkah tetap harus
diberikan kepada kedua putra tersebut dengan rata dan sama
(ala al-sawa’).

Namun di sisi yang lain, yak i seandainya model kekerabatan
yang mengharuskan pember: n nafkah bukan kekerabatan
genealogi (waladah) maka haru. melihat realitas ~konsep- waris,
karena faktor penyebab kehar san pemberian nafkah adalah
kekerabatan muharramiyah al-»:uwarrithah, dan syarat seagama
dalam warisan dikaitkan bagi o: ing-orang Islam dengan orang-
orang lain, karenanya seorang r.-uslim tidak mewarisi dari yang
selain muslim, dan orang non-m 1slim tidak mewarisi dari orang
muslim.

2. Urutan Individu (Kerabat yang Harus Memberi Nafkah

Setelah membincang syarat keharusan pemberian nafkah,
dalam uraian lebih lanjut ini a:can dijelaskan hal-hal terkait
dengan runtutan orang-orang ya:.g dibebani kewajiban memberi
nafkah. Apabila yang harus ‘me :beri’ nafkah hanya satu orang
(man tajibu alayhi al-nafaqah v 1hidan) maka —nafkah- harus
dijalankan (‘adaha) walaupun yang harus menerima berjumlah
banyak. Hal ini karena masing-masing penerima berada pada
satu tingkatan dan satu kekuatan kekerabatan; seperti dua putra
atau dua putri atau dua saudara aki-laki dari genealogi bapak
dan ibu (‘akhawayni shaqiqayn ), atau hanya dari genealogi
bapak dengan alasan karena natk h diperuntukkan bagi mereka
semua secara seimbang. Seandaii;ya berlainan secara genealogi

38 _ Udin Safala



karena luasnya —cakupan kekerabatan- namun masih dalam satu
‘pokok kesejahteraan (kekayaan) (thubut al-asli al-yasar) karena
persyaratan yang mengharuskan nafkah tetap berada pada para
kerabat tersebut.®!

Namun jika terdapat perbedaan kekerabatan atau kekuatan
kekerabatan atau jenis kekerabatannya, maka terdapat sejumlah
pendapat juris Islam (fugaha) dalam kaitannya dengan urutan
individu yang ‘dibebani’ nafkah (tarfib man tajibu alayhim al-
nafagah). Ibn Abidin mencoba mengurai secara ringkas sejumlah
pendapat dari madhhab Hanafi, dan memberikan paling tidak
tujuh (7) kondisi terkait hal tersebut.®

Pertama, apabila individu yang berhak -berkewajiban-
memberi nafkah adalah ’asl (‘bapak’ atau makna ’asl lain) dan
dia memiliki banyak anak atau cucu (furu‘) yang ‘berbeda’
persyaratan keharusan yang tidak dapat dihindari dalam
memberikan kewajiban -nafkah- kepada mereka, maka urutan
kewajiban pemberian natkah kepada mereka adalah karena
‘kedekatan’ (qarib) —kekerabatan- dan juz’iyah bukan hanya
keterkaitan warisan belaka, karena alasan juz’iyah sedangkan

®  Kajian singkat uraian tema ini muncul dalam footnote yang

intinya menjelaskan kerabat yang dibebani pemberian nafkah jika terdapat
perbedaan kekayaan atau kesejahteraan. Ibid., 493

2 Namun sebelum mengurai lebih jauh, Abu Zahra, menjelaskan dua
konteks yang juga cukup krusial yaitu ‘posisi nafkah’ (mauzi®al-infaq) dalam
figh Hanafi yang telah ‘disinggung’ secara singkat sebelumnya yaitu: (1)
Bahwa anak (al-walad), secara mandiri atau tanpa bantuan dari yang lain,
menafkahi kedua orang tuanya baik ia anak laki-laki atau perempuan -yang
secara finansial sejahtera-, (2) Bapak, juga secara mandiri dan tanpa bantuan
kerabat lain, menafkahi anak-anaknya ...., Ibid., 493
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keterkaitan warisan tidak ma ik di dalamnya. Oleh karena itu
jika seorang individu (bapak itau kakek ‘asl) memiliki putri
(bint) dan putra (ibn) maka : afkah diberikan kepada mereka
berdua (‘alayhima) secara sein »ang, walaupun anak perempuan
tersebut sejahtera (kaya). Ap »oila individu (bapak) memiliki
dua anak laki-laki (putra) y: 1g satu Islam sedangkan yang
lain tidak beragama [slam ma: 1 nafkah juga diberikan kepada
mereka berdua secara merata. Jan jika individu (‘asl) tersebut
mempunyai cucu perempuan ari anak perempuan dan cucu
laki-laki dari anak laki-laki m« <a maka nafkah juga diberikan
kepada mereka secara seimbang ula walaupun warisan diberikan
kepada cucu laki-laki dari anak ! \ki-laki bukan cucu perempuan
dari anak perempuan. Seandai: ya individu (‘asl) ini memiliki
cincit perempuan dari cucu dan nak laki-laki (bint ibn ibn) dan
cucu perempuan dari anak perc npuan maka nafkah diberikan
kepada cucu perempuan darian k perempuan tersebut —bukan
kepada cincit- karena cucu per. mpuan dari anak perempuan
tersebut lebih dekat kekerabatan: ya. Kekerabatan seperti uraian
di atas didahulukan dalam kaitar: 1ya dengan pemberian nafkah
walaupun tidak terkait dengan warisan. Namun seandainya
kekerabatan berada dalam satu tin kat (sama tingkatannya) maka
nafkah diberikan kepada mereka rerdua secara seimbang tanpa
mempertimbangkan dan melihat 1spek waris.

Kedua, apabila individu yang berhak mendapatkan nafkah
adalah furu‘ (anak, cucu dan sc >rusnya) dan sanak kerabat
(hawash). Contoh kasus dalam  »in kedua ini adalah apabila
seorang individu memiliki sejuml. 1 anak (awlad) dan beberapa
cucu dari beberapa anak (awladu « /lad) dan genealogi ke bawah
(seterusnya) sertaindividuini(dia) 1emilikibeberapa paman dari
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pihak bapak ("a‘mam) atau dari sisi ibu Ckhwal) serta mempunyai
beberapa saudara laki-laki Ckhwah) dan saudara perempuan
(’khawat) maka sanak kerabatnya tidak berhak mendapatkan
nafkah karena terdapat furu‘ yang memungkinkan nahkah harus
diberikan kepada mereka, karena ‘dikembalikannya’ (Ii istifa’)
persyaratan, Bahkan masalah dilihat seperti hanya ada furu‘ saja,
maka yang ada hanya terkait dengan kekerabatan (al-qarbu) dan
juz’iyah dan siapapun yang paling dekat kekerabatannya maka
ia menerima nafkah tanpa mempertimbangkan ada kaitan atau
tidak ada kaitan dengan waris.

Ketiga, Apabila yang berhak menerima nafkah adalah "usul
atau furu' yang ‘berbeda’ syarat keharusannya. Dalam kasus atau
kondisi seperti ini maka nafkah diberikan kepada yang paling
dekat tingkat kekerabatannya, baik ia yang memiliki kaitan
dengan waris atau yang lain yang memiliki kaitan dengan waris.
Apabila yang berhak menerima nafkah adalah bapak dan cucu
laki-laki dari anak laki-laki, maka yang -lebih berhak- menerima
nafkah adalah bapak, walaupun bapak dalam kasus ini juga
terkait -~ dengan penerimaan- waris dan bukan cucu laki-laki
dari anak laki-laki.®®

Apabila kekerabatan berada dalam satu tingkatan yang
sama maka terdapat dalil yang mendahulukan yang lebih
unggul atau lebih kuat diantara kekerabatan yang setingkat
tersebut; seandainya individu tersebut memiliki bapak dan
anak laki-laki maka yang harus ‘menerima’(memberi: pen)
nafkah adalah anak laki-laki tersebut (kana al-wujub ‘ala al-ibn)
karena dalil mengindikasikan bahwa harta anak adalah milik

& Ibid., 494
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bapaknya.®* Apabila mereka dala 1 satu tingkatan kekerabatan,
dan tidak terdapat hal yang lebi menguatkan di antara salah
satu kelompok tersebut maka nai :ah dikaitkan dengan warisan
karena adanya dalil berupa firn.an Allah “Wa ala al-warithi
mithlu dhalik”. Namur jika indi idu tersebut memiliki kakek
dari bapak (abu al-ab) dan cuc .1 laki-laki dari anak laki-laki
maka nafkah diberikan kepada k- duanya dan dikaitkan dengan
warisan keduanya; bagi kakek s¢ er enam (1/6) (al-sudus), dan
bagi cucu laki-laki dari anak la i-laki ‘lima per enam’ bagian
(khamsat al-asdas); namun apal* la individu tersebut memiliki
kakek dari bapak dan cucu per- mpuan dari anak perempuan
maka seluruh nafkah diperuntuk :an bagi kakek dari bapak (abi
al-ab) karena ia —-dianggap- send rian dari aspek waris.*

Keempat, individu yang berh.:k menerima nafkah terdiri dari
‘usul, furu‘ dan hawash (sanak ke 1bat), dalam kasus atau kondisi
seperti ini hawash dianggap tid: ada, karena tidak diharuskan
memberi nafkah kepada merel 1 sementara furu‘ ada. Maka
aturan yang berlaku adalah san: 1 seperti aturan saat furu’ dan
‘usul ada tanpa hawash, dan ini b 'rarti sama seperti kondisi atau
kasus sebelumnya.

Kelima, apabila individu ters but memiliki ’usul saja. Apabila
bapak ada di dalamnya maka afkah dibebankan kepadanya
secara mandiri, karena bapak n :nafkahi anaknya kandungnya
secara mandiri tanpa bantuan s: papun baik anak tersebut laki-

% Uraian di atas didasarkan pa. 1 hadith Nabi saw. “Anta wa maluka
li abika” dan teks ini menunjukkan an menguatkan kewajiban memberi
nafkah kepada anak laki-laki bukan k. »ada bapak. Ibid..495

8 Ibid., 495
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laki ataupun perempuan. Apabila "usul itu bapak dan ibu maka
nafkah dibebankan kepada bapak saja. Apabila dalam ’usul tidak
terdapat bapak beberapa individu secara keseluruhan ‘saling’
mewarisi (warithin) maka nafkah dikaitkan dengan warisan.
Siapapun —dari kerabat tersebut- yang tidak saja memiliki kakek
yang masih sehat sampai genealogi ke atas tetapi juga memiliki
ibu, maka nafkahnya dikaitkan dengan warisan jadi kakek dapat
jatah menafkahi sebesar dua per tiga (2/3) sementara ibu dapat
jatah menafkahi sebesar sepertiga bagian (1/3). Namun apabila
individu tersebut memiliki nenek dari pihak ibu Cumm ‘ummin),
nenek dari sisi bapak (‘umm abin), serta memiliki kakek dari
pihak bapak ("abu abin) maka beban nafkah diberikan kepada
kedua nenek sebesar seper enam (1/6) (al-sudus) dengan cara
saling berbagi dari besaran nafkah tersebut, dan selebihnya
dibebankan kepada kakek karena hitungan warisan diberlakukan
seperti hal tersebut. Apabila individu tersebut memiliki ‘buyut’
laki-laki dari kakek dari pihak bapak serta memiliki nenek
dari pihak ibu maka nafkah dibebankan kepada keduanya dan
masing-masing mendapat bagian memberi nafkah sebesar ‘per
enam’ (asdasa), bagi nenek dari pihak ibu seper enam (1/6)
dan sisanya dibebankan bagi buyut laki-laki dari kakek dari sisi
bapak.%¢

Namun apabila diantara kerabat tersebut sebagian saling
mewarisi dan sebagian yang lain tidak saling mewarisi, maka
nafkah dibebankan kepada kerabat yang paling dekat dengan
yang berhak menerima nafkah seperti seandainya seorang
individu tidak saja memiliki kakek dari pihak ibu tetapi juga

¢ Ibid., 495
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memiliki seorang ibu maka afkah dibebankan kepada ibu,
namun apabila ia memiliki kak:k dari pihak ibu dan buyut laki-
laki dari kakek dari pihak bapak maka natkah dibebankan kepada
kakek dari pihak ibu melalui :onteks- qiyas karena ia masuk
dalam kategori kerabat yang pa ing dekat, walaupun tidak saling
mewarisi. Aturan hukum sema: 1m ini diambil dari model talil.¥
Apabila mereka berada pada t igkatan kekerabatan yang sama
maka yang dibebani nafkah I: >ih dulu adalah yang memiliki
kaitan waris, sebagai contoh sea: dainya terdapat kakek dari pihak
ibu dan kakek dari sisi bapak, 1 1aka nafkah dibebankan kepada
kakek dari pihak bapak.®®

Keenam, apabila seorang is lividu memiliki "usul (genealogi
ke atas) dan sanak kerabat (‘gen: logi ke samping’), dan salah satu
diantara kedua kelompok keral- 1t tersebut tidak saling mewarisi
sementara yang lain saling me» -arisi, maka konsep waris dapat
diabaikan (mulgha) dan bebar: nafkah diberikan kepada ‘usul
saja walaupun mereka tidak sali .g mewarisi, seandainya seorang
individu memiliki kakek dari pil-ak ibu dan saudara laki-laki dari
bapak dan ibu (akh shakiq) m -ka seluruh nafkah dibebankan
kepada kakek dari pihak ibu.® A abila individu tersebut memiliki
kakek dari pihak bapak dan pan' 1n dari sisi bapak dan ibu (‘amm
shaqiq) maka beban seluruh n fkah berada pada pihak kakek
dari bapak karena salah satu . 1ri dua kelompok kekerabatan

¢ Kajian agak detail tema ini r uncul dalam catatan kaki karya Abu
Zahra al-Ahwal al-Shakhshiyah, Ibid.. 95-496

% Ibid., 496

¢ Abu Zahra, al-Akhwal al-Sha: 4shiyah (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Araby,
tt), 496-497
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tersebut, dalam hal ini kakek dari pihak bapak, terkait dengan
waris sedangkan yang lain tidak terkait. Namun apabila kedua
kelompok kekerabatan yang ada sama-sama terkait dengan waris
maka nafkah dikaitkan dengan waris : apabila seorang individu
memiliki saudara laki-laki sebapak dan seibu serta memiliki ibu
maka nafkah dibebankan kepada keduanya dan masing-masing
mendapat ‘pertiga’ (Cathulatha),”® bagi ibu sepertiga (1/3) (al-
thuluth) dan bagi sudara laki-laki dua pertiga (2/3) (al-thuluthan).
Namun apabila individu tersebut memiliki nenek dari pihak
ibu dan paman dari pihak bapak (‘amm) maka beban nafkah
diberikan kepada mereka berdua dan masing-masing mendapat
jatah —-beban- seperenam (asdasan),”’ bagi ibu sepertiga dan sisa
beban diperuntukkan bagi paman dari pihak pabak.”

Apabila’usul berjumlah banyak karena berbarengan dengan
sanak kereabat, maka 'usul lebih dikuatkat di antara mereka
melalui cara penguatan yang telah diurai sebelumnya, kemudian
dilihat individu yang dibebani kewajiban nafkah dan hasilnya
adalah’usul, kemudian dibandingkan antara 'usul dengan sanak
kerabat yang hasilnya bahwa nafkah dibebankan kepada salah

7 Untuk pemaknaan hitungan ini dapat dirujuk kamus-kamus standar,
contoh untuk pemaknaan di atas. Lihat. Ahmad Warson Munawwir, Al-
Munawwir Kamus Arab - Indonesia (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 154

7t Untuk pemaknaan hitungan penulis juga melihat kamus lainnya.
Hans Wehr, J. Milton Cowan Ed. A Dictionary of Modern Written Arabic
(Beirut: Maktabah Lubnan, 1980), 403

72 Begitu juga apabila individu tersebut memiliki nenek dari pihak
bapak dan saudara laki-laki dari pihak bapak dan ibu atau dari pihak bapak
saja. Abu Zahra, Al-Akhwal al-Shakhshiyah (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Araby, tt),
497
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satu dari kedua kelompok inc¢ vidu tersebut atau dibebankan
kepada kedua-duanya. Apabila :orang individu, sebagai contoh,
memiliki nenek dari pihak ibu dan memiliki nenek dari pihak
bapak serta paman dari bapak d.in ibu, maka nafkah dibebankan
kepada masing-masing pihak - 2per enam (asdasa) bagi kedua
nenek seper enam (1/6) yang r asing-masing saling membantu
sedangkan sisanya dibebanka  pada paman; namun apabila
individu tersebut memiliki pa 1an, ibu, dan kakek dari pihak
ibu maka kakek dari pihak ibu t lak terbebani sedikitpun karena
ibu harus didahulukan, dan beit:an nafkah diberikan kepada ibu
dan paman dari bapak dan mas:ng-masing dibebani sepertiga.”

Konteks aturan atau kaidah di atas diberlakukan seandainya
seorang individu memiliki ib- , kakek dari pihak bapak, dan
paman, maka nafkah dibeban} in kepada ibu serta kakek dari
pihak bapak dan masing-ma- ng mendapatkan jatah beban
sebesar sepertiga (1/3) (athlath:: karena masing-masing individu
saling mewarisi, sedangkan yang .ain tidak terkait waris karenanya
yang terbebani nafkah hanya ’u . 4l. Karena "usul mungkin terdiri
dari banyak individu maka pen:bebanan nafkah ini juga merata
diantara mereka, dan seandai: ya hanya satu maka kewajiban
beban juga merata. Namun [ n Abidin menegaskan bahwa
nafkah secara keseluruhan di ebankan hanya kepada kakek
dengan alasan bahwa seandainy ia (kakek) bersama paman atau
sanak kerabat manapun (al-haw shy) maka didahulukan kakek ia
menempati posisi bapak, dan k renanya ia diperlakukan seperti

7 Ibid., 497
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bapak dengan dikenai beban menafkahi anak tanpa ada bantuan
dari individu lain.”

Fokus kajian Ibn Abidin di atas tidak memungkinkan saudara
laki-laki maupun saudara perempuan baik sebapak dan seibu
ataupun hanya sebapak untuk turut serta dalam individu yang
dibebani nafkah, hal ini karena kakek tidak dapat menghalangi
mereka dalam warisan, dan alasan ini dapat dijadikan
pertimbangan bahwa kakek tidak dapat menempati posisi bapak,
dan karenanya beban nafkah mestinya ditujukan kepada al-’usul
dan sanak kerabat (al-hawashy) karena alasan keduanya saling
mewarisi. Apabila individu yang secara finansial lemah (fakir)
dan tidak memiliki kemampuan untuk bekerja secara memadai
memiliki kakek dari bapak, ibu, dan saudara laki-laki dari bapak
dan ibu maka nafkah dibebankan kepada mereka dengan alasan
waris; dan karenanya beban nafkah ditanggung ibu sepertiga
(1/3), kakek sepertiga (1/3) dan saudara laki-laki juga sepertiga
(1/3). Apabila seorang individu memiliki ibu, saudara perempuan
sebapak dan seibu, kakek dari pihak bapak maka beban naftkah
diberikan kepada mereka semua, sepertiga (1/3) bagi ibu,
seperenam (1/6) bagi kakek dan setengah (1/2) diperuntukkan
bagi saudara perempuan karena dalam kedua contoh kasus di atas
atau kasus yang serupa tidak memungkinkan, bagi yang dibebani,
menempati posisi bapak yang dapat menghalangi saudara laki-
laki ataupun saudara perempuan. Seperti halnya warisan, di
sini beban diperuntukkan bagi kedua kelompok individu maka

7 Kajian detail tema ini diurai lebih jauh oleh Abu Zahra dalam al-ah
wal al-shakhshiyah, khususnya dalam catatan kaki. Ibid., 497-498
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aturan yang diberlakukan juga lapat dikaitkan dengan warisan
bagi dua kelompok individu.™

Ketujuh, Apabila yang men nta nafkah merupakan individu
dari sanak kerabat (hawash) -aja. Natkah, dalam kaitannya
dengan aturan kondisi ketuju 1 ini, mengikuti konsep waris.
Sebagai ilustrasi jika seorang ndividu memiliki paman dari
pihak bapak dan paman dari pi} ak ibu, maka natkah dibebankan
kepada paman dari pihak bap:: <. Namun apabila -ia memiliki-
seorang (keponakan) putra dari .udara laki-laki dan (keponakan)
putri dari saudara laki-laki m.ka natkah dibebankan kepada
(keponakan) putra dari saudara laki-laki walupun mereka terkait
waris namun (keponakan) pu' i saudara laki-laki —natkahnya-
dibebankan kepada keponak n putra dari saudara laki-laki
karena keterkaitan waris mer: <a. Di sisi lain, apabila seorang
individu memiliki saudara lak: laki sebapak-seibu serta saudara
perempuan seibu maka natka dibebankan kepada keduanya
yang masing-masing dapat jatal beban sebesar sepereanam (1/6)
(asdasa) yang seperenam dibeb . nkan kepada saudara perempuan
seibu, sedangkan sisa beban iiberikan kepada saudara laki-
laki sebapak-seibu. Namun, l¢oih lanjut Abu Zahra mengurai,
seandainya individu ini memilil-i bibi dari bapak dan bibi dari ibu
maka natkah dibebankan kepada mereka berdua yang masing-
masing dapat jatah beban per- ga (x/3) (athlathan), beban bibi
dari bapak sebesar 2,3 sedang} 1n beban bagi bibi dari pihak ibu
1/3 karena dasar warisan sepe: i uraian tersebut.”

™ Ibid., 499
7 Ibid., 499
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Hal yang terkait dengan muharramiyah harus diperhatikan
karena aspek tersebut merupakan alasan atau sebab adanya
kekerabatan. Karena itu jika terdapat individu -yang tidak
memiliki kemampuan ekonomi secara memadai (baca: fakir)
serta tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja secara
produktif- memiliki seorang keponakan laki-laki dari pihak
paman (‘amm) -namun- dia saudara laki-laki sepersusuannya
maka keponakan laki-laki dari paman (‘armm) ini tidak dibebani
nafkah karena hubungan muharramiyahnya bukan merupakan
sebab kekerabatan melainkan karena saudara sepersusuan,
dan sepersusuan ini tidak membawa pada kewajiban untuk
menafkahi.

Uraian di atas, sebagaimana djjelaskan Abu Zahra, apabila
kekerabatan yang terkait dengan ‘usul, furu', dan hawash (sanak
kerabat) merupakan kelompok dari orang-orang yang memiliki
kemampuan ekonomi secara memadai (baca: kaya). Namun
apabila sebagian diantara mereka merupakan orang kaya,
sementara yang lainnya miskin (tidak memiliki kemampuan
ekonomi secara memadai) dan yang miskin adalah yang dibebani
nafkah dan hal tersebut dapat berarti bapak atau anak laki-laki
maka aturan hukumnya telah diurai sebelumnya. Kedua individu
yang miskin ini tidak dapat keringanan dalam hal kewajiban
memberi nafkah kecuali memang sudah tidak memiliki
kemampuan lagi karena mungkin usia yang tua (@jz) dan tidak
memiliki kemampuan bekerja secara pasti, maka dalam kasus
seperti ini anak laki-laki atau bapak dianggap tidak ada, dan
nafkah dibebankan kepada individu selain mereka berdua. Di
sisi yang lain seandainya yang dibebani nafkah, selain bapak
dan anak, merupakan individu yang miskin maka beban natkah
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diberikan pada selain indivi u tersebut dan ia, sebagaimana
bapak dan anak, juga dianggay tidak ada,” dan ini berlaku dalam
kedua kasus tersebut.

Contoh atau ilustrasi kek rabatan dari dua kasus kelompok
yang miskin tersebut sepc ti berikut:Pertama, jika dasar
pembebanan nafkah (al-infc ) hanya terkait kekerabatan (al-
qarb) dan hubungan juz’iyal: seperti yang berlaku pada beban
nafkah furu' kepada ‘usul yan wajib (wajibah). Apabila seorang
individu memiliki cucu p« empuan dari anak perempuan
yang kaya dan cucu laki-la i dari anak laki-laki yang fakir,
maka cucu laki-laki dari a ak laki-laki dianggap tidak ada
dan beban kewajiban nafka seluruhnya berada pada pihak
anak perempuan.”* Apabila ndividu tersebut tidak memiliki
kemampuan memadai karena tua atau lainnya (‘ajz) maka
nafkah dibebankan hanya ke ada anak perempuan. Begitu juga
apabila terdapat —kerabat- k. <ek dari pihak ibu yang kaya atau
terdapat buyut laki-laki dar1 akek dari bapak yang kaya maka
nafkah secara keseluruhan « bebankan kepada buyut laki-laki
dari kakek dari bapak terseb: , dan yang pertama kakek dariibu
dianggap tidak ada, namun 1al ini berlaku jika tidak terdapat
sanak kerabat (hawash).”® K¢ ua, Jika dasar pembebanan nafkah
terkait warisan. Apabila ind 7idu yang dibebani nafkah, dalam
konteks waris, individu yan miskin (mu'sir) dan ia sendirian
dalam warisan sementaraya: glain terhalangi, maka ia dianggap
tidak ada dengan tujuan sup yanafkah dibebankan kepada yang

7 Ibid., 499-500
™ Kajian singkat tema ini, I! 1., 500
7 Ibid..
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lain. Contoh untuk kasus ini adalah apabila seorang individu
memiliki saudara laki-laki kandung (sebapak dan seibu), saudara
laki-laki sebapak, saudara perempuan seibu, sedangkan saudara
sekandung (sebapak dan seibu) tersebut miskin sementara
mestinya nafkah dibebankan kepada dirinya. Apabila kondisi
seperti hal ini maka ia dihukumi seperti mayit ~dalam warisan-
dan memungkinkan beban nafkah ditujukan kepada yang lain
karena dasar natkah bagi sanak kerabat (hawash) adalah warisan.
Apabila ia dianggap hidup maka tidak mungkin membagikan
warisan kepada mereka - sanak kerabat-, dan karena alasan
tersebut maka beban nafkah diberikan kepada saudara laki-laki
sebapak dan saudara perempuan seibu masing-masing pertiga
(x/3) bagian, beban bagi saudara perempuan seibu sepertiga (1/3)
dan beban bagi saudara laki-laki sebapak dua pertiga (2/3) karena
pembagian warisan dilakukan seperti hal tersebut.*

Apabila individu yang miskin (al-mu'sir) yang dibebani
nafkah atau individu lainnya tidak sendirian dalam warisan,
maka individu tersebut tidak dianggap tidak ada, melainkan
dianggap masih ada dan ditentukan bagian warisannya kemudian
bagian ‘tentukan’ (tutrahu) dan beban nafkah dibagi untuk
sisa bagian yang lain. Sebagai ilustrasi, apabila individu —ini-
memiliki seorang ibu, saudara laki-laki kandung (dari bapak
dan ibu), seorang saudara perempuan sekandung dan saudara
perempuan seibu, saudara laki-laki seibu; Sementara saudara laki-
laki sekandung (sebapak dan seibu) yang dimilikinya merupakan
individu yang berkemampuan ekonomi yang kurang mampu

% Abu Zahra, Al-Akhwal al-Shakhshiyah, (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Araby,
tt), 500
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{miskin) (mu'sir), maka dala

masih ada, lalu bagian (saham,

dijelaskan seperti operasi war!
bagian tertentu, saudara perem

bagian, saudara laki-laki kan.
sedangkan saudara perempuar
kemudian dua bagian -saudar:
karena ketidak mampuannya se
nafkah dibagi untuk untuk em
hitungan bagian yang masih ad
masih ada agar diketahui keten
individu yang kaya. Uraian di

atau ilustrasi kondis: lain; ap:
seorang kakek yang sehat dal:
dan nenek dari pihak ibu; dal:
dianggap tidak ada, melainke
kakek dalam warisan dijelaskat

lalu diurai secara jelas bahwa

(al-thuluthayni) dan bagian ib-

kakek tidak dibebani kewajiba:
ibu dibebani nafkah secara kes¢

dapat dianggap sebagai kasus
juga dapat dilaksanakan yakni A

1 kasus seperti ini ia dianggap
wap individu yang tersebut di atas
an, dan karena itu ibu memiliki
uan dari pihak ibu juga memiliki
ang mendapatkan dua bagian,
<andung mendapat satu bagian,
laki-laki sekandung- disisihkan
ira ekonomi {miskin), lalu beban
at individu dan ini merupakan
. individu yang miskin dianggap
1an pasti beban nafkah bagi tiap
as juga beroperasi dalam kasus
ila seorang individu memiliki
n kondisi miskin, seorang ibu,
-1 kasus seperti ini kakek tidak
1 dianggap masih ada. Bagian
dan bagian ibu juga dijelaskan;
vagian kakek dua pertiga (2/3)
sepertiga (al-thuluth), namun
nafkah sama sekali sedangkan
aruhan. Hal lain yang mungkin
:au ilustrasi operasional ketiga
abila seorang individu memiliki

seorang ibu yang miskin (mu’s -ah), seorang nenek dari pihak
bapak, dan seorang paman. Dals n kasus seperti ini, ibu dianggap
ada, namun nafkah secara ke eluruhan dibebankan kepada
paman karena keberadaan ibu ‘nenghalangi nenek dari pihak
bapak tersebut, dan karenanya nenek tidak mendapat bagian
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beban nafkah, namun nafkah seluruhnya dibebankan kepada
paman.®

3. Ketentuan Nafkah dan Cara Menuntutnya

Abu Zahra, dalam mengurai penjelasan terkait ketentuan
dan cara untuk mendapatkan nafkah, menegaskan bahwa dalam
Bada’i‘ dijelaskan bahwa kewajiban memberi nafkah kepada anak
(al-awlad) tidak diperlukan putusan seorang hakim, namun
kewajiban nafkah yang dibebankan kepada sanak kerabat
(al-hawashi) diperlukan keputusan seorang hakim peradilan.®
Hal ini dikarenakan baban kewajiban nafkah dikaitkan dengan
konsep juz’iyah yakni ia (juz’iyah) merupakan salah satu aspek
atau sisi cara menghidupkan manusia dan melangsungkan
generasi sisi bagian dari dirinya sendiri, sementara sanak
kerabat yang bukan anak (awlad) secara langsung tidak seperti
hal tersebut. Pada uraian-uraian sebelumnya, telah dijelaskan
aturan (hukum) runtutan atau urutan yang dibebani nafkah dan
cara jika yang dibebani tidak ada (ghaib), dan ia, yang memiliki
harta dan sejahtera, dibebani nafkah untuk kedua orang tuanya
atau anak-anaknya (awladihi) yang kurang sejahtera atau miskin
(al- Gjizin); kedua orang tua atau anak-anaknya diperbolehkan
meminta atau mengambil nafkah darinya. Sementara kewenangan
seorang hakim adalah hanya memerintah mereka untuk meminta
nafkah pada individu yang ada (hadir), seorang hakim dapat
memerintah ‘terdakwa’ (yang terbebani nafkah) yang memiliki
harta cukup (sejahtera) untuk memberi nafkah pada mereka
(kerabat) apabila ia ditetapkan sebagai penanggung, atau

8 Ibid., 500-501
8 Ibid., 501
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kasus serupa lainnya,®* namun hal tersebut bukan merupakan
putusan peradilan yang berfung i sebagai bantuan (ianah) untuk
mengambil hak, namun terdak.va —~yang memiliki kekerabatan
dan dibebani nafkah ini- tidak d. pat melaksanakan dan memberi
nafkah kecuali atas perintah h. dim. Semua uraian di atas yang
terkait dengan harta kekaya: 1 -kerabat- yang ada terkait
dengan nafkah, jika tidak terk. t dengan nafkah maka mereka
~yang berhak menerima nafk: - tidak memiliki kewenangan
menjual harta yang dibebani d n tidak memeliki kewenangan
untuk mengambilnya, dan seor .ng hakim juga tidak memiliki
kewenangan untuk memerinta: menjual harta kekayaan yang
dimiliki oleh yang dibebani.® bu Zahra lebih jauh mengurai
bahwa Abu Hanifah mempert >lehkan seorang bapak untuk
-menawarkan dan- menjual ha: a benda anaknya agar anaknya
menafkahi dengan harta tersebu’ Semua uraian di atas dikaitkan
dengan sebuah perlakuan teks 1ass yang menyatakan bahwa
harta anak adalah milik bapakn; | dan di dalamnya terdapat satu
bentuk kepemilikan.®

Uraian lebih jauh terkait ka us yang agak beragam, seperti
apabila individu yang ghaib mer- iliki harta yang terkait dengan
nafkah namun tidak berada p: 1a ‘kepemilikiannnya, dan ia

8 Ibid., 501
8 Ibid..

% Hal ini terkait secara langsur dengan sabda Nabi saw. “Anta wa
maluka li abika”, dan hal ini juga terkait engan pemahamanbahwa ‘pekerjaan
seorang anak merupakan nafkah unt. bapaknya’ (li anna al-walad kasbu
abihi). Namun dua sahabat -Hanafi- b rpendapat berbeda tentang masalah
tersebut karena seorang bapak tidak n miliki wewenang atas anaknya yang
sudah dewasa. Ibid., 501-502
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memiliki harta titipan dari harta nafkah, serta memiliki hutang
kepada ~kerabat- yanglain dari harta nafkah, maka dalam kasus
seperti ini seorang hakim dapat memerintah dirinya (individu
ini) untuk mengambil harta nafkah yang tidak berada dalam
harta kepemilikiannya tersebut, harta yang berada dibawah
kepemilikan yang ‘menitipkan’ (muwaddi), serta harta yang
‘dihutangi’ hal ini berlaku karena tidak adanya penerimaan
hak bagi yang lain, dan karena alasan tersebut maka harus
diberlakukan sebagai harta wadiah (‘titipan) dan hutang.®

Kasus atau ilustrasi lain dapat diurai bahwa apabila
-individu- yang sejahera (kaya) ghaib, sedangkan yang berhak
atas nafkah merupakan sanak kerabat maka beban kewajiban
nafkah tidak tetap berada pada individu yang kaya namun
ghaib tersebut melainkan ~beban kewajiban- berpindah kepada
kerabat yang ada (al-hadirin) walaupun para kerabat yang ada
tersebut lebih sedikit urutannya dibandingkan dengan yang
sejahtera namun ghaib, dan individu yang sejahtera namun
ghaib ini dianggap tidak sejahtera. Operasionalisasi semacam
ini diberlakukan karena beban nafkah merupakan sesuatu yang
perlu (Ii al-hajah) dan memerlukan putusan seorang hakim
sementara penetapan peradilan (al-qada’) yang ditujukan kepada
orang yang tidak ada (ghaib), dalam pandangan Hanafi, tidak
diperbolehkan. Menunggu orang yang tidak ada (ghaib) sampai
ia hadir ~dalam persidangan- tidak memungkinkan, karena
itu maslahah pemenuhan kewajiban beralih kepada individu

8 Kajian singkat terkait ilustrasi kasus secara operasional muncul
dalam catatan kaki yang diurai Abu Zahra. Abu Zahra, Al-Ahwal al-Shakhs
iyah (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Araby, tt), 502
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lainnya. Kewajiban beban pem
ditentukan hakim.?

Ketentuan kerabat (agar-

kesejahteraan (bi al-kafayakh

dengan kebutuhan kerabat (a.
tetap disyaratkan kemampuar.
tanpa membebaninya denganb:

ini parameternya kemampuan
sebagaimana yang berlaku dal

Pendekatan kafayah di at
pertimbangan lain, karena mas
terkait konsep kafayah; yakni ay
nafkah butuh seorang pembant
sejumlah aktifitas keluarga at:
pada tingkatan status yang t
atau semacamnya maka, ba
mendahulukan memberi nat

¥ Ibid., 502

¥ Ketentuan kebutuhan yang
athar ini menjadi pertimbangan yan
tauly”. Ibid..

% Shaikhukhah berasal dari
dapat beralih ke kata shaikhukhah
Arab Modern, berarti to age, grow
dalam bahasa Indonesia dapat diart
‘mencapai status yang tinggi dan mu

. erian nafkah sanak kerabat harus

1) secara mutlak terkait dengan
. ketentuan nafkah direlasikan
qarib) yang membutuhkan dan
individu yang memberi nafkah
ban lebih, ketentuan kemampuan
ang melampaui kebutuhan dasar
m athar.®®

s, bagi Abu Zahra, bukan tanpa
1 terdapat uraian yang lebih detail
bila individu yang wajib memberi
yang dapat membantunya dalam
1 lainnya karena telah mencapai
1ggi dan mulai (shaikhukhah)®

yang dibebani nafkah, harus
ah (upah) untuk pembantunya

nelampaui kebutuhan dan didasarkan
valid “ibda’ bi nafsika thumma bi man

ta shaikh  shuyukh yang kemudian
sang, dalam kamus penulisan bahasa
'd, atau to attain a venerable age yang
an ‘tumbuh dewasa, ‘menjadi tua’ atau
a. Hans Wehr, J. Milton Cowan (Ed.) A

o

Dictionary of Modern Written Arabi. (Beirut: Maktabah Lubnan, 1980), 496
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selama masih dalam batasan kemampuannya dan melampaui
kebutuhan dasarnya.”

Namun, Abu Zahra dalam ilustrasi lebih lanjut menyatakan
bahwa, apabila individu yang tidak sejahtera (baca: fakir) ini
memiliki isteri, walaupun yang berhak mendapatkan nafkah
adalah sl dan yang dibebani kewajiban nafkah adalah furu*
maka individu ini wajib menafkahi isterinya. Dalam satu riwayat,
menurut Abu Zahra, wajib menafkahi isteri asl baik isteri ini
butuh atau tidak butuh terhadap nafkah.”’ Apabila bukan ‘asl
maka tidak ada beban kewajiban untuk menafkahi isteri individu
yang membutuhkan tersebut, namun beban nafkah diberikan
kepada ‘kerabat’ (dhi al-rahm muharram) dari isteri tersebut,
dan nafkah ini menjadi hutang bagi suaminya.”

% Aba Zahra, Al-Ahwal al-Shakhsiyah (Kairo: Dar al-Fikr al-Araby, tt),
503

' Di sisi yang lain Abu Zahra juga menyatakan bahwa al-Halawany
menegaskan dalam satu riwayat bahwa wajib menafkahi isteri (‘asl) apabila
ia sakit, atau tatkala isteri ini mengalami sakit kronis (zamanah) yang perlu
perawatan, namun apabila tidak sakit maka tidak wajib menafkahi karena
nafkah semacam ini merupakan kebutuhan, dan isteri as! yang sehat (tidak
sakit) tidak memerlukan perawatan. Namun hal yang dianggap lebih baik
dari -sisi moral agama- adalah bahwa menafkahi ‘usul tidak semata menutupi
kebutuhannya serta suatu hal yang penting belaka melainkan karena hal
tersebut merupakan sebuah kebaikan agama (al-ihsan) yang diperintahkan
Allah swt “wa bi al-walidayni ihsana’”. Karena itu wajib memberi nafkah isteri
asl apabila asl berada pada posisi kemiskinan (faqir) bukan ‘gjiz namun tetap
dikaitkan dengan kesejahteraan dan kebersediaan far: Ibid..

%2 Ibid..
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4. Gugurnya Nafkah Kerai-at (al-Qarib)

Kewajiban menaftkahi kerat:at bukan merupakan tanggungan
hutang sama sekali kecuali apat:la seorang hakim memerintakan
hal tersebut sebagai tanggunga hutang. Apabila seorang hakim
‘memutuskan’ seorang individu -intuk menafkahi kerabatnya dan
selang waktu sudah habis sebul. 1 dari hak nafkah maka individu
tersebut tidak diperintah untu < menafkahi selang bulan yang
lewat tersebut, melainkan dip- rintah untuk memberi nafkah
bulan berikutnya karena nafk th seperti ini bertujuan untuk
menutupi kebutuhan. Namun pabila selang satu bulan nafkah
ini tidak diambil, ini mungkin | 2rarti indikator kerabat tersebut
mampu menutupi kebutuhan hidupnya; Sebaliknya apabila
-kerabat yang menerima naf} th- meminta menganggapnya
sebagai hutang melalui perintal 1akim (peradilan) atau —~hakim-
memerintah yang memberi n:: kah untuk menjadikan nafkah
tersebut sebagai hutang maka eban nafkah tersebut dianggap
sebagai hutang bagi vang dibel 1ni nafkah dari mulai perintah
awal -peradilan-. Hal ini dapz dilakukan karena permintaan
nafkah dianggap sebagi hutang . ari kerabat tersebut sebagi ganti
perintah hakim, perintah seora 1g hakim memiliki kedudukan
yang sama dengan perintahm ya karena hakim melihat hal
tersebut merupakan cara untu . menjalankan kewajiban yang
dibebankan kepada individu y.:ng wajib menafkahi.”” Namun
apabila individu yang berhak menerima nafkah meninggal
dunia sebelum ia mengambilny atau sebelum ia meminta izin
bahwa nafkah tersebut diangg p sebagai hutang maka orang
yang mewarisinya tidak diperke-1ankan untuk mengambil jatah

* Ibid., 503-504
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nafkah tersebut karena hal tersebut bukan merupakan hutang
bagi yang dibebani.

Sebagian juris Islam (fugaha’) memberi pengecualian
terhadap aturan nafkah model ini, khususnya nafkah seorang
anak kecil (al-saghir) -yang dibebankan- kepada bapaknya
karena aturan nafkah seperti ini sama dengan aturan menafkahi
isteri khususnya dalam figh madhhab Hanafi. Beberapa teoritisi
seperti al-Zayla‘iy menjelaskan —secara detail- hal tersebut dan
dikuti oleh teoritisi berikutnya. Ia menulis beberapa kitab terkait
hal tersebut, namun dijalankan atas operasional hakim agung
karena konsepsinya dianggap paling memiliki rasa keprihatinan
terhadap sisi kemanusiaan. Seorang ibu kadang membutuhkan
nafkah demi anaknya (li anna al-umm qad tadtarra li al-infaq ala
waladiha), sementara seorang bapak sibuk mencari kebutuhan
hidup agar terpenuhi tiap bulan.**

5. Bandingan Antara Nafkah Isteri dengan Kerabat

Menafkahi kerabat dibedakan dengan menafkahi isteri
karena sejumlah aspek; kerena alasan kewajiban, karena aspek
syarat wajib, karena sisi penetapan nafkah sebagai sebuah
tanggungan, karena al-tagadi dan karena aspek ‘kekhususan’ (al-
ikhtisas): (1) Diferensiasi dari aspek sebab kewajiban nafkah bagi
isteri muncul karena sebagai ganti ‘pengekangan’ (‘pemenjaraan’)
(jaza’ al-ihtibas) yang disebabkan oleh hubungan suami-isteri
dan syarat nafkah ini yaitu adanya ihtibas. Karena alasan tersebut
nafkah menjadi suatu kewajiban baik isteri merupakan individu
yang kaya ataupun miskin, suami tidak memiliki kemampuan

% Uraian di atas dikaitkan dengan Firman Allah swt: “la tudarra
walidatun bi waladiha wa la mauludun lahu bi waladihi” ..., Ibid., 504
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untuk bekerja secara normal k rena usia atau lainnya (@jiz) atau
sebaliknya.”® Sedangkan mena: ahi kerabat penyebabnya adalah
adanya hubungan kekerabata: dari sisi al-waladat al-juz’iyah,
atau lainnya yang berupa al-rc 1m al-muharramiyah serta relasi
kekeluargaan yang membawa j>ada adanya warisan yang pada
dasarnya memiliki hikmah aga- terjalin silat al-rahmi, dan karena
alasan ini nafkah tidak memilil beban kewajiban kecuali tatkala
dibutuhkan

(2) Diferensiasi antara edua hal tersebut dari aspek
persyaratan. Kewajiban nafk h suami-isteri ditetapkan dan
dijalankan tanpa mempersyara' <an seorang isteri sudah tua atau
tidak memiliki kemampuan fi: k yang memadai untuk bekerja
(ajz), seorang isteri sedang 1embutuhkan nafkah, seorang
suami kaya atau mampu beke a. Sementara hal yang berbeda
dipersyaratkan bagi pemenuh n nafkah pada kerabat; karena
pada bagian penggal kedua ini t. rdapat persyaratan bagi individu
yang meminta jatah nafkah yait:: ia dalam kondisi miskin (’i sar),
dan sudah tua atau kondisi fisik +udah tidak lagi memadai untuk
melakukan pekerjaan (@jzihi) elain memberi nafkah al-‘usul
al-wajibah yang dibebankan k¢ ada furu® mereka sebagaimana
kesejahteraan juga menjadi sy«-at bagi individu yang dibebani
nafkah selain nafkah anak al-- alad yang dibebankan kepada
bapaknya dan nafkah kedua or: 1g tua yang dibebankan kepada
anak mereka berdua.”

% Kajian singkat tema ini, Ibid., 04
% Uraian singkat keterangan di  as. J/bid..
7 Ibid., 505
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(3)Aspek lainnya adalah penetapan nafkah sebagai
tanggungan hutang bagi yang dibebani. Madhhab Hanafi
menyatakan bahwa nafkah bagi kerabat bukan merupakan
tanggungan hutang bagi individu yang dikenai beban kecuali
apabila seorang hakim memerintahkan dan meminta nafkah
tersebut sebagai hutang. Selain hal tersebut yakni nafkah kerabat
bukan merupakan hutang kecuali apa yang telah dipilih dan
dikemukakan oleh al-Zayla‘t bahwa dalam madhhab Hanafi
nafkah anak kecil (al-saghir) yang dibebankan kepada bapaknya
merupakan hutang —apabila tidak dipenuhi- sebagaimana naftkah
hubungan suami-isteri (ka nafaqat al-zaujiyah) dan ditetapkan
dari mulai penetapan atau putusan peradilan.®®

Sedangkan nafkah hubungan suami-isteri (nafkah isteri)
menurut konteks madhhab Abu Hanafi merupakan hutang dari
mulai putusan hakim atau kerelaan kedua belah pihak terhadap
ketentuan besaran nafkah, apabila dianggap hutang maka nafkah
tersebut merupakan hutang yang cukup kuat dan tidak akan
gugur kecuali dengan cara melaksanakannya atau saat hutang
tersebut dibebaskan. Nafkah terhadap anak yang masih kecil
berbeda dengan nafkah terhadap isteri karena nafkah terhadap
anak yang masih kecil ini bukan merupakan atau tidak dianggap
sebagai hutang yang cukup kuat dan karenanya dapat gugur
ketika anak yang masih kecil ini meninggal dunia.

(4) Diferensiasi lain dari sisi kekhususan peradilan (al-
ikhtisas al-qada’i) menegaskan bahwa nafkah isteri (al-zaujiyah)
merupakan juziyah -muhakkamah juziyah- nihaiy apabila yang
diminta tidak melebihi seratus qirsh dalam satu bulan atau

% Ibid..
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‘diputuskan’ tidak lebih dari itu
(nafaqat al-aqarib) selain ker:
kerabat laki-laki yang masih ke
bapaknya maka aturan hukurn
juz’iyah, melihat realitas persya.
yang membutuhkan uraian leb

Abu Zahra, lebih lanjut,
mengurai lebih detail konsep
kerabat: Pertama bahwa mer
kerabat lainnya kecuali keral
memberi nafkah- merupakan
Terdapat dua perbedaan dalan
fuqaha Hanafiyah menetapka:
sejahtera (‘i'sar) adalah asl s:
menjelaskan hal yang berlawa:
yang mengakui dirinya sejahte.
indikator yang dapat meneta;
apabila individu ini tidak dapat
yang dibuat patokan adalah v
yang lain namun disertai sump
masa lampau kemudian mengal
secara mendadak pailit atau lain.
adalah pengakuan kava dan bay:
harus menunjukkan indikator k:

% Hal yang sama dengan nafkah
kepada bapaknya adalah apabila atur.
dikaitkan dengan ibunya. Ibid., 506

1% Abu Zahra, mengutip keterai
dengan bapak yang mengambil har
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® Disisi yang lain, nafkah kerabat
»at wanita yang masih kecil atau
il yang dibebankan kepada selain
nya saling menghukumi secara
atan, urutan tingkatan kewajiban
h detail.
1engurai dua aspek yang dapat
afkah yang dibebankan kepada
ifkahi kerabat tidak wajib atas
it yang kedua -yang dibebani
ndividu yang sejahtera (kaya).
‘mengilustrasikan’ karakter ini,
bahwa yang kurang atau tidak
npai ada indikator (dalil) yang
an atau berbeda. Bagi individu
1 atau kaya harus menunjukkan
kan kesejahteraannya, namun
1enunjukkan indikatornya maka
‘apan atau pendapat —kerabat-
h. Apabila individu kaya dalam
1miskin secara tiba-tiba (karena
ya) maka perkataan yang dipakai
individu yang mengaku miskin
miskinannya.!® Kedua, Individu

nak yang masih kecil yang dibebankan
1 hukum nafkah isteri diambil namun

san dalam al-Bada’i* dalam kaitannya
¢ ariaknya yang ghaib (tidak ada di



yang fakir yang tidak memiliki kemampuan untuk bekerja
dan tidak memiliki kerabat (zu rahm muharram) yang dapat
menafkahinya. Dalam kondisi seperti ini maka individu tersebut
nafkahnya dibebankan kepada bait al-mal. Sebagian hakim agung
memahami bahwa seorang hakim memiliki wewenang untuk
memberlakukan bait al-mal untuk keperluan nafkah (infaq).'"!
Fuqaha membagi bait al-mal menjadi empat kategori: bait
al-mal yang khusus dari hasil zakat mal dan zakat 1/10 hasil
bumi; bait al-mal yang khusus dari hasil jizyah dan kharraj; bait
al-mal yang khusus dari berbagai ghanimah dan rikaz (zakat hasil
tambang); bait al-mal yang khusus untuk dana-dana ‘pemasukan
dan pengeluaran’ (dawa’i‘) dan harta-harta peninggalan yang

tidak ada pewarisnya.!®

Setiap bait al-mal dari masing-masing bait al-mal tersebut di
atas memiliki pembiayaan secara spesifik, seorang inividu yang
tidak sejahtera (fakir) secara keseluruhan diberi kesejahteraan

tempat) mengemukakan bahwa “Apabila anak laki-laki ada dan ia berkata
pada bapaknya bahwa saya dalam keadaan sejahtera (kaya) sedangkan
bapaknya menyatakan bahwa saya dalam keadaan tidak sejahtera maka
pendapat yang dibuat pertimbangan adalah perkataan bapak, hal ini
dilihat lebih dulu kondisi bapak saat ‘pertikaian’ berlangsung, apabila saat
itu bapak dalam kondisi sejahtera maka perkataan yang dipakai adalah
perkataan anaknya, karena realitas keadaan (dahir) adalah berlangsungnya
kondisi sejahtera dan tidak sejahtera, dan keadaan yang lain berbeda dengan
dahir realitas” Ibid..

101 Ketentuan gada nafkah bagi individu yang fakir diserahkan pada
kementerian terkait ~di Mesir tempat Abu Zahra hidup- diserahkan pada
wizarat al-maliyah. Keterangan detail tema ini dan uraian beragam lainnya.
Ibid., 507-508

192 1bid., 508
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(hadd) melalui pembiayaan t:
(fugaha) yang menyatakan bal
(fakir) dan tidak memiliki kem::
bekerja secara normal (@jiz) y:
menafkahinya terdapat putus
dan menanggung pembiayaan

Dalam al-Bahr, sebagaimana

bahwa para individu yang ti.

memiliki kemampuan fisik (k.

memadai untuk bekerja dib¢
keempat ini. Bahkan mereka t
bait al-mal tersebut saja tetap:

‘penguburan’ jenazah serta d.

kepada mereka. Lebih jauh Abu

dalam al-Bada’i’, bahwa bait «
dioperasionalkan dalam pembi
yang fakir yang sedang sakit se
sampai pada pemberian nafkah |
kemampuan fisik secara mem:
usia yang sudak tidak produk
tidak memiliki keluarga yang ¢
yang melaksanakan sejumlah
pemimpin yang memiliki kewe

19% Para juris Islam (fugaha) tidak
yang fakir dalam pembiayaan tersebut
14 Hal yang ditunjukkan al-Bad
harus dijalankan bukan sebuah piliha
al-ikhtiyar)...Kajian detail tema ini, Ibi
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sebut. Namun para juris Islam
~a individu yang tidak sejahtera
npuan fisik yang memadai untuk
1g tidak memiliki keluarga yang
n peradilan dalam memenubhi
lari bait al-mal yang keempat.'*

Jdikutip Abu Zahra, disebutkan

ak sejahtera (fakir) dan tidak
irena usia atau lainnya) secara
-i nafkah melalui bait al-mal

-lak hanya diberi nafkah melaui

uga pembiayaan kematian dan
nda keuangan yang ditujukan
‘ahra menegaskan, sebagaimana
-mal kategori keempat ini juga
yaan pengobatan para individu
ta terapi peﬁyembuhan mereka
ara individu yang tidak memiliki
dai untuk bekerja atau karena
if lagi dengan catatan mereka
bebani menafkahi mereka, dan
perasional di atas adalah para
angan atas hal tersebut.'™

rnenyebut individu lain selain individu
Ibid., 509
i merupakan suatu kewajiban yang
yang dapat djjalankan atau tidak (la
..509-510



Melalui uraian di atas, Abu Zahra menjelaskan lebih
panjang bahwa al-imam al-Wabary yang mengaitkannya dengan
sekretaris penyiaran membolehkan individu yang memiliki hak
untuk mengambil haknya sebagai sebuah ‘pinjaman’ (diyanah)
dan melarang seorang hakim untuk melaksankannya agar
-pinjaman tersebut- tidak terjadi kekacauan.'® Namun Ibnu
Abidin menghawatirkan hal tersebut dipahami secara berbeda
bahwa seorang pemimpin tidak memiliki kewenangan dan
kewajiban tentang hal itu.

Kewajiban seorang pemimpin dalam kaitannya dengan
hukum tidak menafikan kewenangannya dan kuasa penuhnya
terhadap banyak hal. Hal ini dikarenakan ia memiliki kewenangan
untuk menunaikan kekuasaannya (yadir al-dawlah) melalui daya
pikir kreatif (ijtihad) yang dimilikinya,'® karenaya ia menjadi
seorang individu yang, melalui kewenangannya, membagikan
hak-hak terkait hal di atas kepada yang berhak mendapatkannya
baik secara langsung ataupun tidak langsung.

15 Ibid., 510
1% Ibid..
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BAB III

NAFKAH ANAK DALAM PERUNDANG-
UNDANGAN DI INDONESIA

A. Perkawinan dan Akibat Hukum yang Berlaku dalam
Perundang-Undangan di Indonesia

embincang sebuah perundang-undangan atau

‘aturan hukum’ sejatinya berbicara tentang banyak

hal karena keterkaitannya dengan banyak sekali
cakupan kehidupan manusia. Manusia yang lahir, hidup, dan
tinggal di Indonesia atau di negara manapun merupakan
masyarakat hukum (rechts sociale), konsep ini merujuk pada
sebuah pengertian bahwa kelompok individu yang tinggal atau
berdomisili di satu teretorial tertentu yang memberlakukan
sejumlah peraturan dan peraturan ini dijadikan sebagai
dasar dan pijakan untuk bertindak dan bertingkah laku
dalam kehidupan mereka. Peraturan, aturan hukum, ataupun
perundang-undangan sejatinya dibuat oleh kelompok
masyarakat itu sendiri melalui berbagai pertimbangan baik
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melalui pertimbangan filosofis, | ertimbangan yuridis, maupun
pertimbangan sosiologis dan berlaku bagi mereka sendiri.'”

Sebagai sebuah masyarak:t hukum yang mendasarkan
tindakan berdasar aturan huku' 1, peraturan atau perundang-
undangan yang ada, maka banya - aspek yang saling terkait serta
berkelindan dengan subyek hul-um, obyek hukum, peristiwa
hukum, perbuatan hukum, akiba: hukum, fungsi hukum sampai
pada hak dan kewajiban individu dari masyarakat hukum
tersebut.'®

Kajian yang akan diurai jerikutnya adalah hal yang
-mungkin- berkaitan dengan eristiwa hukum dan akibat
hukum yang ditimbulkannya. H: ini dilakukan tidak saja untuk
menunjukkan agar kajian lebih :las khususnya terkait hal-hal
yang mendasari sebuah aturan hu: um atau perundang-undangan
yang berlaku tetapi juga menunjuikan —secara langsung- materi
hukum yang menjadi pijakan ati.: an hukum tersebut berlaku.

1. Perkawinan dan Akibat H: kum yang Berlaku

Perkawinan, dalam literatur h: kum di Indonesia, merupakan
bagian dari hukum keluarga. Huku 1secaraumum dapat diartikan
sebagai seluruh ketentuan yang >erkaitan dengan hubungan
hukum yang memiliki relasi der gan kekeluargaan tidak saja
karena hubungan darah tetapi juy 1 karena perkawinan.'®

17 Dudu Duswara Machmudin, Acp Gunarsa (Ed.), Pengantar Ilmu
Hukum: Sebuah Sketsa (Bandung: Refika Aditama, 2010), 31

18 Kajian yang agak detail terkait t¢-aa ini. Ibid., 31-55

1% Ali Afandi, Hukum Waris, Hul 1m Keluarga, Hukum Pembuktian:
Menurut Kitab Undang-Undung Hukum erdata (BW) (Jakarta: Bina Aksara,
1986), 93
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Uraian singkat di atas menjelaskan bahwa hubungan keluarga
atau kekeluargaan dapat ditimbulkan melalui dua faktor; pertama
karena hubungan darah yakni pertalian keluarga yang terjadi
antara beberapa individu yang memiliki leluhur yang sama;
kedua karena adanya ikatan perkawinan yakni sebuah pertalian
keluarga yang terjadi karena adanya perkawinan antara seorang
laki-laki dengan seorang perempuan.'®

Baik dalam pandangan hukum Islam ataupun hukum positif
di Indonesia dua hal tersebut di atas merupakan hal yang cukup
penting karena memiliki akibat hukum yang signifikan terkait
dengan hubungan anak dengan orang tua termasuk nafkah di
dalamnya, hukum waris, perwalian dan pengampuan.'!!

Hukum perkawinan, dalam satu sisi, juga merupakan hal
yang memiliki signifikansi yang cukup tinggi karena ia memiliki
dua aspek hukum sekaligus, pertama hukum perkawinan itu
sendiri yang dikonsepsikan dengan keseluruhan peraturan
(perundang-undangan) yang berhubungan dengan suatu
perkawinan, kedua hukum kekayaan dalam perkawinan yang
dikonsepsikan dengan keseluruhan peraturan (perundang-
undangan) yang terkait dengan harta kekayaan suami dan isteri

di dalam sebuah perkawinan.'!

19 Ali Afandi mendefinisikan hubungan kekluaraga atau kekeluargaan
karena perkawinan ini dengan “pertalian keluarga yang terdapat karena
perkawinan antara seorang dengan keluarga sedarah dari isteri atau
suaminya”. Lihat, Ibid..

W Ibid..

12 Ibid..
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Perkawinan, sebagaimana  raian singkat di atas, merupakar
peristiwa hukum yang memili: i akibat hukum yang signifikan.
Akibat hukum yang timbul dari sebuah perkawinan dan
membentuk hubungan suami steri ini cukup luas dari mulai
munculnya hak dan kewajiban s. perti kewajiban untuk bertempat
tinggal di satu tempat tinggal v ng sama, setia antara yang satu
dengan yang lainnya, kewajib: 1 memberi nafkah atau belanja
rumah tangga, hak waris dan s« >againya.'"’

Melihat sisi peristiwa huk im yang cukup signifikan dan
memiliki akibat hukum yang ;: ga signifikan ini, dalam kajian
berikut akan diurai konsep at u pengertian perkawinan dan
beragam hal yang meliputiny 1. “Perkawinan, sebagaimana
didefinisikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 1974 tentang perkawinar ialah ikatan lahir bathin antara
seorang pria dengan seorang wa ita sebagai suami isteri dengan
tujuan membentuk keluarga (ru: nah tangga) yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Y ng Mahaesa™'"

Dalam uraian terdahulu t¢ ah disinggung secara singkat
bahwa masyrakat Indonesia m rupakan masyarakat hukum,
karena berada dalam satu wilayah 1egara maka negara dan bangsa
Indonesia juga merupakan negar hukum, artinya bahwa sebuah
negara hukum memiliki perang at hukum untuk menegakkan
terlaksannya aturan hukum ter- :but. Karena itu dibentuknya

113 Sebuah perkawinan, sebagaim:: 1a diurai Ali Afandi, juga memiliki
akibat bahwa seorang isteri karena perk: vinan tersebut tidak dapat bertindak
sendiri. Ibid., 93-94

4 Tim Permata Press, Kompil: i Hukum Islam (KHI): Hukum
Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafar (Ttp: Permata Press, tt), 78
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atau ditetapkan dan diputuskannnya beragam undang-undang
termasuk Undang-Undang Perkawinan Nasional merupakan
hal yang mutlak dengan tujuan tidak saja menampung prinsip-
prinsip tetapi juga memberikan landasan hukum perkawinan
yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai
golongan dalam masyarakat Indonesia.

Signifikasi Undang-Undang Perkawinan Nasional dalam
menampung prinsip dan memberi landasan hukum sebuah
perkawinan nampak jelas tatkala melihat aturan dan undang-
undang hukum perkawinan yang berlaku sebelumnya. Paling
tidak undang-undang ini mengelaborasi banyak sekali perundang-
undangan sebelumnya; (a) bagi orang-orang Indonesia Asli yang
beragama Islam berlaku Hukum Agama yang telah diresiipir
dalam Hukum Adat; (b) bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya
berlaku Hukum Adat; (c) bagi orang-orang Indonesia Asli
yang beragama Kristen berlaku Huwelijks Ordonnatie Cristen
Indonesia; (d) bagi orang-orang Timur Asing Cina berlaku
ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
dengan sedikit perubahan; (e) bagi orang-orang Timur Asing
lain-lainnya dan warganegara Indonesia keturunan Timur Asing
lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka; (f) bagi orang-
orang Eropa dan warganegara Indonesia keturunan Eropa dan
yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata.!'?

Elaborasi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun
1974 pasal 1, dan semua pasal yang ada, di atas paling tidak
telah melalui tiga (3) unsur pertimbangan standar untuk

15 Ibid., 101-102
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menetapkan dan memutuskar sebuah undang-undang yakni;
pertama, pertimbangan filosc is yakni sebuah pertimbangan
yang dilakukan melaiui telaah : losofis dan telaah ini didasarkan
pada ranah falsafah Pancasila -ebagai sebuah landasan filsafat
hukum bernegara; ke.fua pertin >angan yang melibatkan wilayah
yuridis yaitu sebuah pertimbar jan yang didasarkan pada dasar
perundang-undangan yanglebi tinggi derajatnya dibandingkan
dengan undang-undang yany akan diundangkan. Undang-
undang yang lebih tinggi at: 1 paling tinggi dan dijadikan
pertimbangan yuridis ini adal: 1 Undang-Undang Dasar 1945;
ketiga pertimbangan sosiolog ;, pertimbangan ini dijadikan
acuan tidak saja karena menu npung segala kenyataan yang
hidup dalam masyarakat'' te api juga -dalam makna yang
paling ringan- melihat diterim: atau tidaknya sebuah undang-
undang atau paling tidak -seb lum diundangkan- rancangan
undang-undang. Uraian ketiga i:-i, secara umum, baru dilakukan
setelah undang-undang tersebut liundangkan melalui sosialisasi
undang-undang.

Sebuah bentuk perkawinan ebih jauh, harus dianggap atau
tepatnya diyakini sah agar akib: hukum yang ditimbulkannya
juga sah. Dalam Undang-Undan; Perkawinan Nasional Nomor
1 Tahun 1974, khususnya pasal :ua (2) ayat 1 dan 2 dijelaskan
dengan gamblang bahwa; (1) F rkawinan adalah sah, apabila
dilakukan menurut hukum n sing-masing agamanya dan
kepercayaannya itu; (2) Tiap-tia » perkawinan dicatat menurut
peraturan perundang-undang: 1 yang berlaku. Dalam poin
teks undang-undang di atas, « ipat diurai lebih jauh bahwa

16 Ibid., 102
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sebuah perkawinan akan sah apabila dilaksanakan melalui dua
pertimbangan; pertama pertimbangan agama individu yang
melaksanakan perkawinan dan ini berarti jurisprudensi Islam
-bagi individu yang beragama Islam- merupakan hal yang sangat
penting untuk dijadikan pertimbangan karena -dalam pengantar
ilmu hukum- juris prudensi termasuk jurisprudensi Islam yang
tersebar di berbagai karya para juris Islam (fugaha) merupakan
obyek hukum materiil dan -bahkan pada saat yang sama dalam
kasus-kasus tertentu- merupakan objek hukum formil karena
pertimbangan poin berikutnya; kedua pertimbangan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Uraian kedua ini melibatkan
pertimbangan-pertimbangan obyek formil sebuah perundang-
undangan yang tersebar dalam teks-teks aturan hukum yang
berlaku.

Dari sebuah peristiwa hukum yang berupa perkawinan
yang diurai di atas, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, akan
membawa pada sebuah akibat hukum. Akibat hukum dari sebuah
perkawinan tidak saja meliputi terwujudnya hak dan kewajiban
suami-isteri tetapi juga pada hal lain yang mengiringinya. Hal-
hal tersebut meliputi hubungan anak dengan orang tua dan hal
ini melibatkan nafkah di dalamnya, hukum waris, perwalian dan

pengampuan atau akibat lainnya.'”

Sebelum menjelaskan hal terkait nafkah baik pada isteri atau
secara spesifik sebagaimana fokus kajian ini nafkah pada anak,
akan diurai lebih jauh hal yang memiliki hubungan dengan hak
dan kewajiban seorang suami-isteri.

17 Ali Afandi, Hukum Waris..., (Jakarta: Bina Aksara, 1986), 93
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Undang-Undang Perkaw .nan Nasional khususnya pada
bab IV menjelaskan secara gamblang terkait redaksi hak dan

kewajiban suami-isteri. Melalui redaksi perundang-undangan
tersebut dapat diungkap bahw.:-

(1) Hak dan kedudukan is' >ri adalah seimbang dengan hak

dan kedudukan suami
dan pergaulan hidup t
(2) Masing-masing pih
perbuatan hukum.
(3) Suami adalah kepala
tangga.''®
Dalam pasal-pasal selanjutr
pasal 34 masih menjelaskan kes.
hak suami-isteri dalam sebuah }-
1 dan 2 dinyatakan bahwa; (1!
tempat kediaman yang tetap:
yang dimaksud dalam ayat (1)
isteri bersama. Sedangkan pasa’

Isteri wajib saling cinta-mencir-

dan memberi bantuan lahir bat
Sementara pada pasal yang lain
bahwa; (1) Suami wajib melind
segala sesuatu keperluan hidup
kemampuannya; (2) Isteri wajib -

118 Redaksi di atas merupakan !
Nasional Nomor 1 Tahun 1974 pasal 31
Hukum Islam... (Ttp: Permata Press, tt)
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lalam kehidupan rumah tangga
>rsama dalam masyarakat.
k berhak untuk melakukan

<eluarga dan isteri ibu rumah

rabaik pasal 32, pasal 33, sampai
:mbangan antara kewajiban dan
erkawinan. Dalam pasal 32 ayat
Suami isteri harus mempunyai
(2) Rumah tempat kediaman
asal ini ditentukan oleh suami
33 menjelaskan bahwa “Suami
ai, hormat menghormati, setia
in yang satu kepada yang lain.
pasal 34) ayat 1-3 menjelaskan
‘ngi isterinya dan memberikan
rerumah tangga sesuai dengan
1engatur urusan rumah-tangga

daksi Undang-Undang Perkawinan
yat 1-3. Tim Permata Press Kompilasi
87-88



sebaik baiknya; (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya
masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Redaksi perundang-undangan di atas menjelaskan bahwa
terdapat sejumlah akibat hukum dari sebuah perkawinan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban berumah tangga.
Dari redaksi tersebut juga nampak jelas bahwa nafkah atau
kebutuhan rumah tangga dibebankan kepada suami tidak hanya
nafkah dhahir berupa kebutuhan pokok sehari-hari, pakaian
isteri, serta kebutuhan primer dan skunder lainnya tetapi juga
kebutuhan bathin untuk dicintai dan dilindungi. Namun inti
dari uraian di atas sejatinya muncul dalam redaksi perundangan
sebelumnya bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur
untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari
kehidupan masyarakat'’® dan negara.

B. Nafkah Anak Sebagai Amanat Undang-Undang

Dalam uraian sebelumnya telah dipaparkan bahwa
sebuah perkawinan memiliki beragam akibat hukum yang
ditimbulkannya. Akibat hukum sebuah perkawinan, selain
membawa pada konsekwensi hak dan kewajiban antara suami
isteri, adalah menafkahi anak yang lahir akibat perkawinan
tersebut.

Dalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan, paling
tidak, dua bab dan delapan pasal yang mengatur tidak saja
kedudukan anak tetapi juga hak dan kewajiban antara orang
tua dan anak. Dalam kaitannya dengan kedudukan anak terdapat
penjelasan perundang-undangan yang menegaskan bahwa

"9 Ibid., 87
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kedudukan anak dikaitkan dngan sah atau tidaknya sebuah
perkawinan, “Anak yang sah, sebagaimana diamanatkan pasal
42, adalah anak yang dilahi:kan dalam atau sebagai akibat
perkawinan yang sah”1%°

Sementara itu pada lim pasal selanjutnya yang secara
tegas mengatur hak dan kewu iban antara orang tua dan anak
menunjukkan berbagai penj lasan hukum. Dalam pasal 45
Undang-Undang Perkawinan Jasional ayat 1 dan 2 dijelaskan
bahwa:

(1) Kedua orang tua wajib nemelihara dan mendidik anak-
anak mereka sebaik-b iknya.

(2) Kewajiban orang tua rang dimaksud dalam ayat (1)
pasal ini berlaku san ai anak itu kawin atau dapat
berdiri sendiri, kewajit 1n mana berlaku terus meskipun
perkawinan antara ke« 1a orang tua putus.'?!

Sedangkan pasal 46 ayat 1  an 2 menyatakan bahwa:

(1) Anak harus menghor mati orang tua dan mentaati
kehendak mereka yang baik.

120 Dalam pasal selanjutnya, pas. 43 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa;
(1) Anak yang dilahirkan di luar peri winan hanya mempunyai hubungan
perdata dengan ibunya dan keluarga unya; (2) Kedudukan anak tersebut
ayat (1) di atas selanjutnya akan . aitur dalam peraturan pemerintah.
Sementara dalam pasal 44 ayat 1 dan 2 _inyatakan bahwa; (1) seorang suami
dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana
ia dapat membuktikan bahwa isteriny telah berzina dan anak itu akibat
daripada perzinaan tersebut. (2) Penga. :lan memberikan keputusan tentang
sah/tidaknya anak atas permintaan pih. < yang berkepentingan. Ibid., 90-91

121 Ibid., 91
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(2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut
kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis
lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuan.

Sementara dalam pasal 47 sebagai pasal berikutnya terdapat

ketentuan undang-undang yang menyatakan bahwa:

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas)
tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan
ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka
tidak dicabut dari kekuasaannya.

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala

perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Dalam pasal 48 sebagai pasal lanjutan yang mengatur hak
dan kewajiban orang tua dan anak menjelaskan redaksi undang-
undang dimaksud, yaitu: “Orang tua tidak diperbolehkan
memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang
dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas tahun)
atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila
kepentingan anak itu menghendakinya.”

Undang-Undang Perkawinan Nasional tersebut, lebih jauh
mengurai pasal 49 yang berkaitan dengan hak dan kewajiban
relasional antara orang tua dan anak. Paling tidak terdapat dua
ayat, yaitu ayat 1 dan 2 yang berbunyi; (1) Salah seorang atau
kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang
anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang
tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara
kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan
keputusan pengadilan dalam hal-hal: (a) sangat melalaikan
kewajibannya terhadap anaknya; (b) berkelakuan buruk sekali.
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(2) Meskipun orang tua dica’ ut kekuasaannya, mereka masih
tetap berkewajiban untuk meriberi biaya pemeliharaan kepada
anak tersebut.'?

Dalam rangkaian redak: Undang-Undang di atas mulai
pasal 45 sampai dengan 49 n 2njelaskan baik secara langsung
ataupun tidak langsung terkai dengan hak dan kewajiban orang
tua dan anak. Pasal 45 ayat 1 ecara jelas menunjukkan bahwa
kedua orang tua memiliki k- wajiban tidak saja memelihara
tetapi juga mendidik anak d: 1 ini berlangsung, sebagaimana
ditunjukkan dalam ayat beriku nya, sampai anak tersebut kawin
atau dapat berdiri sendiri.

Memelihara dan mend dik anak merupakan hal yang
krusial dan dimulai dari anak nasih kecil sampai anak berusia
minimal delapan belas (18) ahun jika anak tersebut anak
laki-laki dan berusia enam be! 1s (16) tahun jika anak tersebut
adalah anak perempuan.'’” N -mun redaksi ini menunjukkan
batasan minimal anak dapat m langsungkan perkawinan, tidak
menunjukkan batasan maksim | usia. Karena batasan maksimal
tidak ditentukan secara spesifik sia anak melainkan ditunjukkan
melalui redaksi bahasa yang | in yaitu sampai anak tersebut
mampu berdiri sendiri.'*

Pasal 45 ini tidak muncul dalam penjelasan umum yang
memiliki kaitan erat denga masing-masing pasal yang
mungkin sangat berguna tidak ja untuk mempertegas ataupun

122 Ibid., 92

125 Minimal usia in: ditunjukk 1 dalam redaksi lain dari undang-
undang yang sama khususnya padabs Il pasal 7 ayat 1. Ibid., 80

124 Lihat pasal 45 ayat 2, Ibid., 91
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memperinci maksud dari pasal demi pasal dalam sebuah redaksi
undang-undang yang berlaku tetapi juga untuk menghindari
penafsiran teks atau redaksi undang-undang secara keliru atau
kurang tepat. Konsep atau redaksi berdiri sendiri dapat diartikan
anak yang sudah bekerja secara mandiri namun pemasukan atau
income yang ia terima dari pekerjaan tersebut belum mampu
menafkahi dirinya sendiri karena wilayah atau bidang pekerjaan
yang ia tekuni di bawah rata-rata upah minimum regional, atau
karena alasan lainnya dan hal ini tidak mencukupi kebutuhan
primer dirinya sehingga dalam kasus ini ia masih dianggap
berada pada tingkat keluarga sejahtera 1 atau bahkan pra
sejahtera sebagimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah
No. 21 1994 khususnya pasal 1, atau melalui pasal-pasal yang
lain. Poin ini paling tidak masih menujukkan bahwa individu
ini atau bersama-sama keluarganya masih belum mampu untuk
memenuhi salah satu dari lima kebutuhan dasar (basic needs);
baik kebutuhan pengajaran agama, pangan, papan, sandang,
ataupun kesehatan; atau masih masuk dalam keluarga sejahtera
1 yang masing-masing individu dalam keluarga tersebut mampu
melaksanakan ibadah menurut agama oleh masing-masing
anggota keluarga, secara umum sluruh anggota keluarga makan
dua kali sehari atau lebih, seluruh anggota keluarga memiliki
pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan
untuk bepergian, bagian yang terluas dari lantai rumah bukan
dari tanah, bila anak sakit atau pasangan usia subur (PUS) ingin
ber KB di bawa ke sarana atau petugas kesehatan.'*

123 Kajian singkat terkait indikator keluarga miskin sekali, miskin, pra
sejahtera, sejahtera 1 sampai sejahtera 3 plus, lihat. Bkkbn-Jatim Indikator
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Hal terkait ragam indikat r tersebut di atas masih perlu
dijelaskan lebih detail lagi } arena kebutuhan pendidikan
termasuk pendidikan agama mu 1gkin belum memadai bagi anak
atau individu keluarga lainnya ;ehingga ragam persoalan juga
variatif. Seorang individu mun 3kin belum berumur 18 tahun
namun ia sudah bekerja dan tid.ik rnencukupi kebutuhan dasar
(basic needs) sendiri, atau mungkin seorang individu sudah
berumur 18 tahun dan bekerja: amun ia sudah melangsungkan
perkawinan dan pekerjaannya ti. ak mencukupi kebuthan sendiri
dan keluarganya atau bahkan ebutuhan bapak ibunya, atau
uraian lain yang juga -mungki- masih rumit jika tidak dikaji
lebih detail.

C. Putusnya Perkawinan Srta Akibat Hukumnya

Perkawinan merupakan h.! yang memiliki relasi dalam
menyeimbangkan alam. Ham; ir semua -kelau tidak boleh
mengatakan semua- makhluk v ng diciptakan Allah memiliki
pasangan masing-masing; mata . ‘ah angin diciptakan Allah swt.
secara berpasangan, ada barat d.. n timur, ada utara dan selatan
dan seterusnya; waktu dalam pa dangan sains ataupun lainnya
juga diciptakan secara berpasan: an, ada siang dan ada malam,
ada pagi ada senja dan seterusny: mahluk hidup juga diciptakan
Allah swt. secara berpasangan tur buhan atau bungan tumbuhan
terdapat penyerbukan putik da benangsari dan seterusnya,
hewan juga diciptakan dengan jerpasangan, ada jantan dan
ada betina; Manusia sebagai ma luk yang paling mulia di sisi

dan Kriteria Keluarga http://www.bkk!' -jatim.go.id/bkkbn-jatim/ indikasi.
Diunduh September 16 2014
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Allah swt. juga diciptakan berpasangan, ada wanita dan ada pria
yang masing-masing memiliki peran dan fungsi masing-masing.
Karena manusia diciptakan secara sempurna, ia dibekali hati dan
pikiran (akal) untuk meneruskan dan memelihara generasinya
sendiri melalui agama dan aturan negara serta aturan lain di
masyarakat tempat ia (mereka) tinggal dan beraktifitas.

Seluruh aktifitas manusia yang bermasyarakat diatur dengan
aturan yang termuat dan tersebar di dalam al-Qur’an, Hadith
Nabi saw, kitab-kitab figh yang ditulis oleh para ahli hukum
Islam, serta aturan aturan negara tempat masyarakat tersebut
melakukan aktifitasnya termasuk aturan perkawinan antara
seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang berkehendak
membentuk sebuah keluarga yang berkualitas, sejahtera, bahagia
lahir dan bathin.

Asas perkawinan di Indonesia memakai azas monogami,
karena itu tidak dibenarkan seorang individu melakukan
perkawinan untuk kedua kalinya selama ia memiliki pasangan
hidup secara sah. Sejatinya perkawinan yangberazaskan monogami
ini bertujuan tidak saja untuk melanggengkan kehidupan
mereka (suami-isteri) tetapi juga untuk membahagiakan dan
mensejahterakan serta mempertinggi kualitas kehidupan mereka
dan anak-anak mereka. Namun kadangkala kehidupan berumah-
tangga tidak seperti yang mereka inginkan karena mungkin
terdapat hal-hal yang tidak mereka inginkan terjadi dan tidak
dapat mereka kendalikan. Hal-hal inilah yang memungkinkan
hubungan mereka (suami-isteri) menjadi renggang dan bahkan
sampai menimbulkan putusnya sebuah perkawinan.
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Ketika melaksanakan kehic ipan mereka secara harmonis
mereka melakukan hak dan kew iban mereka secara seimbang.
Seorang suami melakukan peker 1an atau mencari nafkah untuk
memenuhi kebutuhan hidup me: ka serta memenuhi kebutuhan
anak anak mereka. Namun karer: 1 ketidak- harmonisan muncul
karena beragam alasan maka se*-uah keputusan yang mungkin
sangat berat harus dilakukan yait: pemutusan ikatan perkawinan
yang, menurut Islam, merupaka: perjanjian agung.

Kehidupan berkeluarga, b. rmasyarakat dan bernegara
juga diatur melalui aturan-atur n dan perundang-undangan
yang berlaku di suatu negara. / uran putusnya sebuah ikatan
perkawinan ini juga tidak terle: as dari undang-undang yang
ada seperti rangkaian penjela: .n yang diurai di atas, yaitu
Undang-Undang Perkawinan N_sional Nomor 1 Tahun 1974.
Putusnya sebuah ikatan perka. inan dalam undang-undang
tersebut dijelaskan karena berb: .;ai sebab. Sebuah perkawinan
dapat putus, sebagaimana dijela: .an dengan jelas oleh pasal 38,
karena kematian, perceraian atai atas keputusan pengadilan.'?

Dalam tiga alasan di atas, pa ng tidak dua penggal terakhir
menunjukkan pentingnya sebuah jeradilan dalam sebuah negara
dan masyarakat hukum, kareri lembaga ini bersama-sama
seluruh hakim, panitera, serta . >di negara lainnya di bidang
hukum dalam lembaga yang san 1 atau lembaga pemerintahan
lainnya, merupakan satu tool at: 1 satu sarana untuk mengatur
jalannya sebuah pemerintahan jar tertib, aman dan nyamar

126 Tim Permata Press Kompilasi H <um Islam... (Ttp: Permata Press, tt),
89
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dihuni masyarakat yang bertempat tinggal di dalamnya.
Pentingnya sebuah peradilan atau pengadilan baik pengadilan
agama maupun pengadilan negeri juga nampak dalam wilayah
perkawinan, perceraian, warisan, dan permasalahan perdata
lainnya. Sebagai ilustrasi pentingnya pengadilan khususnya
pengadilan agama, atau pengadilan lainnya, dapat menjembatani
perjalanan aktifitas yang beragam termasuk perceraian yang
diamanatkan Undang-Undang Perkawinan pasal 39 ayat 1 sampai
3 yang secara tegas menyatakan bahwa:

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang
Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan
berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah
pihak.

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan,
bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup
rukun sebagai suami isteri.

(3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur
dalam peraturan perundangan tersendiri.

Untuk melakukan sebuah perceraian baik dalam bentuk
talaq yang dilakukan oleh seorang suami ataupun cerai gugat yang
dilakukan oleh seorang isteri harus dilakukan di depan Sidang
Pengadilan dan melalui mekanisma waktu yang tidak pendek,
paling tidak alasan-alasan yang dikemukakan baik oleh suami
maupun oleh isteri harus cukup memadai termasuk bukti-bukti
yang dikemukakan masing-masing pihak. Aturan-aturan dan tata
cara yang terkait dengan perceraian baik cerai talaq ataupun cerai
gugat ini, karena tidak diundangkan dalam Undang-Undang
Perkawinan tersebut, diatur dalam peraturan perundangan
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tersendiri termasuk rentetan dar :ahapan mekanisme yang harus
dijalankan atau dilaksanakan.

Walaupun gugatan percerai n diajukan kepada Pengadilan
baik Pengadilan Negeri maupun ~engadilan Agama, namun tata
cara atau mekanisme pengajuan gugatan diatur dalam aturan
perundangan tersendiri. Hal ini nampak dalam pasal 40 ayat 1
dan 2 yang secara tegas menyatasian bahwa:

(1) Gugatan perceraian diarikan kepada Pengadilan.
(2) Tata cara mengajukan ugatan tersebut pada ayat (1)
pasal ini diatur dalam pe¢ -aturan perundangan tersendiri.
Dalam uraian-uratan kajian erdahulu, atau pada alinea dan
sub bab sebelumnya telah dijelast :n bahwa sebuah peristiwa atau
perbuatan hukum berupa perk: vinan -atau lainnya- memiliki
akibat hukum yang mungkin t ragam antara peristiwa yang
satu dengan peristiwa atau perb:-atan hukum yang lain, begitu
juga dalam sebuah peristiwa atau »erbuatan hukum yang berupa
perceraian ini. Akibat dari periitiwa atau perbuatan hukum
berupa putusnya perkawinan ka-ena perceraian juga memiliki
akibat hukum yang karena negar: memakai hukum positif maka
akibat hukum yang terjadi dar: >eristiwa tersebut juga harus
diatur dalam sebuah undang-unc. ng, karena bagian dari sebuah
perbuatan berupa perkawinan n.aka akibat hukum perceraian
juga masuk dalam bab dan pasal y. ng terkait dengan perkawinan
tersebut.

Paling tidak terdapat tiga (3) poin redaksi peraturan
perundangan ketika seorang in: vidu melakukan perceraian;
pertama “Baik ibu atau bapak teta; berkewajiban memelihara dan
mendidik anak-anaknya, semata- ' 1ata berdasarkan kepentingan
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anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-
anak, pengadilan memberi keputusannya”; kedua “Bapak
yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan
pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam
kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan
dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”;
ketiga “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk
memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu
kewajiban bagi bekas isteri.”

Dari redaksi tiga pion perundang-undangan di atas paling
tidak dapat diambil penjelasan bahwa akibat hukum dari sebuah
perceraian masih tetap memberikan banyak sekali kewajiban bagi
mantan suami untuk memberi nafkah tidak saja kepada isteri
atau bekas isterinya tetapi juga kepada anak-anaknya sendiri.
Bahkan pemberian nafkah kepada anak-anaknya ini tidak
hanya, sebagaimana ditunjukkan oleh redaksi undang-undang,
berkaitan dengan dana-dana pemeliharaan anak dari mulai susu
—jika anak tersebut masih bayi sampai usia balita-, dana-dana
kesehatan anak, dana atau uang makan dan lauk-pauk, dana
pakaian harian tetapi juga dana pendidikan termasuk dana uang
sekolah, dana pembelian buku-buku ajar yang digunakan anak,
dana pembelian keperluan sekolah lainnya sampai anak berusie
18 atau 21 atau saat anak tersebut dapat berdiri sendiri, memiliki
penghasilan sendiri dalam mencukupi kebutuhan hidupnya.
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BAB IV

NAFKAH ANAK DALAM PANDANGAN
ABU ZAHRA

A. Nafkah Anak Sebelum & Pasca Perceraian dalam
Perspektif Abu Zahra dan Undang-Undang
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

ak-hak anak sejatinya, sebagaimana diurai secara
agak panjang dalam bab II, terkait erat dengan adanya
pernikahan (thamrat al-zawaj),'” Hak anak muncul
pertama kali saat kelahiran seorang anak dari hasil sebuah
pernikahan. Hak anak tersebut dapat berbentuk sejumlah
kewajiban seorang bapak secara mandiri, sedangkan sebagian
beban kewajiban yang lain dapat dibebankan kepada ibu-
bapaknya.'” Hak pertama yang dibebankan kepada seorang

127 Abu Zahra, al-Ahwal al-Shakhshiyyah (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Araby,
tt), 451

128 Ibid..
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bapak adalah hak penetapan nasa »; hal ini berarti seorang bapak
sejak awal kelahiran seorang ai 1k, mestinya sudah dibebani
pengurusan sertifikatatauaktake ahirananaknya sehingga sejak
awal terpenuhi hak-hak yang m. lekat bagi anak dengan bukti
penerbitan akte kelahiran terseh it. Setelah hak pertama anak
terpenuhi, hak kedua anak adal: 1 hak pendidikan (haqq Ii al-
tarbiyah)yang dibebankankepad: »apakdanibu.'® Pembenanan
kewajiban kepada seorang ibu ke :da anaknya dikaitkan dengan
hak anak untuk mendapatkan AS (al-radaah) dan pengasuhan
atau perawatan saat anak masih angat membutuhkan ibunya.

Penjelasan yang dikemukakar Abu Zahra dalam karyanya al-
Ahwal al-Shakhsiyah di atas memil <i relasi yang cukup signifikan
dengan redaksi Undang-Undang 2erkawinan Nomor 1 Tahun
1974 yang telah diurai dalam b: > sebelumnya, yakni bahwa
sebuah perkawinan diyakini sal' apabila dilakukan menurut
hukum agama masing-masing | elaku dan dicatat menurut
peraturan perundang-undangan y :ng berlaku.'*® Ketika sebuah
perkawinan diyakini sah karena ilakukan dan dicatat sesuai
perundang-undangan yang berlak . maka apa yang disebut Abu
Zahra dengan thamrat al-zawaj atar dalam bahasa hukum disebut
akibat hukum juga berlaku dan me niliki kekuatan hukum yang
mengikat tidak saja pada kedua ir lividu yang melangsungkan
perkawinan tetapi juga pada rangk ian keluarga wanita dan pria
serta anak-anak mereka.

'# Kajian agak detail tema ini, Ibid., >1-484

% Tim Permata Press, Kompilasi } kum Islam: Hukum Perkawinan,
Kewarisan dan Perwakafan (Ttp: Permata ress, tt), 78
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Thamrat al-zawaj atau akibat hukum ini, sebagaimana
diurai pada bab lalu, dapat berupa: (1) konsekwensi relasi
warisan dengan bapak mempelai pria, ibu mempelai wanita,
kakek dari sisi bapak mempelai pria, saudara laki-laki mempelai
pria, saudara perempuan mempelai pria, anak laki-laki maupun
anak perempuan mempelai pria, isteri mempelai pria dan
mungkin masih terdapat penjelasan yang lebih panjang dalam
kaitannya dengan hak waris;"*! (2) konsekwensi relasi perwalian
dan pengampuan; dalam ranah kedua ini seorang anak baik
anak laki-laki maupun anak perempuan -sejak kelahirannya-
memiliki hak untuk menadapatkan justifikasi nasab (genealogi)
dari orang tuanya dan bapak dalam hal ini merupakan individu
yang dibebani pengurusan hal tersebut yaitu bahwa bapak
berkewajiban tidak saja untuk membuatkan anaknya akta
kelahiran yang sah, yang membuktikan bahwa anak tersebut
adalah anak sahnya tetapi juga berkewajiban untuk memberi
nafkah dan keperluan preawatan dan pendidikan anak sesuai
kemampuan yang dimilikinya; (3) konsekwensi relasi keluarga
dan kekerabatan.

11 Kajian yang jauh lebih detail terkait warisan baik ditinjau melalui
Hukum Adat, Hukum Agama Islam, dan Hukum BW muncul dalam
keterangan yang dikemukakan R. Wirjono Projodikoro yang menyatakan
bahwa anak dari peninggal warisan merupakan ahli waris yang terpenting
karena pada dasarnya anak adalah satu-satunya ahli waris karena sanak
keluarga -yang dalam bahasa Abu Zahra disebut dengan hawash- tidak
menjadi ahli waris jika peninggal warisan memiliki sejumlah anak. R.
Wirjono Projodikoro, Hukum Warisan di Indonesia (Bandung: Sumur
Bandung, 1991), 33
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Pada wilayah ini Abu> Zahr menunjukkan bahwa bahwa
terdapat relasi antara kewajib: 1 memberi nafkah seorang
individu kepada individu lainny karena alasan kekeluargaan
dan kekerabatan, namun masi tetap mempertimbangkan
kesejahteraan individu yang dib: »ani nafkah tersebut. Berikut
merupakan tabel singkat yang m ngilustrasikan relasi keluarga
dan kerabat yang memilki relasi lengan kewajiban pemberian
nafkah.
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ILUSTRASI RELASI KEKERABATAN DENGAN KEWAJIBAN MEMBERI NAFKAH BAGI
KERABAT YANG SATU DENGAN KERABAT LAINNYA

Imam Malik

Seorang
individu
hanya
berkewajiban
memberi
nafkah
kepada
orang tua
dan anak
kandung

Imam Shafi’i

Seorang
anak/cucu
dibebani
kewajiban
memberi
nafkah
kepada
bapak atau
kakeknya dan
seterusnya
ke atas (atau
ke bawah)
(konsep
‘awlad ’aba’
atau furu
dan ’usul)

Abu Hanifah

Seorang
individu
(kerabat)
dibebani
nafkah kepada
kerabat lainnya
berdasarkan
muharramiyah
(walaupun
bukan kerabat
dari sisi ‘awlad)

Ahmad

Ibn Hanbal
Seorang
individu
(kerabat) yang
cukup dekat
kekerabattannya
dengan individu
lain terkait
warisan bagi
kerabat yang
membutuhkan
termasuk
qarabat al-
‘awlad, harus
ada kesamaan
agama

Undang-Undang No. 1 Tahur
1974

Suami wajib melindungi
isterinya dan memberikan
segala sesuatu keperluan
hidup berumah tangga sesuai
dengan kemampuannya (Pasal
34), Kedua orang tua wajib
memelihara dan mendidik
anak-anak mereka sebaik-
baiknya (Pasal 45:1) Kewajiban
orang tua yang dimaksud dalam
ayat (1) pasal ini berlaku sampai
anak itu kawin atau dapat
berdiri sendiri, kewajiban
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mana berlaku terus meskipun
perkawinan kedua orang tua
putus (Pasal 45:2), Jika anak telah
dewasa, ia wajib memelihara,
menurut kemampuannya,
orang tua dan keluarga dalam
garis lurus ke atas, bila mereka
itu memerlukan bantuan
(Pasal 46:2), Anak yang belum
mencapai umur 18 (delapan

—esvess GG ULAWLLL P i1ail
me]angsungkan perkawinan
ada dibawah kekuasaan orang
tuanya selama mereka tidak
dicabut dari kekuasaannya
(Pasal 47:1) Orang tua mewakili
anak tersebut mengenai segala
perbuatan hukum di dalam dan
diluar Pengadilan (Pasal 47:2),
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Orang tua tidak diperbolehkan
memindahkan hak atau
menggadaikan barang-barang
tetap yang dimiliki anaknya yang
belum berumur 18 (delapan
belas) tahun atau belum pernah
melangsungkan perkawinan
, kecuali apabila kepentingan
anak itu menghendakinya
(Pasal 48), Meskipun orang tua
dicabut kekuasaannya, mereka
masih tetap berkewajiban untuk
memberi biaya pemeliharaan
kepada anak tersebut. (Pasal
49:2),



Dalam ilustrasi relasi keker jatan dengan beban kewajiban
memberi nafkah dari satu ker: »at kepada kerabat lainnya di
atas nampak bahwa szorang in .ividu berkewajiban memberi
nafkah, sebagaimana yang dir -atakan Imam Malik, hanya
kepada anak jika individu terseh 1t sebagai orang tua dan hanya
kepada orang tua jika individu t rsebut bertindak sebagai anak.
Namun Imam Shafi’i mengurai ‘bih jauh dengan menyatakan,
sebagaimana diurai Abu Zahra bahwa seorang individu atau
tepatnya seorang anak yang tela: berusia dewasa dan memiliki
kemapuan finansial yang berlebi atau sudah sejahtera dibebani
kewajiban untuk memberi nafk: 1 kepada bapak atau kakeknya
dan seterusnya menurut genealicgi ke atas, hal yang sama juga
berlaku untuk genealogi ke bav ah dalam arti bahwa seorang
bapak wajib memberi nafkah ker 1da anaknya, atau jika ia sudah
menjadi seorang kakek ia juga d: »eri beban untuk memberikan
nafkah kepada cucunya dan set rusnya dalam garis genealogi
laki-laki ke bawah.!*2

Konsep Imam Shafi’i yang d :emukakan Abu Zahra ini juga
muncul dalam redaksi perund: 1g-undangan yang berlaku di
Indonesia, tepatnya termuat dala: 1 Undang-Undang Perkawinan
Nasional Nomor 1 Tahun 1974. P: 1dangan Abu Zahra, khususnya
pada poin kajian penggal kedua i atas, terkait dengan statemen
atau redaksi Undang-Undang Vo 1 Tahun 1974 khususnya
pada pasal 45 ayat 1 dan 2 yang 1 .enyatakan secara tegas bahwa
orang tua -baik bapak atau ibu- rerkewajiban memberi nafkah

P2 Imam Shafi’i, melalui tulisar Abu Zahra, menyebut konsep ini
dengan istilah nafaqat al-fu-u‘ ‘ala usu! im wa nafaqat al-‘usul ala furu‘ihim
yang secara singkat ia sebut sebagai ko' sep ‘Aba dan Awlad. Abu Zahra, al-
Ahwal al-Shakhsiyah (Kairc: Dar al-Fik  al-‘Araby; tt), 484
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-memelihara dan mendidik- anak mereka sampai anak mereka
melangsungkan perkawinan atau berdiri sendiri walaupun
perkawinan mereka putus.!*®

Dalam dua pasal di atas serta redaksi yang ditunjukkan pasal
46 ayat 2 dalam tabel, mestinya —khususnya pasal 46 ayat 2- juga
berlaku sebaliknya sebagaimana penjelasan Imam Shafi’i yang
telah dielaborasi Abu Zahra yang mengurai bahwa kewajiban
memberi nafka tidak saja didasarkan pada konsep aba’ tetapi
juga konsep awlad yakni bahwa anak yang sudah dewasa dan
memiliki kemampuan finansial yang memadai diharuskan
memberi nafkah kepada kedua orang tua —-khususnya bapak- dan
secara umum ibu dan bapaknya serta keluarga dari garis lurus
ke atas (genealogi ke atas) yang berarti undang-undang telah
mengatur bahwa seorang cucu (yang sudah dewasa dan memiliki
kemampuan finansial yang berlebih) dapat dan bahkan dibebani
tanggung jawab untuk memberi nafkah kepada tidak saja bapak
tetapi juga kakeknya yang memerlukan bantuan finansial untuk
mencukupi kebutuhan hidupnya.

Redaksi undang-undang baik pada pasal 45 ayat 1 dan 2
maupun pasal 46 ayat 2 mungkin telah mengelaborasi wilayah
figh Islam (baca: jurisprudensi Islam) yang dalam satu hal
mewakili ranah hukum materiil yang dijadikan sumbe
untuk menentukan putusan-putusan yang dijalankan dalam
sebuah peradilan dan menjadikannya hukum formil. Namun
redaksi tersebut paling tidak belum mengelaborasi; Pertama
cara undang-undang tersebut berlaku dan mengikat melalui

133 Lihat, Tim Permata Press, Kompilasi Hukum Islam: Hukum
Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan (Ttp: Permata Press, tt), 91
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putusan hakim dalam suatu Per. radilan Agama maupun Negeri
khususnya ketika seorang suan telah memutuskan hubungan
perkawinannya dengan isterin' 1 karena alasan ekonomi atau
karena alasan lainnya. Hal ini 1 embawa kepada ‘efek domino’
pengganti tanggung jawab nafka: seorang bapak kepada anaknya
lepas dari aturan karena ia tels 1 bercerai atau belum, karena
tidak mungkin semua beban ta: ggung jawab finansial tersebut
diserahkan kepada negara; Ke: ua ketika seorang bapak baik
ketika ia sudah bercerai karena eragam alasan ataupun belum
namun tidak atau belum mampu aencukupi dirinya sendiri maka
nafkah, pemeliharaan. dan penc dikan anak akan terbengkalai.
Karena hal ini maka mestinya r gara melalui institusi-institusi
yang terkait dapat mencarikan s. lusi yang dianggap ideal untuk
memecahkan persoalan terseb: , dan hal ini dapat dilakukan
dengan -mungkin- memperbail  item-item redaksi perundang-
undangan yang dapat menjaga kesejahteraan anak termasuk
memasukkan kewajiban seoran: kakek untuk memberi nafkah
cucunya yang secara finansial m ngkin tidak memadai'** (yang
meminjam bahasa Abu Zahra /1 laf" al-halak ‘ani al-qarib) dan
bahkan dalam kriteria berneg: a anak tersebut dimasukkan
dalam keluarga pra-sejahtera ¢ au paling tidak masih dalam
kondisi sejahtera 1 sedangkan ka ek berada pada ranah sejahtera
3 bahkan sejahtera 3 plus.

Walaupun redaksi perund ing-undangan belum secara
lengkap dan memadai dalam aengelaborasi konsep Imam

13 Uraian ini dapat ditelusuri m: alui cara membandingkan hal yang
dimunculkan Imam Shafi’i dan disebut Aba Zahra sebagai konsep Aba’ dan
"Awlad. Karena konsep yang muncul calam redaksi perundang-undangan
hanya terkait dengan Aba’
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Shafi’i sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas, namun
dalam beberapa kasus redaksi undang-undang dalam bab
yang berbeda -atau bahkan melauli undang-undang yang lain-
sejatinya memiliki relasi yang cukup signifikan dengan konsep
kesejahteraan tidak hanya kesejahteraan masyarakat secara
umum tetapi juga kesejahteraan anak.

Pada penggal pertama dan penggal kedua pernyataan
terakhir tersebut (baca: kesejahteraan masyarakat dan anak)
sejatinya sudah banyak aturan perundang-undangan yang sudah
dapat dijadikan acuan atau referensi bagi banyak pihak termasuk
para hakim untuk memutuskan sebuah perkara. Contoh kongkrit
peraturan perundang-undangan yang memiliki relasi antara yang
satu dengan lainnya muncul dalam Undang-Undang Perkawinan
Nomor 1 Tahun 1974 khususnya pasal 45 ayat 1 dan 2, dan pasal
46 ayat 2 dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Jika dalam Undang-
Undang Perkawinan baik pasal 45 ayat 1 dan 2 ataupun pasal 46
ayat 1 mengedepankan relasi keluarga yang paling dekat atau
paling tidak menunjukkan hubungan kekerabatan yang agak
jauh ke atas atau ke bawah (genealogi ke atas dan ke bawah)
sebagaimana yang ditujukkan Imam Shafi’i yang dielaborasi
Abu Zahra, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang
Kesejahteraan Anak -mungkin- dapat menjadi jembatan untuk
mengatasi hal tersebut selama elaborasi langsung seperti yang
diurai Abu Hanifah belum tercover dalam redaksi perundang-
undangan.

Dalam undang-undang ini (baca: UU No.4 Thn 1974)
Pemerintah mencoba untuk mengelaborasi cela-cela yang
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dapat mengangkat anak agar m« ‘eka dapat hidup sejahtera baik

jasmani, rohani, maupun sosia

Paling tidak redaksi tersebut

menunjukkan; pengertian an: < yang didefinisikan sebagai

seseorang yang belum mencapa-

dan belum pernah kawin; Oran

dan atau ibu kandung; Anak ter
suatu sebab orang tuanya mela
kebutuhan anak tidak dapat terr:

rohani, jasmani maupun sosial;

perawatan, asuhan dan bimbing.

anak berhak mendapat pelay

kemampuan; berhak atas perli
hidup yang dapat membahayak:
orang tua berhak mernperoleh .

atau badan.!®

Dari elaborasi kedua undar
bahwa seorang hakim atau fitur-
membuat kebijakan dan -bagi
yang belum dicover oleh satu
ditemukan dalam undang-ur
menyatakan bahwa anak yang
berhak memperoleh asuhan oleh

135

dengannya, lihat Endang Sumiarni & ¢

Terhadap Anak Di Bidang Kesejahteraa:

18

1% Redaksi Undang-Undang in
Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Ter

pasal 4 ayat 1. Lihat Ibid.,16

98 _ Udin Safala

Kajian singkat tema kesejahte:

usia 21 (dua puluh satu) tahun
tua didefinisikan sebagai ayah
antar adalah anak yang karena
aikan kewajibannya sehingga
'nuhi dengan wajar baik secara
nak berhak atas kesejahteraan,
i berdasarkan kasih sayang...;
nan untuk mengembangkan
dungan terhadap lingkungan
3; anak yang tidak mempunyai
suhan oleh negara atau orang

-undang tersebut dapat diurai
itur pemerintah lainnya untuk
hakim- memutuskan hal-hal
ndang-undang, namun dapat
lang lainnya. Redaksi yang
tidak mempunyai orang tua
1egara atau orang atau badan'*

an anak dan hal-hal yang berkaitan

nandera Halim Perlindungan Hukum

(Yogyakarta: Andi Offset, 2000), 15-

dapat ditemukan dalam Undang-
ing Kesejahteraan Anak, khususnya



sejatinya juga dapat digunakan sebagai hukum material bagi
seorang hakim untuk memutuskan perkara yang mungkin belum
terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan yang memiliki
relasi dengan kesejahteraan anak semisal anak harus diserahkan
pemeliharaannya termasuk nafkahnya kepada kakeknya yang
mungkin jauh lebih sejahtera.

Selain Imam Malik yang cenderung mempersempit konsep
orang-tua dan anak dan Imam Shaf’'i yang lebih melonggarkan
konsep orang-tua dan anak sebagai bapak, kakek, buyut dan
seterusnya atau anak, cucu, cicit dan seterusnya (konsep aba’
dan ’awlad), Masih terdapat Abu Hanifah dan Hanafiyah yang
(dalam ranah kajian nafkah kerabat dan anak ini) cenderung
moderat dari pada pemikiran Hanabilah yang terlalu luas, namun
pemikiran Abu Hanifah serta Hanafiyah ini yang banyak diambil
oleh Abu Zahra karena rasionalitas hukum serta sosiologis Mesir
saat itu.'”’

Selain elaborasi di atas, masih terdapat beberapa kajian
terkait nafkah anak ini baik nafkah sebelum maupun setelah
perceraian. Sejatinya tidak terdapat perbedaan yang cukup
signifikan antara nafkah yang diterima anak sebelum maupun
setelah perceraian karena baik yang ditunjukkan oleh hukum
positif Indonesia maupun jurisprudensi Islam (materi kajian figh

1 Abu Zahra menegaskan bahwa konsep, teori atau gagasan yang
realistis dan dapat dijalankan di Mesir saat itu adalah pendapat Hanafiyah,
Namun -kata Abu Zahra- seandainya boleh memilih maka ia akan memilih
gagasan Hanabilah tanpa melibatkan konsep pembebanan nafkah bapak
dan kakek kepada anak dan cucunya atau sebaliknya (nafaqat al-usul ala
furi‘ihim aw nafaqat al-furu‘ ‘ala ‘usulihim), lihat. Abu Zahra, al-Ahwal al-
Shakhsiyah (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Araby, tt), 486
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Islam). Namun untuk menunjt kkan agak detail kajian ini akan
dielaborasi secara sirigkat hal v ing secara teoritis konseptual di
yakini Abu Zahra sebagai hal -ang moderat. Hal-hal tersebut
adalah; Syarat keharusan pem erian nafkah; Urutan individu
—kerabat- yang harus member natkah; Ketentuan nafkah dan
cara menuntutnya; dan gugurn a nafkah kerabat (qarib).'*®

Pertama syarat keharus:1 pemberian nafkah, dalam
ranah ini terdapat sejumlah ur ian yang cukup penting untuk
dielaborasi; (1) konsep muharr. niyah, konsep ini menjelaskan
bahwa kekerabatan yang men. ingkinkan adanya kewajiban
memberi nafkah adalah kekerab tan yang diharamkan menikah
antara yang satu dengan lainnya '2) Adanya kebutuhan seorang
kerabat untuk diberi nafkah oirh kerabat lainnya, parameter
membutuhkan nafkah atau tidak lari kerabat lain ini didasarkan
tercukupinya kebutuhan primer al-nafaqat al-daruriyah) agar
kerabat yang membutuhkan tidak erbengkalai kehidupannya; (3)
Lemahnya kondisi yang memint bantuan nafkah, atau karena
kondisi yang meminta nafkah ( ijz) dalam pengertian masih
kecil, karena perempuan, sakit i 2nahun, karena buta, kerabat
yang terlantar, serta masih men ntut ilmu yang kesemuanya
dianggap ‘ajz (lemah)'*; (4) Kese) hteraan pemberi nafkah juga

1% Masih terdapat kajian lain yak i bandingan antara nafkah isteri
dengan kerabat, namun karena signifik nsinya dengan kajian ini kurang
memadai maka penulis tidak menjac kan hal tersebut sebagai dasar
pertimbangan. Lihat Abu Zahra, al-Ahw:. ..., 504

1% Konsep ini memiliki pengecuali 1 ketika dikaitkan dengan nafkah
wajib yang berlaku bagi ‘usul terhadap fur mereka, karena itu seorang bapak
wajib memberi nafkah kepada anaknya s: ama anak tersebut membutuhkan
nafkah dan berlaku pada genealogi ke ata.- baik dari bapak maupun ibu.
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menjadi syarat penting dalam kasus ini, paling tidak menurut
Abu Yusuf individu (kerabat) yang sejahtera ini memiliki harta
setara dengan satu nisab zakat atau dua puluh mithgal emas
sedangkan satu mithqal emas berkisar antara 4,25-4,44 gram
(85-88,8 gram emas) atau 44.000.000 rupiah sampai 46.620.000
rupiah per 1 Oktober 2014, dan karena harga emas fluktuatif
maka parameter kesejahteraan juga fluktuatif namun akan
tampak relatif stabil karena tidak terpengaruh secara signifikan
oleh kurs dollar US atau mata uang lainnya dan tujuannya adalah
untuk menyambung kekerabatan; (5) Harus seagama apabila
kerabat yang diwajibkan memberi nafkah bukan kekerabatan dari
aspek genealogi anak (qarabat al-waladah), karena hal ini maka
tidak dipersyaratkan seagama dalam pemberian nafkah seorang
bapak, kakek dan seterusnya kepada anak, cucu, dan seterusnya
(fi nafaqat al-"usul al-wajibah ‘ala furu‘ihim) atau sebaliknya.

Dari sini dapat dielaborasi bahwa menafkahi anak sejatinya
tidak terkait dengan pasca perceraian atau sebelum perceraian,
karena agama dalam hal ini jurisprudensi Islam dan Undang-
Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 khususnya pasal-pasal
yang muncul dalam tabel di atas menjamin kesejahteraan anak
saat orang tua belum bercerai atau setelah bercerai, lebih jauh
bahkan jusrisprudensi Islam sebagaimana diurai Imam Shafi’i
dan juga Hanafiyah menjelaskan hal tersebut beserta detail
keterangan yang sebaliknya.

Hal lain yang dapat dielaborasi lebih lanjut adalah bahwa
jurisprudensi Islam hal yang dinyatakan Imam Shafi’i sebagai
konsep aba’ dan awlad, dielaborasi lebih jauh oleh Hanafiyah
sebagaimana diurai Abu Zahra yaitu konsep qarabat al-wiladah
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yang tidak saja memiliki kesan 1an dengan konsep Imam Shafi
tetapi juga memiliki makna ain yaitu kewajiban memberi
nafkah kepada garabat terseb t walaupun agamanya berbeda,
termasuk anak namun tetap | empertimbankan syarat-syarat
yang dijelaskan sebelumnya.

Kedua terkait dengan urut: 1-kerabat- yang harus memberi
nafkah. Dalam poir: ini terd: >at sejumlah keterangan yang
menegaskan bahwa; (1) yang n >mberi nafkah hanya satu orang
sementara yang menerima b« ;jumlah banyak kerabat maka
nafkah harus tetap dijalankan i arena masing-masing penerima
berada pada satu tingkatan kel :rabatan. Namun yang menjadi
inti permasalahan dalam kasus i i adalah jika terdapat perbedaan
kekuatan kekerabatan antara in. ividu yang satu dengan individu
lainnya karena para iuris Islan juga berbeda pendapat terkait
individu yang dibebani nafkah (1) apabila individu yang wajib
memberi nafkah adala asl d n dia memiliki banyak anak
atau cucu maka yang menerin: . nafkah adalah yang memiliki
kedekatan kekerabatan (qarib) - an iuz’iyah bukan hanya terkait
dengan warisan belaka, dan ka: :na alasan juz’iyah inilah maka
keterkaitan warisan tidak dapat limasukkan di dalamnya'** (2)

0 Kasus di atas dapat diilustr: ikan dengan “jika seorang individu
(bapak atau kakek - ‘asl) memiliki p. ri dan putra maka nafkah diberikan
kepada mereka berdua secara seimban , walaupun anak yang putri sujahtera
kehidupannya; Apabila seorang bapai memiliki dua putra yang satu Islam
sedangkan yang lain Kristen maka n %kah juga diberikan kepada mereka
berdua secara merata; dan jika ‘asl  emiliki cucu perempuan dari anak
perempuan serta cucu laki-lakidariani laki-laki maka nafkah jugadiberikan
kepada mereka secara seimbang, wala. »un warisan hanya diberikan kepada
cucu laki-laki dari anak laki-laki buk.: kepada cucu perampuan dari anak
perempuan.
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apabila individu yang berhak mendapatkan nafkah adalah furu*
(anak, cucu, dan seterusnya) dan sanak kerabat (hawash) maka
ilustrasi juga berbeda;'*(3) apabila yang berhak menerima nafkah
adalah ‘usul atau furu‘ yang berbeda syarat keharusannya. Dalam
kasus ini nafkah diberikan kepada yang paling dekat tingkat
kekerabatannya baik ia yang memiliki kaitan dengan waris atau
-individu- yang lain yang memilki kaitan dengan waris; (4)
Individu yang berhak menerima nafkah terdiri dari usul, furu‘dan
hawash, dalam kasus seperti ini hawas dianggap tidak ada, karena
tidak diharuskan memberi natkah kepada mereka sementara
furu‘ada'?; (5) Apabila individu memiliki ’usul saja, apabila
bapak ada di dalamnya maka nafkah dibebankan kepadanya
secara mandiri, karena bapak menafkahi anak kandungnya
secara mandiri tanpa bantuan siapapun baik anak tersebut laki-
laki ataupun perempuan, apabila ‘usul terdiri dari bapak dan
ibu maka nafkah dibebankan kepada bapak saja, apabila dalam

11 Contoh untuk kasus ini adalah apabila seorang individu memiliki
sejumlah anak (awlad) dan beberapa cucu dari beberapa anak (awlad al-
awlad) dan genealogi ke bawah, dan ia memiliki beberapa paman dari bapak
(a‘mam) atau dari ibu (Cakhwal) serta memiliki beberapa saudara laki-laki
('ikhwah) dan saudara perempuan (akhawat), maka sanak kerabatnya tidak
berhak mendapatkan nafkah karena terdapat furu‘ yang memungkinkan
nafkah diberikan kepada mereka karena ‘dikembalikannnya’ (li istifa’)
persyaratan, bahkan masalah dilihat seperti hanya ada furu® saja. Dan ini
berarti yang tersisa hanya yang terkait dengan kekerabatan (al-garbu) dan
juz’iyah dan siapapun yang paling dekat kekerabatannya maka ia —berhak-
menerima nafkah tanpa mempertimbangkan ada kaitan atau tidaknya
dengan warisan.

42 Aturan yang berlaku adalah sama seperti atauran saat furu‘dan ‘usul
ada tanpa hawash, dan ini berarti sama dengan kasus sebelumnya.
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‘usul tidak terdapat bapak, -dan t. -dapat- beberapa individu yang
secara keseluruhan ‘saling’ meu arisi (warithin) maka nafkah
dikaitkan dengan warisan; (6) Ap bila seorang individu memiliki
‘usul (genealogi ke atas | dan haw: :h (genealogi ke samping), dan
salah satu di antara kedua kelom; >k kerabat tersebut tidak saling
mewarisi sementara yang lain ling mewarisi, maka konsep
waris dianggap mulgha (diabaika ) dan beban nafkah diberikan
kepada ‘usul saja, waiaupun o reka tidak saling mewarisi,
seandainya seorang individu mer iliki kakek dari pihak ibu dan
saudara laki-laki dari bapak dan >u (akh shaqiq) maka seluruh
nafkah dibebankan kepada kakek dari pihak ibu'®; (7) Apabila
yang meminta nafkah merupaka individu dari sanak kerabat
(hawash) saja. Nafkah dalam aitannya dengan kasus ini
mengikuti konsep waris. Dari ur. ian yang agak singkat dalam
penggal terakhir di atas yang p. -lu dijadikan pertimbangan
adalah konsep muharramiyah, ka: na konsep ini menjadi alasan
dan sebab bagi adanya kekerabat: .

Melalui sekelumit konsepsi i atas, dapat ditarik sebuah
penjelasan umum bahwa nafkah t« -hadap anak sejatinya sangat
komplek karena pentingnya peran inak dalam sebuah keluarga;
kewajiban memberi nafkah pada 1ak tidak hanya dan sebatas
pernyataan redaksi yangada dalam 1ndang-undang perkawinan,
melainkan dapat diperluas saat ar 1k masih dalam kandungan
sebagaimana diamanatkan oleh u1 dang-undang kesejahteraan
anak, saat dia lahir dengan memb rikan atau membuatkannya
sebuah bukti otentik baliwa anak zrsebut merupakan anak si
fulan, dan karenanya harus dirawat, ipelihara, dijaga, dilindungi,

' Abu Zahra, al-Akhwal al-Shakhsiy 1, 496-497
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dibimbing dengan sebaik-baiknya sampai usianya 21 tahun
atau sampai ia melaksanakan perkawinan, ia harus dididik dan

dipelihara tanpa mempertimbangkan bapak dan ibunya bercerai
atau tidak dan seterusnya.

Anak, sebagai individu yang unik karena dapat
mempertahankan eksistensi orang tua, cerminan orang tua, maka
jurisprudensi Islam sebagaimana yang dielaborasi Abu Zahra
menitahkan untuk memberi mereka nafkah dan segala aspek
yang masuk di dalamnya tidak semata oleh orang tua tetapi juga
olek kakek dan seterusnya, oleh paman dan masih banyak lagi
yang mungkin belum tercover oleh redaksi undang-undang.

Selain dua poin keterangan di atas (syarat pemberian nafkah
dan urutan individu yang harus memberi nafkah) masih terdapat,
paling tidak, dua sampai tiga hal yang perlu sedikit diurai agar
dapat melihat konsepsi yang ditunjukkan abu Zahra dengan lebih
jelas. Di sini akan dielaborasi hanya dua hal yaitu ketentuan
nafkah dan cara menuntutnya, serta gugurnya nafkah kerabat.

Pertama ketentuan nafkah dan cara menuntutnya, bagi Abu
Zahra kewajiban memberi nafkah kepada anak tidak diperlukan
seorang hakim, sebaliknya kewajiban nafkah yang dibebankan
kepada sanak kerabat diperlukan seorang hakim di pengadilan.'*
Argument yang dibangun adalah bahwa awlad memiliki kaitan
dengan konsep juz’iyah sedangkan sanak kerabat, karena bukan
anak secara langsung, tidak seperti hal tersebut.

Pada ranah ini, terdapat kasus yang agak beragam yang
dapat digunakan sebagai contoh; Individu yang ghaib namun

" Ibid., 501
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memiliki harta yang terkait h rta nafkah namun ~harta tersebut-
tidak berada kepemilkannya, 1ania memiliki harta titipann dari
harta nafkah serta memiliki | itang pada kerabat yang lain dari
harta nafkah, maka seorang h kim dapat memerintah individu
ini untuk mengambil harta afkah yang tidak berada dalam
kepemilkannya tersbut, hartay ng berada di bawah kepemilikan
yang menitipkan, serta harta 1 :ng dihutang (i) berlaku karena
tidak adanya penerimaan hak t 1gi yang lain, dan karena alasan
tersebut maka harus diberlakuk: 1sebagai harta wadiah (titipan)
dan hutang.!* Dalam kasus 1 i putasan hakim diperlukan
karena putusan pengadilan bag. orang yang tidak ada (ghaib),
dalam pandagan Hanaf, tidak di- erbolehkan. Karenanya beban
pemberian nafkah sanak kerabat 1arus ditentukan hakim.

Di aspek lain yang berkaitan de 1gan ketentuan garib (kerabat)
secra mutlak harus memiliki rel. si dengan kesejahteraan (bi
al-kafayah). Ketentuan bhagian ter ebut juga dikaitkan dengan
kebutuhan gqarib (kerabat) yany membutuhkan dan tetap
diisyaratkan kemmpuan individu ing memberi nafkah tanpa
membebaninya dengan beban leb 1."¢ Konsep kafayah juga

1% Kasus-kasus lain dapat dijelaska: bahwa jikalau individu yang
sejahtera ghaib, sedangkan yang berhak tas nafkah merupakan sanak
kerabat maka beban kewjiban tidak berada } \da individu yang kaya namun
ghaib tersebut melainkan berpindah pada ke abat yang ada, walaupun para
kerabat yang lebih rendah urutan kekerabu annya dibandingkan dengan
individu yang sejahtera namun orangnya ti: k berada di tempat (ghaib),
individu yang sejahtera tersebut tidak ada ! rena jauh dari kerabat yang
lain- maka dia dianggap tidak sejalitera. Opera onalseperti ini diberlakukan
karena beban nafkah merupakan suatu hal yan; diperlukan (hal yag perlu).

146 Ketentuan kemampuan yang melekat pada orang (individu) ini
parameternya adalah kemampuan yang melampaui kebutuhan dasar
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digunakan untuk memberi gaji bagi sorang pembantu yang
membantu aktifitas pemberi nafkah karena ia telah mencapai
status yang tinggi.

Kedua gugurnya nafkah bagi kerabat. Dalam uraian ini akan
dikaji secara singkat bahwa kewajiban menafkahi kerabat bukan
merupakan tanggungan hutang sama sekali, kecuali apabila
seorang hakim memerintahkan hal tersebut sebagai tanggungan
hutang.

Sebagian juris Islam memberi pengecualian terhadap
aturan model ini, khususnya nafkah seorang anak kecil yang
dibebankan kepada bapaknya. Karena aturan seperti ini sama
dengan aturan nafkah isteri khususnya dalam figh madhhab
Hanafi. Nafkah anak ini, menurut Hanafiyah, termasuk Zaylai
yang menjelaskan dengan detail bahwa aturan nafkah pada isteri
harus diperhatiakan dengan baik.

Konsep pemberian nafkah tidak saja yang berkaitan dengan
nafkah anak tetapi juga nafkah bagi individu yang lain sangat
komplek dalam kajian yang diurai Abu Zahra karena konsep
anak dapat menjadi seorang cucu bagi individu yang berada
dua tingka di atasnya, bisa menjadi kemenakan, bisa menjadi
orang tua tatkala ia sudah dewasa dan seterusnya. Namun palin
tidak di akhir statemen ini dapat dibuat semacam kesimpulan
-walaupun mungkin masih tetap kurang memadai karena
keterbatasan penulis- bahwa nafkah anak dalam pandangan Abu
Zahra dalam satu sisi sudah menyentuh dan memiliki kesamaan

sebagaimana yang berlaku dalam athar dan didasarkan pada sebuah
pertimbangan yang valid “Ibd’ bi nafsika thumma bi man taulu” Abu Zahra,
al-Ahwal ..., 502
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dengan undang-undang perkaw:
dapat dilihat dalam beberapa pa:
jika dilihat melalui undang-unda
Hal yang juga cukup krus:
mencoba untuk menunjukkan b.
terkait pada perbedaan agama u
anak lainnya, tidak terikat oleh ge
laki dan perempuan dalam kasu:
menunjukkan bahwa seorang ka
menafkahi anak dari putra-putr
memiliki sejumlah persyaratan
mengikuti —dalam hal nafkah- F-
moderat diantara pilihan yang ia
Nafkah anak, bagi Abu Zahr:
cukup signifikan dengan Undan
1 Tahun 1974, dan bahkan bagin
undangan yang termaktub dalam .
beberapa kekurangan karena bel
dan awlad secara berimbang seba.
dan Hanafiyah, serta -dalam k¢
memasukkan konsep muharrami
dan sejumlah konsep lain yang i:

an nomor 1 Tahun 1974 yang
Inya, atau memilki kesamaan
g yang lain.

1 adalah bahwa Abu Zahra
thwa nafkah anak juga tidak
itara anak yang satu dengan
«der anak,karena baginya laki-
nafkah tidak berbeda. Ia juga
ek dapat dibebani kewajiban
1ya dan seterusnya yang juga
vang agak longgar karena ia
mnafiyah yang ia yakini paling
nunculkan.

juga memiliki kesamaan yang
-Undang Perkawinan Nomor
a redaksi-redaksi perundang-
U Perkawinan masih memiliki
im memasukkan konsep aba’
aimana pendapat Imam Shafi’i
wdisi-kondisi tertentu- belum
1h, wiladah, mawarith kafayah
elaborasi.

B. Implikasi Pandangan Abu Zahra bagi Pelaksanaan

Hukum Islam di Indonesi.

Pada sub bab sebelumnya t¢ ah dikaji secara agak panjang

terkait berbagai hal yang melip

iti nafkah anak dan kerabat;

baik terkait dengan syarat kehar isan memberi nafkah; urutan
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individu yang harus memberi nafkah; ketentua nafkah dan cara
menuntut atau memintanya; sampai pada gugurnya nafkah bagi
kerabat.

Dalam kajian sub bab ini, akan diurai implikasi pandangan
Abu Zahra bagi pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia. Sebelum
‘memetakan’ pandangan Abu Zahra akan diurai undang-undang
perkawinan dan kompilasi hukum Islam yang secara tegas dapat
dijadikan objek material hukum di indonesia khususnya.

Hukum Perkawinan Naional Nomor 1 Tahun 1974 sejatinya
merupakan perundang-undangan yang diundangkan melalui
perjalanan panjang negeri ini, tidak saja memiliki hubungan
historis yang amat panjang dengan berbagai varian latar
filosofis, yuridis, maupun sosialogis yang mengikutinya. Hal
ini nampak dalam banyak literatur hukum yang sampai saat
ini masih digunakan di pengadilan negeri maupun pengadilan
agama. Namun secara singkat hal tersebut dapat ditelusuri
melalui hukum ° > karena sebuah perkawinan tidak
saja membawa kepada akibat hukum yang memiliki relasi
secara langsung dengan segenap peraturan hukum dalam suatu
perkawinan tetapi juga berakibat pada peraturan yang terkait
dengan harta kekayaan suami isteri dalam suatu perkawinan.'¥

Karena sub bab ini akan mengkaji Implikasi pandangan Abu
Zahra terkait pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia, maka -di
sini- akan dielaborasi hal-hal yng terkait dengan Historisitas
Hukum Islam yang tersebar dalam Kompilasi Hukum Islam

147 Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian:
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: Bina Aksara, 1986),
93
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di Indonesia. Berbicara Hukun
membincang tiga ranah Hukum
perkawinan, hukum kewarisan,
ranah hukum Islam ini memiliki
namun masih memilki keterkaita

Hal yang mungkin cukup rt
Hukum Islam ini memiliki sej.
masih agak kabur, khususnya k¢
atau tokoh pembawa ide ini. Nam:
historisitanya, pada poin ini aka:
terlebih dahulu.

Dalam literatur buku-buku
dikenal istilah kompilasi hukum
Islam. Kompilasi Hukum Islam b
tahun1991an melalui instruks:
1991 Tanggal: 10 Juni 1991, tent:
Hukum Islam yang dapat digun
menyelesaikan masalah-masa
kewarisan dan perwakafan yan:
kepada Menteri Agama untuk me¢
Hukum Perkawinan, buku II ten
tentang Perwakafan.!*® Instruksi

merta muncul begitu saja, namu:
para Ulama dalam Loka Karya vy

Islam di Indonesia berarti
lam yang terdiri dari hukum
an hukum perwakafan. Tiga
istorisitasnya sendiri-sendiri
t yang mungkin resiprokal.

nit adalah bahwa Kompilasi
ah yang bagi banyak orang
ika menentukan siapa orang
1sebelum menelusuri wilayah
diurai pengertian kompilasi

berbahasa Indonesia, tidak
terutama Kompilasi Hukum
ru dikenal dan tersebar sejak
‘INPRES) Nomor: 1 Tahun
1g Penyebarluasan Kompilasi
kan sebagai pedoman dalam
th di bidang perkawinan,
berisi instruksi presiden RI
1yebarluaskan buku I tentang
ang Kewarisan dan buku III
presiden tersebut tidak serta
1 didahului oleh penerimaan
ing diadakan di Jakarta pada

tanggal 2 samapi 5 Februari 1988. Ini berarti model-model

perumusannya dilakukan jauh sepelum tahun 1988.

' Lembaran Lepas Sekretariat Ne-
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Istilah kompilasi, sebagaimana kodifikasi, diambil dari
bahasa latin compilare yang berarti mengumpulkan bersama-
sama, seperti mengumpulkan berbagai peraturan yang tersebar
berserakan di mana-mana. Istilah ini dalam bahasa Inggris
menjadi compilation dan dalam bahasa Belanda compilatie,
dan istilah terakhir ini dipergunakan dalam bahasa Indonesia
menjadi “Kompilasi”. Compilatie yang diadopsi bahasa Indonesia
menjadi kompilasi diterjemahkan dengan “kumpulan dari lain-
lain karangan’, sedangkan kata compilation dalam bahasa Inggris
diartikan dengan “karangan tersusun dan kutipan buku-buku
lain™!#

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud
dengan kompilasi adalah kegiatan pengumpulan berbagai
persoalan - termasuk peraturan perundang-undangan dari
berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku dan
tulisan.'*

Walaupun terdapat banyak pandangan terkait pengertian
Kompilasi dan Kompilasi Hukum Islam, namun paling tidak
terdapat makna yang agak pasti terkait makna konsep kata
tersebut, khususnya ketika dikaitkan dengan Hukum Islam.
Kompilasi Hukum Islam secara agak tegas dinyatakan sebagai
rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari
berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama Figh yang biasa

' Kajian singkat tema ini, termasuk terjemahan dari beragam kamus
bahasa Inggris lainnya, termasuk perbedaannya dengan kata kodifikasi, lihat.
Abdurrahman Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Akademika
Pressindo, 1992), 9-11

% Untuk perbandingan yang cukup sederhana antara kata dan
pengertian kompilasi, kode, kodifikasi, dan statuta, lihat. Ibid., 11-14

Nafkah Anak Dalam Pandangan Abu Zahra _ 111



dipergunakan sebagai referensi p da Pengadilan Agama untuk
diolah dan dikembangkan ser! . dihimpun ke dalam satu
himpunan. Himpunan tersebutla!. yang dinamakan kompilasi.

Materi atau bahan-bahan te sebut diolah melalui proses
dan metode tertentu kemudian di ‘umuskan dalam bentuk yang
serupa dengan peraturan perun iang-undangan yaitu dalam
bentuk pasal-pasal tertentu.’ Ist ah Kompilasi Hukum Islam,
sebagaimana disinggung sepinta di atas, tidak muncul serta
merta karena ia merupakan be tuk dari rangkaian sejarah
panjang dalam peradilan agama li Indonesia, oleh karena itu
materi yang dimuat di dalamnya s agat kental dengan pemikiran
madhhab Shafi’iyah yang digunak.in para hakim sebelum tahun
1976 dan sesudahnya. Secara st esifik digunakan pada tahu

1! Bahan materi dari kompilasi ter :but ditetapkan berlakunya melalui
sebuah Keputusan Presiden dan dapat d-. unakan sebagai pedoman oleh para
Hakim Pengadilan Agama dalam men: riksa, mengadili dan memutuskan
sebuah perkara yang diajukan kepadar.ya. Ibid., 14 Materi yang terdapat
dalam Kompilasi Hukum Islam ini nam;-ak seperti figh atau ‘figh Indonesia
karena tidak saja berisi pengertian seju: lah istilah teknis tetapi juga aturan
ketentuan persyaratan dan rukun yang 1da dalam kitab-kitab figh, namun
ditulis dalam format perundang-undan an yang ada. Lihat misalnya dalam
Kompilasi Hukum Islam buku I yang n :mbahas Hukum Perkawinan yang
memiliki bab dan ketentuan umum - rta pasal-pasal yang membincang
berbagai pengertian atau istilah teknis ¢ ri mulai istilah teknis peminangan,
wali hakim, akad nikah, mahar, ta'lil-t. ak, harta kekayaan dan seterusnya
sampai pada istilah teknis yang berkait. 1 dengan bab yang lain yang berisi
rukun dan syarat istilah teknis tersebut. _ihat Tim Permata Press, Kompilasi
Hukum Islam (KHI): Hukum Perkawin. 1, Kewarisan, dan Perwakafan (Ttp:
Permata Press, tt), 1-5
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50an.'*> Walaupun kitab-kitab referensi rujukan sangat beragam,
namun sejak tahun 1958 telah dikeluarkan Surat Edaran Biro
Peradilan Agama -No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1958- yang
sejatinya menindak lanjuti PP No. 45 Tahun 1957 tentang
pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Shar‘iyah di luar
Jawa dan Madura. Untuk menyatukan sebuah pendapat hukum
agar para hakim dalam Peradilan Agama/ Mahkamah Syar‘iyah
menjadikan pedoman beberapa kitab. Paling sedikit terdapat tiga
belas (13) kitab yang menjadi rujukan para hakim saat itu; (1) al-
Bajuri, (2) Fath al-Mu‘in dan sharahnya, (3) Sharqawi ‘ala al-Tah
rir, (4) Qulyubi / Muhalli, (5) Fath al-Wahhab dan Sharahnya,
(6) Tuhfah, (7) Targhib al-Mushtaq, (8) Qawanin al-Shari‘ah li
al-Sayyid Uthman ibn Yahya, (9) Qawanin al-Shari‘ah li al-Sayyid
Shodaqah Dakhlan, (10) Syamsuri li al-Fara’id, (11) Bughyat al-
Mushtarshidin, (12) al-Figh ‘ala Madhahib al-’Arba‘ah, dan (13)
Mughni al-Muhtaj.'*

Pentingnya sebuah Kompilasi Hukum Islam terletak
dielaborasi kitab-kitab ini. Karena sebuah hukum, walaupun
Kompilasi Hukum Islam bukan merupakan undang-undang yang
memiliki kekuatan tetap dan mengikat, harus memiliki kepastian

%2 Walaupun tidak semua putusan hakim di Pengadilan Agama pada
masa-masa itu merujuk pada figh Shafi’iyah, karena terdapat indikasi bahw:
beberapa putusan hakim di Pengadilan Agama tidak merujuk pada kitab-
kitab figh Shafiiyah tetapi merujuk pada al-Qurian secara langsung dalam
kaitannya dengan harta bersama atau harta gono-gini, atau merujuk pada
kebiasaan setempat, serta melihat fungsi harta yang akan dibagi yang terjadi
di Amuntai. Abdurrahman Kompilasi..., 18

1%* Kajian singkat tema ini, dan kitab-kitab lain yang dijadikan referensi
untuk proyek Kompilasi Hukum Islam di sejumlah IAIN di Indonesia lihat.
Ibid., 15-41
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hukum (legal scurity) di bidang ukum material yang terkait
dengan dasar formal."**

Dari aspek lain pembentukan lompilasi Hukum Islam tidak
hanya mendasarkan materi huku: . pada kitab-kitab tersebut di
atas, karean masih terdapat beber pa proses prosedur lain yang
dijalankan, dan diantaranya adala melakukan studi banding ke
sejumlah negara di Timur Tengal" Negara tujuan studi banding
untuk proyek Kompilasi Hukum | lam di Indonesia ini meliputi
tiga (3) negara yaitu Maroko yang lilaksanakan pada tanggal 28
dan 29 Oktober 1986, Turki yang dilaksanakan pada tanggal 1
dan 2 November 1986, dan Mesir | 1da tanggal 3 dan 4 November
1986.

Yang menarik darn perlu di ksplorasi lebih jauh adalah
bahwa studi banding tersebut d .aksanakan di Mesir tempat
kelahiran sekaligus tumbuhnya pe:ikiran Abu Zahra sejak tahun
30an sampai tahun 1974an saat i\bu Zahra wafat. Abu Zahra
melihat, sebagaimana diulas dala 1 bab terdahulu, bahwa Mesir
atau masyarakat Mesir membuti. 1tkan model hukum material
yang condong ke pemikiran Abu Ianifah dan Hanafiyah untuk
menopang legal formal mereka. arenanya, walaupun ia lebih
suka memilih pendapat Imam A imad dalam kasus nafkah, ia
mengelaborasi nafkah anak dan :erabat melalui kajian-kajian
yang dimunculkan Abu Hanifah . an para pengikutnya.

Yang menjadi pertimbangan dan pertanyaan besar adalah
seberapa jauh implikasi pandangai Abu Zahra dalam pelaksanaan
Hukum Islam di Indonesia terk it nafkah secara umum dan
nafkah anak pasca-perceraian? Jav aban untuk pertanyaan simple

% Ibid., 32
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ini akan cukup rumit untuk dijawab dengan singkat seperti
karya kecil ini, tidak saja karena realitas sosiologis dan culture
masyarakat Mesir mungkin berbeda dengan latar sosiologis dan
budaya masyrakat Indonesia tetapi juga karena pandangan dan
sejarah hukum yang juga mungkin amat berbeda.

Namun melalui sejumlah data library yang ada, penulis
mencoba untuk mencari dan mengurai ‘benang kusut’ perbedaan
tersebut. Pertama bahwa terdapat kesamaan pandangan cara
bernegara antara Mesir dan Indonesia yaitu kedua negara ini
merupakan negara bangsa (nation state) yang mendasarkan tata
kelola negara melalui institusi negara, tata hukum yang berlaku
juga tata hukum negara bukan melalui tali agama. Kedua negara
ini juga merupakan negara yang berbentuk republik yang sistem
pemerintahannya dipimpin dan dikendalikan oleh seorang
presiden.’” Kedua Semua peraturan perundang-undangan akan
mengikat semua warga negara jika sudah ditetapkan oleh negara
sebagai perundang-undangan yang mengikat.

Artinya bahwa semua tindakan atau perbuatan hukum yang
memiliki akibat hukum yang signifikan diatur oleh undang-
undang yang berlaku termasuk di dalamnya undang-undang

1% Walaupun Mesir dan Indonesia sama-sama negara republik dan
dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan, namun
kekuasaan di Mesir diatur dengan sistem semipresidential multipartai yang
secara teoritis kekuasaan eksekutif dibagi antara presiden dan perdana
menteri, namun dalam prakteknya kekuasaan terpusat pada presiden, dan
Mesir juga mengadakan pemilu parlemen multipartai. Mesir memiliki
hubungan emosional yang cukup dekat dengan Indonesia karena Mesir
merupakan negara pertama di dunia yang mengakui kedaulatan Indonesia
pada tanggal 17 Agustus 1945. Lihat, Wikipedia Bahasa Indonesia, Mesir
diunduh tanggal 14 Oktober 2014.
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yang memiliki relasi dengan ag
undang telah diundangkan ma
dalam tetapi juga mengikat ke It
menetapkannya.

Undang-undang yang memi;
tidak saja terjadi di negara-negar-.
beragama Islam seperti halnya ‘|
Mesir dan Indonesia, walaupun
Islam. Di Mesir —tempat Abu Z:
undangan di atur tersendiri oleh
di sana dan -saat ini- sangat ke:
pandangan keagamaan madhhab
Shafi’i dan Shafi’iyah. Hal ini ta
tersebar dalam bab, pasal dan ay«
undang tersebut. Dan yang pa.
dengan fokus kajian ini adalah
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang P-

Lalu dimana posisi implikas
kaitannya dengan nafkah anak pa-.
Hukum Islam di Indonesia. M
Abu Zahra dalam kaitannya den
di Indonesia, tidak harus dikan:
Undang Perkawinan Nomor 1
Hukum Islam semata tetapi harus
undang-undang yang tersebar di
kehidupan masyarakat Indonesi.:
negeri ataupun penagdilan ag:
beragam undang-undang tersebt
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a ia tidak saja mengikat ke
T institusi atau lembaga yang

ki relasi dengan agama di atas
yang mayoritas penduduknya
arki, Maroko, dan khususnya
negara tersebut bukan negara
ara hidup- aspek perundang-
undang-undang yang berlaku
tal diwarnai oleh pandangan-
1anafi, sementara di Indonesia
npak dalam butir-butir yang
yang terdapat dalam undang-
ng kentara dalam kaitannya
Jndang-Undang Perkawinan
rkawinan.

pandangan Abu Zahra dalam
ca-perceraian dan pelaksanaan
ngurai implikasi pandangan
an pelaksanaan Hukum Islam
<an dengan melihat Undang-
Tahun 1974 atau Kompilasi
nelihat pada; pertama beragam
serbagai bidang dan aspek tata
yang dipakai oleh pengadilan
ma. Kedua mengkorelasikan
dengan pemikiran Abu Zahra



dan kemudian ditarik benang merah yang akan menunjukkan
relasi yang cukup signifikan.

Dalam beragam peraturan perundang-undangan yang ada
cukup banyak untuk dimunculkan dalam melihat implikasi ini,
karena itu penulis hanya akan menujukkan satu aspek terkait
hak anak yang muncul dalam Undang-Undan Kesejahteraan
anak sebagaimana diurai dalam bab atau sub bab sebelumnya.
Dalam undang-undang tersebut nampak jelas bahwa; (1) “Anak
yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan
oleh negara atau orang atau badan.”'** Redakasi undang-undang
kesejahteraan anak ini, dalam teori hukum mungkin dapat disebut
tidak saja dengan obyek formal tetapi juga dapat —dalam kasus
pertimbangan hukum-dimasukkan ke dalam obyek material,
dan ini berarti ia dan banyak lagi redaksi yang berserakan di
berbagai undang-undang dapat dijadikan rujukan oleh seorang
hakim untuk memutuskan sebuah kasus hukum termasuk yang
terkait nafkah anak.

Redaksi Undang-Undang Perkawinan khususnya pasal 45
ayat 1 dan 2 menunjukkan kesesuaian antara Undang-Undang
ini dengan pandangan Imam para Imam Madhhab yang
dimunculkan Abu Zahra. Bahwa orang tua wajib memberi nafkah
terhadap anaknya sampai ia dapat berdiri sendiri atau telah
melangsungkan perkawinan dan ini terus berlanjut walaupun
kedua orang tua telah putus ikatan perkawinannya. Sementara
pasal 46 ayat 2 menunjukkan kesesuaiannya dengan madhhab
Shafi’i yang diurai Abu Zahra dan Shafi'iyah yang dijadikan

15 Endang Sumiarni & Chandera Halim Perlindungan Hukum Terhadap
Anak di Bidang Kesejahteraan (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), 16
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referensi para ulama dalam me umuskan Kompilasi Hukum
Islam di Indonesia. Namun dalar poin ini terdapat pandangan
Imam Shafi'i yang belum tercove: dalam rumusan KHI ataupun
Undang-Undang Perkawinan ters: but yaitu bahwa seorang bapak
yang berkewajiban menafkahi ar ik dapat digantikan posisinya
oleh seorang kakek ketika bapa dalam posisi tidak sejahtera
kehidupannya, walaupun pengg ntian ini bersifak sementara
dan beban dapat dikembalikan la. i kepada bapak ketika ia sudah
sejahtera dan seterusnva yang o h Abu Zahra disebut dengan
konsep Aba’, sementara yang di u dang-undang hanya mewakili
konsep Awlad; dimana konsep 1i juga masuk dalam konsep
Abu Hanifah yang agak lebih 1oderat dalam kasus nafkah
dibandingkan dengan pandangan Imam Shafi’i dan Imam Malik.

Abu Hanifah dan para peng kutnya tidak saja mengusung
konsep muharramiyah tetapi jug.. konsep awlad yang masing-
masing beroperasi dalam wilay thnya sendiri-sendiri, sesuai
dengan ketentuan teoritis yang « bangun. Konsep ini memiliki
implikasi yang mungki luar bias.. jika diterpkan dalam Hukum
Islam Indonesia atau paling ti .ak masuk dalam Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia karen ; pertama konsep ini mewakili
pandangan yanglebih moderatd n memiliki cakupan yang agak
luas dibandingkan dengan dua k: nsep Imam sebelumnya (baca:
Imam Malik dan Imam Shafi’i) ¢ lam kaitannya dengan nafkah
dengan alasan bahwa ketika baps . tidak ada atau dianggap tidak
ada, saat kakek juga tidak ada atau ianggap tidak adakarena secara
ekonomis berada pada keluarga | -a-sejahtera atau karena alasan
lainnya maka yang mewakili adal.:h keluarga muharramiyah, dan
halini dapat berarti ‘paman dari p:hak bapak dan ibu, paman dari
pihak bapak, atau lainnya sebaga mana diurai Abu Zahra dalam
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uraian teoritisnya, begitu juga dengan besaran ekonomi yang
dibebankan. Uraian di atas juga memiliki relasi dengan undang-
undang kesejahteraan anak pasal 4 ayat 1 sebagaiman dinyatakan
di atas. Konsep yang diusung Abu Hanifah, dalam kaitannya
dengan nafkah, tidak hanya bersesuaian dengan Undang-Undang
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam
tetapi juga memiliki relasi yang cukup dekat dengan undang-
undang kesejahteraan anak, hanya saja ‘konsep’ asuhan orang
atau badan di situ harus di atur, dirumuskan, atau dijelaskan
lebih jauh dengan orang yang memiliki hubungan wiladah, muh
arramiyah, atau lainnya demi menjaga legal scurity agar tidak bias
dan mengakibatkan keluhan bagi masyarakat pencari keadilan.
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BAB V
PENUTUP

ari eksplorasi teoretical framework serta data library

yang ditemukan dapat ditarik kesimpulan bahwa;

Pertama Abu Zahra lebih cenderung memakai dan
mengeksplorasi gagasan-gagasan yang dimunculkan Abu
Hanifah dan para pengikutnya ketimbang gagasan tiga Imam
yang lain (Malik, Shaft’i, dan Ahmad) dengan alasan tidak saja
karena gagasan dan teori Abu Hanifah dan para pengikutnya
tersebut cenderung diyakini Abu ahrah sebagai moderat jika
dibandingkan dengan yang lain tetapi juga karena gagasan
tersebut merupakan gagasan ideal bagi sosiologis masyarakat
Mesir saat itu; Kedua Nafkah anak -dalam pandangan Abu
Zahra- tidak secara mandiri dieksplorasi karena beban nafkah
ini selalu berkaitan tidak saja dengan anak, cucu, dan seterusnya
(awlad) atau sebaliknya tetapi juga berkaitan dengan hawash
yang memiliki relasi dengan kekerabatan muharramiyah dan
mawarith yang dapat dioperasikan secara beragam.
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Pertama teori muharramix

dibangun Abu Hanitah yang

h dan konsep awlad yang
dielaborasi Abu Zahra ini

melampaui gagasan yang muncul tidak saja dalam Undang-
Undang Perkawinan Nomor 1 Tal 1n 1974 tetapi juga melampaui

Kompilasi Hukum Islam di Indo:

dengan nafkah anak; Kedua w
dan idealitas Undang-undang d
Indonesia bukan berarti tidak d=
sebaliknya gagasan ini justru da
melihat relasinya dengan undai
undang kesejahteraan anak yang

orang tua, orang lain, atau bada:

mengganti posisi orang tua sebag
anak. Pada kasus terakhir gagas:
tidak saja dapat disambut dengan
pertimbangan untuk memperbai-
mungkin dijadikan item-item da
Indonesia baik dalam buku per-
memungkinkan. Paling tidak pa
sebagai pertimbangan untuk me
tertentu yang belum ditemukar

yang ada sebagai bentuk dari hu-
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esia khususnya jika dikaitkan
laupun melampaui gagasan
1 Kompilasi Hukum Islam di
rat dilaksanakan di Indonesia,
at dilaksanakan di Indonesia
g-undang lain yaitu undang-
uga menyatakan bahwa selain

dan bahkan negara juga bisa
i pemelihara dan pembimbing
1 yang ditawarkan Abu Zahra
»aik tetapi juga dapat dijadikan
i undang-undang yang ada dan
am Kompilasi Hukum Islam di
ama ataupun buku kedua jika
a hakim dapat menjadikannya
autuskan sebuah kasus hukum
materi perundang-undangan

aum progressif.
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